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ABSTRAK

Nama : Herbet Pardamean Tambunan
Program Studi ; [Imu Hukum (Praktisi Hukum)
Judul : LIMITASI PENGHH AN PENYIDIKAN

DENGAN ALASAN KURANG ALAT BUKTI
DAN BUKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus:
Penerbitan SP3 Kasuslllegal Logging 14
Perusahaan Di Provinsi Riau oleh Kepolisian
Daerah Riau)

Skripsi ini membahas mengenai limitasi atau batgsamghentian penyidikan
berdasarkan kurang alat bukti atau bukan merupad@atu tindak pidana.
Kewenangan polisi sebagai penyidik merupakan kemgara yang sangat besar
dalam proses hukum acara pidana karena polisi aelpamyidik menentukan
apakah suatu peristiwa pidana dapat dilanjutkatakep persidangan atau tidak.
Penghentian penyidikan serta penjelasan terhadsarapenghentian penyidikan
itu sendiri serta batasan-batasannya tidak dijamargecara rinci oleh Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahu8ill9Terhadap kasus
14 perusahaan di Provinsi Riau yang diduga melakukadak pidanaillegal
logging, penyidik akhirnya mengeluarkan SP3 terhadap késsebut di bulan
Desember 2008 dengan alasan kurang alat bukti d&danbmerupakan suatu
tindak pidana tanpa ada penjelasan apapun. Olem&aiu, subjektifitas penyidik
yang menjadi dasar dalam menentukan suatu perigilana harus dihentikan
ataupun dilanjutkan dapat menimbulkan dampak rfegggpierti adanyaonflict of
interestantara penyidik dengan tersangka atau penyidilgalempenegak hukum
lainnya.

Kata Kunci:

Penghentian Penyidikan, Alat bukti, Tindak PiddP@peradilan.
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ABSTRACT

Name : Herbet Pardamean Tambunan
Program : Law (Legal Practitioner)
Title : LIMITATION ON ERMINATION OF

INVESTIGATION BASED ON THE ABSENCE
OF SUFFICIENT EVIDENCE AND AN EVENT
WHICH DID NOT CONSTITUTE AN OFFENSE
BY VIRTUE OF LAW (Case Study: SP3 Release In
llegal Logging Case For The 14 Companies In
Provinsi Riau By Riau Police Regional)

This thesis dicusses about termination of investgalimitations based on the
absence of sufficient evidence and an event whidmdt constitute an offense,
by virtue of law. The competence of police as itigasor is a high competence in
a criminal procedural law process because they bangpetence to determine the
criminal events can be brought into the court ot. nthe explaination of
termination of investigation, the reasons, andlitnéations are not described in
details by Indonesia Criminal Procedure Code (Rict. 8 Year 1981). Recording
to the case of 14 companies in Riau which expeagedlegal logging criminal
offender, the investigator finally releasing th®33n December 2008 without any
explanations. The subjectivity of the investigatahich becoming the basic to
determine should be terminated or continued, coaltse the negative effects, in
example conflict of interest between investigataod $he suspected or investigator
and the other law enforcement officers.

Keyword :

Termination of investigation, Evidence, Criminalf@fse, Habeas Corpus.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Hukum Pidana sebagai salah satu sistem penegakamhdi Indonesia,

disamping hukum perdata dan hukum administrasi raegaerupakan suatu
aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbyatay memenuhi syarat-
syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidan&uidupidana dapat dibagi
menjadi hukum pidana materiil (hukum pidana suligjadan hukum pidana
formil (hukum acara pidana). Hukum pidana matemihg lazim disebut dengan
hukum pidana saja, mengatur perbuatan-perbuatag gapat dipidana, syarat-
syarat menjatuhkan pidana dan sanksi pidana. Nahukum pidana tidak
mengatur aturan-aturan tentang cara bagaimanatiatiakan-tindakan apa yang
harus dilakukan apabila terjadi pelanggaran teghddsum pidana itu sendiri.
Hal-hal inilah yang diatur dalam hukum pidana fdratau hukum acara pidana.
Oleh karena itu hukum acara pidana adalah untukksahakan atau menegakkan
hukum pidana.

Bertitik tolak dari negara Republik Indonesia adalaegara hukum
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjurijnggi hak asasi manusia
serta menjamin segala warga negara bersama kedutikdidalam hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, ni#tkgjau dari hal-hal diatas,
terlihat adanya perhatian yang lebih ditonjolkadgdihormatinya hak-hak asasi
manusia yang dicantumkan dalam Kitab Undang-Unddukum Acara Pidana
tersebut. Tujuan dari hukum acara pidana adalah:

! Suryono Sutarto,Hukum Acara Pidana(Semarang: Universitas Diponegoro, 1991),
him. 1.

% Loebby LoegmanPra Peradilan di Indonesia(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), him.

Universitas Indonesia
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a. Untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidakmgadekati
kebenaran yang materiil, ialah kebenaran yang gkt
lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan medarap
ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secaradajutepat.

b. Untuk mencari pelaku dari suatu tindak pidana sewajatuhkan
pidana.

c. Menjaga agar mereka yang tidak bersalah, tidakutijgpidana,
meskipun orang tersebut telah dituduh melakukartustiadak
pidana.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198&fatey Hukum
Acara Pidana (KUHAP)yang dengan tegas mencalbigt Herziene Indlandsh
Reglemerit jo. Undang-Undang No. 1/drt/1958epanjang yang mengatur hukum
acara pidana, merupakan era baru dalam dunia @erggidana di Indonesia.
Selain merupakan produk nasional yang menggantt{ptaan kolonial, juga
lebih memberikan perlindungan terhadap hak asasusia.

KUHAP merupakan landasan hukum bagi peradilan gidanembawa
konsekuensi bahwa aparat penegak hukum dalam raekgal tugasnya dituntut
untuk meninggalkan cara lama secara keseluruhaty gangan mengadakan
perubahan-perubahan, baik dalam cara berpikir, oraspkaligus dalam bersikap
tindak harus sesuai dengan kaedah-kaedah yandietéan menjunjung tinggi
hak asasi manusia.

Di samping pikiran-pikiran yang menonjol mengenak lasasi manusia,
keinginan-keinginan untuk melakukan koreksi teripadaelaksanaan hukum
sampai saat ini selalu mendapat perhatian masyardldak dapat disangkal
bahwa perasaan yang berkembang dalam masyaralah do#Ehwa penegakan
dan pelaksanaan hukum terutama di bidang prosesnaidtidak memenuhi
kebutuhan masyarakat dan para pencari keadildnnHaenyangkut mengenai

® Indonesia (a)Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidabi&) No. 8 Tahun 1981,
LN. No. 76 Tahun 1981, TLN. No. 3209.

4 StaatsbladNo. 44 Tahun 1941.

® Indonesia (b), Undang-Undang Tentang Tindakan-Tindakan SementargtukJ
Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dara Rengadilan-Pengadilan SipiUU
No. 1/DRT Tahun 1951, LN. No. 59 Tahun 1951, TLN. [81.

Universitas Indonesia

Limitasi penghentian..., Herbet Pardamean Tambunan, FH Ul, 2012.



perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutamg menyangkut kebebasan
seseorang, penghentian penyidikan, penghentiannpgan, ganti rugi serta
rehabilitasi.

Mengenai pemikiran-pemikiran tersebut, kemudiarké@bang pemikiran
bahwa tindakan melakukan koreksi tersebut adali&mdbentuk pengawasan dan
penertiban terhadap aparat penegak hukum yang uk@lakpenyelewengan,
penyalahgunaan wewenang serta perbuatan-perbuatanydng merugikan
masyarakat ataupun tersangka yang dianggap teldhkuwkan suatu tindak
pidana. Oleh karena munculnya pemikiran-pemikiemsabut maka usaha-usaha
untuk meningkatkan pengawasan pun berkembang. Baygapengawasan
dilihat dari munculnya organisasi-organisasi damybiinya lembaga swadaya
masyarakat (LSM) yang didirikan demi melakukan @ewasan terhadap upaya
penegakan hukum dan keadilan oleh aparat penegklmhuSelain adanya
pengawasan dari masyarakat dan para pencari keadilaHAP juga mengatur
mengenai pengawasan melalui lembaga praperadilembaga praperadilan
sudah merupakan bagian mekanisme sistem peraddangyang diberikan dan
diatur dalam KUHAP. Dengan kata lain, bahwa addaygbaga praperadilan ini
maka baik pihak korban, tersangka maupun pihakkpyeng berkepentingan
diberi hak oleh undang-undang untuk melakukan pgagan atas jalannya suatu
upaya paksa dalam proses penyidikan dan/atau peaontHal ini merupakan
konkritisasi prinsip praduga tidak bersalah apaesumption of innocenteang
juga dimuat dan mendapat tempat yang istimewaldnd&UHAP.

Menurut Darwan Prints, salah satu asas dalam KUH#&dtah Pengadilan
mengadili menurut hukum dengan menjunjung tinggisgsraduga tak bersalah.
Asas yang juga dikenal sebagai agessumption of innocendai adalah paham
yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dkayatbersalah sebelum
pengadilan memutus bahwa tersangka tersebut mebeasalaH. Selain terhadap
upaya paksa, asggesumption of innocencgiga seharusnya dijunjung tinggi

karena seseorang yang disangkakan melakukan sndék tpidana belum tentu

® Indonesia (a)Op. Cit, Penjelasan Umum angka 3 huruf (c).

" Darwan PrintsTinjauan Umum Tentang Praperadilacet. 1, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 1993), him. 3.
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melakukan suatu tindak pidana yang diatur di dalkamab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) ataupun Undang-Undang lainnyangy mengatur
mengenai ketentuan pidana.

Acara pemeriksaan praperadilan didasarkan pada psasaharian
kebenaran materiil dan keadilan. Walaupun salah setterinya hanya berkisar
sah atau tidaknya penghentian penuntutan karenambehemasuki atau
membahas pokok perkara, keputusan yang diambil bkgkim harus tetap
didasarkan pada kebenaran materiil, keadilan dgekiitas. Oleh karena itu,
dalam pencaharian kebenaran materiil tersebutnteta-ketentuan atau sebagian
ketentuan dari Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUldapat dijadikan patokan,
dalam hal ini ketentuan “dengan sekurang-kurangihua alat bukti yang sah ia
memperoleh keyakinan” (vide Pasal 183 KUHAP) dagiberlakukan dan alat
bukti yang digunakan adalah seperti yang tertelant&UHAP, yaitu®

(1) Alat bukti yang sah adalah:
a. keterangan saksi
b. keterangan ahli
C. surat
d. petunjuk
e. keterangan terdakwa
(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidakupsiduktikan.

Seperti kita ketahui bahwa Undang-Undang No. 48uma®009 tentang
Kekuasaan Kehakim@ncukup banyak memberikan landasan hukum bagi

perlindungan hak asasi manusia, salah satunyahasetmgai berikut’

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituratiaty diadili tanpa alasan
berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruamgenai

8 Indonesia (p Op. Cit.,Pasal 184.

® Indonesia (c)Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakimaid No. 48 Tahun 2009,
LN. No. 157 Tahun 2009, TLN. No. 5076.

91bid., Pasal 9.
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orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak ntehwanti
kerugian dan rehabilitasi.

(2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbusghagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan tkaterperaturan
perundang-undangan

(3) Ketentuan mengenai tata cara ganti kerugiamahiéitasi, dan
pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-gndan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuaadmakiman
merupakan penggantian atas Undang-Undang sebeluyaiyia Undang-Undang
No. 14 Tahun 1970. Sebagai pelaksanaan dari Pasal 9 Undang-Undang4No
Tahun 1970, maka lahirlah lembaga praperadilan yenguat dalam KUHAP
yang berbunyt?

“Pra peradilan adalah wewenang pengadilan negéukumemeriksa dan

memutus menurut cara yang diatur dalam undang-unaartentang:

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau pemaleas
permintaan tersangka atau keluarganya atau pihakatas kuasa
tersangka.

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau periigim
penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukunkettilan

C. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi olefsategka atau
keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yangaperia tidak
diajukan ke pengadilan.”

Menurut Darwan Prin§ dasar dan tujuan pembentukan praperadilan
adalah untuk menempatkan pelaksanaan hukum pagarproyang sebenarnya
demi terlindunginya hak asasi manusia, khususmjamenya hak-hak tersangka
selama proses pemeriksaan. Rumusan tersebut mémpeh bahwa
pembentukan praperadilan sejak awal dicantumkawdatam KUHAP adalah
untuk menjaga terpenuhinya perlindungan terhaddp dsasi tersangka secara

utuh. Praperadilan juga dibentuk sebagai unsur @eiang bagi tersangka

' Indonesia (d), Undang-Undang tentang Pokok-Pokekuésaan Kehakiman, UU No.
14 Tahun 1970, LN. No. 157 Tahun 1970, TLN. No.&07

2 |ndonesia (a)Qp. Cit, Pasal 1 angka 10
13 Darwan PrintsQp. Cit, him 3.
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tindak pidana karena adanya kewenangan penyidig y&@an mengurangi hak-
hak asasi tersangka selama proses upaya paksakaitaterhadap diriny4. Prof.
Wirjono Prodjodikord®> menambahkan bahwa praperadilan ditempatkan dindala
hukum acara pidana adalah guna realisasi terlakgan@minan terhadap hak
asasi manusia.

Praperadilan adalah lembaga baru yang lahir bemami@ngan kelahiran
KUHAP. Praperadilan bukan lembaga peradilan yangdinaatau berdiri sendiri
terlepas dari pengadilan negeri, karena dari pesamasal 1 angka 10 jo. Pasal
77 KUHAP dapat diketahui bahwa praperadilan hamyal@wenang tambahan
yang diberikan kepada pengadilan negeri hanya lkegmhgadilan negeff.
Disamping tugas dan wewenang pokoknya mengadilindanyelesaikan perkara
pidana dan perkara perdata kepada pengadilan nelgéri KUHAP diberikan
wewenang tambahan berupa praperadilan yaitu wewenatuk memeriksa dan
memutus permasalahan/kasus yang terjadi dalam peagg wewenang upaya
paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut rarfu Berdasarkan
pernyataan tersebut maka lembaga praperadilan bigabaga baru yang
memang diciptakan untuk menjalankan fungsinya sec@ndiri melainkan
lembaga yang dibentuk karena penambahan wewenargy diaerikan kepada
pengadilan negeri untuk melakukan pengawasan tephaglewenang yang
dimiliki oleh para aparat penegak hukum baik peikyildaupun penuntut umum
dalam menjalankan tugasnya dan demi tercapainy@&m@man hak asasi manusia
yang dimiliki oleh tersangka atas suatu tindak pala

Maka dengan adanya lembaga praperadilan dapat mi&arbesuatu
jaminan bagi setiap orang yang menjadi korban &elal ataupun kesengajaan
dari sikap tindak penegak hukum. Seandainya pendgdkim menjalankan
kewenangannya dalam melaksanakan penyidikan danarasediba-tiba
menghentikan penyidikannya tanpa suatu alasan jgéasy maka penuntut umum

% bid., him. 75.

!5 Wwirjono Prodjodikoro (a)Hukum Acara Pidana di IndonesigBandung: PT. Bale,
1986), him. 75.

® HMA Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik HukuMalang: UMM Press, 2010),
him 251.

7 1bid., him. 252.
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(jaksa), korban ataupun keluarga si korban atalpasa hukum si korban dapat
mengajukan praperadilan ke pengadilan. Begitu pkdapenuntut umum (jaksa)
menghentikan penuntutannya, maka polisi ataupkoriian ataupun si keluarga
korban ataupun pihak lain yang berkepentingan dajeaigajukan praperadilan ke
pengadilan.

Praperadilan pada awal terbentuknya menjadi tumppara pencari
keadilan. Namun dalam praktik yang sering terjadippradilan belum mampu
menjalankan peranannya dengan optitialujuan mulia dari terbentuknya
lembaga praperadilan itu sendiri seakan tidak dhgt oleh orang awam dan
orang yang tidak mengerti hukum serta penyidik pseringkali tidak
memberitahukan hak-hak yang memang dimiliki oleforaeg tersangka.
Seringkali seorang tersangka menerima saja apapdakpan dari penyidik
terutama dari polisi. Karena ketidaktahuannya smyak tersangka suatu tindak
pidana tidak tahu mengenai hak-haknya, sehinggagseaili seorang tersangka
menjadi pihak yang dapat diperlakukan semena-mkatapenyidik. Oleh karena
itu menurut Hari Sasangka lembaga praperadilamgefitanggapi dengan sinis
sebagai macan kertas, hidup segan mati tak mau, kaisis wibawa. Bahkan
seringkali banyak orang yang berpendapat bahwaaaptdisi, jaksa, dan hakim
sudah ada semacam ikatan yang akan menyatakansseggang telah dijadikan
tersangka dan seorang terdakwa yang diajukan kgaddan sudah pasti bersalah
dan harus dihukurl?. Seringkali di dalam proses penyidikan seorangategka
yang dituduh melakukan tindak pidana dan ia memihak bersalah tetapi
dipaksa mengakui perbuatan yang memang tidak diakwa yang dituduhkan
kepadanya oleh penyidik dengan kekerasan maupuramam kekerasan
terhadapnya sehingga akhirnya orang yang ditudbhgse tersangka mengakui
hal yang justru tidak pernah ia lakukan sebelumkgeena takut disiksa oleh
penyidik. Seperti yang kita ketahui dalam kasusgien dan Karta, dua orang
yang mengalami kesalahan vonis pada tahun 198@tadalah satu contohnya.

Keduanya dinyatakan bersalah oleh hakim dan dikgatéerbukti bersalah oleh

'8 Darwan PrintsQp. Cit, him. 3-4.

9 Hari SasangkaPenyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadidatam Teori
dan Praktekcet.1, (Bandung: Mandar Maju, 2007), him. 212.
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hakim dan dinyatakan terbukti membunuh Sulaeman $iginHaya. Namun
setelah dijatuhkan vonis penjara selama 12 tahun7dgahun penjara, muncul
orang ketiga bernama Gunel yang mengaku sebagdiymerh sebenarnya. Oleh
karena ituHerziening(peninjauan kembali) harus dilakukan untuk memai&rb
nasib kedua korban kesalahan vonis itu. Sembilannt&emudian, kasus serupa
terulang kembali dengan korbannya adalah Afrizahjiiag dan Suwandi.
Keduanya divonis 5 tahun dan 2 tahun penjara dgaditan tingkat pertama
namun kemudian diputus bebas di pengadilan barfiBgri dua contoh diatas
maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya peremgakiukum dan
pemenuhan hak-hak atas tersangka belum sepenulapat dipenuhi serta
penegakan as@&resumption of Innocencgang terdapat di dalam KUHAP tidak
terpenuhi.

Selain hubungannya dengan pemenuhan hak-hak t&esatey terdakwa,
seringkali tidak terdapat batasan atau limitasigyglas terhadap suatu alasan
penghentian penyidikan atau penuntutan antararalagean suatu tindak pidana
dan kurangnya alat bukti yang sah. Alasan-alasatdek memiliki batasan yang
menjadi dasar atau pedoman dalam penegakan hukdmrad#&® penghentian
penyidikan atau penuntutan. Oleh karena biasnyahséringkali tersangka yang
seharusnya ditahan karena melakukan tindak pidapatdoebas dari jeratan
hukum sedangkan tersangka yang justru seharusriyas lsari jeratan hukum
justru dituntut di pengadilan dan diputus bersalildlak adanya limitasi atau
batasan yang jelas ini maka dibutuhkan suatu dassmetapan mengenai
penghentian penyidikan atau penuntutan karena bskatu tindak pidana atau
karena kurangnya alat bukti. Karena hal ini tidétwt di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan pedonsamautialam penegakan
hukum pidana formil di Indonesia maka diperlukangangan dari para penegak
hukum dan studi putusan mengenai limitasi atausbatéersebut.

% Angga Bastian Simamora, “Analisis Putusan Praplraditinjau Dari Pemenuhan
Syarat dan Tata Cara Penangkapan (Studi Kasus: sdfutuPraperadilan Nomor:
05/PID/PRAP/2007/PN.JKT.BAR.)", (Skripsi Universitindonesia, Jakarta, 2005), him. 15.
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1.2.

Pokok Permasalahan
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersefmotisan permasalahan

dalam penelitian ini adalah mengenai batasan/Ishitaengenai penghentian

penyidikan atau penuntutan terhadap alasan kurangist bukti dan bukan

merupakan suatu tindak pidana serta analisis kasagenai hal tersebut. Adapun

pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitidratdsi pada pertanyaan
berikut:

1.3.

1. Apakah batasan atau limitasi yang menjadi persgarat
penghentian penyidikan berdasarkan alasan kuranglaya bukti
atau karena bukan merupakan suatu tindak pidana?

2. Bagaimanakah prosedur dan penerapan yang harbksildita oleh
penyidik polisi dalam menjalani suatu penghentisganypdikan
terhadap suatu tindak pidana karena alasan kuranglay bukti
atau karena bukan merupakan suatu tindak pidana?

3. Apakah yang menjadi pedoman bagi hakim dalam memutu
perkara praperadilan yang menyatakan batasan m&ngen
kurangnya alat bukti dan bukan merupakan suatakipiiana?

Tujuan Penelitian
Penelitian ini dibagi menjadi tujuan umum dan tajkausus, yaitu :

1.3.1. Tujuan Umum
Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalabag telah

dijabarkan, penelitian ini mempunyai tujuan secarmum untuk
mengetahui dasar diajukannya praperadilan terhadgprat sah

penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

1.3.2. Tujuan Khusus
a. Untuk mengetahui serta memahami secara jelas mangen
batasan atau limitasi yang menjadi persyaratan hpsm@mn
penyidikan berdasarkan alasan kurangnya alat latkii

karena bukan merupakan suatu tindak pidana.
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b. Untuk menjelaskan prosedur dan penerapan yang harus
dilakukan oleh penyidik dalam menjalani suatu pemgian
penyidikan terhadap suatu tindak pidana karenaamlas
kurangnya alat bukti atau karena bukan merupakatusu
tindak pidana

C. Untuk mengetahui dasar yang menjadi pedoman bagi
seorang penegak hukum terutama hakim dalam memutus
perkara praperadilan terhadap penghentian penyidikau
penuntutan karena kurangnya alat bukti atau bukan
merupakan suatu tindak pidana.

1.4. Definisi Operasional
Di dalam penulisan penelitian ini terdapat beberdpfnisi operasional

yang harus dijabarkan dan dipahami, yaitu :

1. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Kesatuan [Bigpu
Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tartgang diberi
wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan
penyidikan®*

2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidikndahal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ituikumencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu mehlerang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukanrgksanya’>

3. Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republdohesia yang
diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk medaku
penyelidikar?®

4. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidiktuk

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang did@dgagsi

! Indonesia (a), Pasal 1 angka 1.
2 |bid., Pasal 1 angka 2.
% bid., Pasal 1 angka 4.
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tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknigku@an
penyidikan menurut cara yang diatur dalam undartgnog ini**
Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenarmgusldang-
undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksana
penetapan Hakirft

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuknmmpalkan
perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwexafgm hal
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undangengan
permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hattinsidang
pengadilarf®

Hakim adalah pejabat peradilan 1lnegara yang dikewenang
oleh undang-undang untuk mengatili.

Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untudnenma,
memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasadesnbabas,
jujur, dan tidak memihak di 11negara pengadilaramiahal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Praperadilan adalah wewenang pengadilan negerk unéuneriksa
dan memutus menurut cara yang diatur dalam undadgng ini,
tentang:

a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau pemaha
atas permintaan tersangka atau keluarganya atak [@m
atas kuasa tersangka;

b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau @rigim

penuntutan atas permintaan demi tegaknya 1lidin dan

keadilan;

*Ibid.,
% Ibid.,
*®Ibid.,
“Ibid.,
8 Ibid.,

Pasal 1 angka 5.
Pasal 1 angka 6 (b).
Pasal 1 angka 7.
Pasal 1 angka 8.
Pasal 1 angka 9.
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C. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi olelsatiegka
atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang
perkaranya tidak diajukan ke pengadifan.

10.Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatasaya
keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut aicedpagai
pelaku tindak pidan’

11.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntpéeridsa dan
diadili di 12negara pengadil&h.

12.Hak asasi adalah seperangkat hak yang melekat haddkat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Eshalan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijogjtinggi,
dan dilindungi oleh 12negara, 12hukum, pemerintidn setiap
orang demi kehormatan serta perlindungan harkat rdartabat
manusia’?

13. Alat bukti adalah semua jenis bukti yang secarallégsajikan di
depan persidangan oleh suatu pihak dan melaluin@asaksi,
catatan, dokumen, peragaan, benda-benda konkrit ldan
sebagainya, dengan tujuan untuk menimbulkan kegakipada
hakim®

14. Alat Bukti yang sah ialah terdiri dar*:

a. Keterangan saksi

b. Keterangan ahli

c. Surat

d. Petunjuk

e

. Keterangan terdakwa

#bid., Pasal 1 angka 10.
% bid., Pasal 1 angka 14.
% bid., Pasal 1 angka 15.

%2 Indonesia (e)Undang-Undang Hak Asasi ManusidlJ No. 39 Tahun 1999, LN No.
156 Tahun 1999, TLN. No. 3239, Pasal 1 angka 1.

% EGP, Pengertian Alat Bukti,_ wayanguana.blogspai/2608/12/pengertian-alat-
bukti.html., diakses tanggal 20 Februari 2012 pukul 13.06 WIB

% Indonesia (a), Pasal 184 ayat (1).
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15.Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakwaayzat
dikenakan hukum pidaria.

1.5. Metode Penelitian
Menurut Soerjono Soekanto, suatu penelitian hukwuapat dikatakan

sebagai suatu kegiatan ilmiah apabila memenuhi rbphe ketentuan vyaitu
metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yangujpen untuk mempelajari
satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengamjanganalisany4.

Dalam usaha memenuhi ketentuan penelitian ilmiadkarpenelitian ini
menggunakan metode sebagai berikut. Berdasar latakang dan pokok
permasalahan, maka metode pendekatan yang diguradaiah pendekatan
yuridis-normatif, yaitu penelitian terhadap kesehan data sekunder hukum yang
terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekumidn bahan hukum tersier
(penelitian kepustakaan). Serta ditambah dengaakukbnnya wawancara
terhadap narasumber yang terkait dengan permasalphiag ada di dalam
penelitian ini.

Metode Penelitian mencakup hal-hal sebagai berikut:

1.5.1. Bentuk Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait g@m ini,

berbentuk penelitian hukum normatif yang bertujuamuk meneliti
kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan deunrhpositif yang

ada.

1.5.2. Pendekatan dalam Penelitian
Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan niagaley akan

diteliti tentu saja sangat tergantung dengan caeadgkatan yang

% Wirjono Prodjodikoro (b)Asas-asas Hukum Pidana di Indonestesiko, (Jakarta: PT.
Eresco, 1979), him 50.

% Soerjono Soekantd?engantar Penelitian Hukunrcet. 3, (Jakarta: Ul Press, 2010),
him. 43.
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digunakan. Cara pendekatan yang digunakan dalartu suenelitian
normatif akan memungkinkan seorang peneliti unteknanfaatkan hasil-
hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu laintuk kepentingan
dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengkdrakter ilmu hukum
sebagai ilmu normatif, Oleh karena itu, cara pendekatan yang akan
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekataminong-undangan
(statute approachdan pendekatan kasusmée approach
a. Pendekatan Perundang-undandgatatute Approach
Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan
pendekatan perundang-undangan, karena yang alediti dit
adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokualigeis
tema sentral suatu penelitiZh.Untuk itu peneliti harus
melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunya
sifat-sifat sebagai berikut:

i. Comprehensiveartinya norma-norma hukum yang
ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lai
secara logis.

ii. All-inclusive bahwa kumpulan norma hukum
tersebut cukup mampu menampung permasalahan
hukum yang ada, sehingga tidak akan ada
kekuarangan hukum.

li. Systematidoahwa di samping bertautan antara satu
dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga
tersusun secara hierarRfs.

Menurut Johnny lbrahim, pendekatan perundang-uratang
menjadi pendekatan yang pasti digunakan dalam itianel
hukum normatif. Akan tetapi, pendekatan perundang-
undangan akan lebih akurat bila dibantu oleh stu l@bih

pendekatan lain yang cocok, guna memperkaya

37 Johnny IbrahimTeori dan Metode Penelitian Hukum Normat¥lalang: Bayumedia
Publishing, 2006), him. 300.

38 |pid., him. 302.
%9 |bid., him. 303.
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pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk
menghadapi problem hukum yang dihadapi.

b. Pendekatan Kasu€ése Approach
Berbeda dengan penelitian sosial, pendekatan k@sise
approacl) dalam penelitian normatif bertujuan untuk
mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum
yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama meagen
kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yanat dap
dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkang
menjadi fokus penelitiaff,

1.5.3. Jenis Data dan Macam Bahan Hukum
Berdasarkan cara diperolehnya jenis data dibagjadedua, yaitu

data primer dan data sekundkData primer adalah data yang diperoleh
langsung dari masyarakét.Data sekunder, yakni data yang diperoleh
melalui bahan-bahan kepustakaan dan dokuméHtaglata yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan sknpsiencakup
bahan hukum primer vyaitu peraturan perundang-uratangJntuk
menjelaskan bahan hukum primer tersebut digunakisn [pahan hukum
sekunder berupa buku-buku, skripsi, tesis, darkedrértikel dari surat
kabar dan internet. Sedangkan penunjang diguna&banbhukum tersier

berupa kamus.

401bid., him. 322.

1 Sri Mamudiji,dkk.Metode Penelitian Dan Penulisan Huku@dakarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hi&. 2

42 Sperjono Soekanto & Sri MamudjPenelitan Hukum Normatif (Suatu Tinjauan
Singkat) (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), him 13-14.

43 Sri Mamudii, dkk.Op. Cit, him. 31.
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1.5.4. Alat Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alatqaempulan data

berupa studi dokumen dan wawancara. Studi dokumenggunakan
penelitian kepustakaan, dan wawancara dilakukarhadap dan
narasumber yang memiliki profesi yang ada kaitandgagan proses

peradilan dan praperadilan diantaranya jaksa deimha

1.5.5. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan peneliti dgbe@melitian ini

adalah, analisis data secara kualitatif, yakni asasaha untuk memahami
makna di balik tindakan atau kenyataan atau tenbergoran yang ada di
masyarakat secara nydfadalam hal ini khususnya gejala-gejala yang
terjadi di dalam proses praperadilan dalam praki@knengenai batasan-
batasan atau limitasi terhadap alasan penghentemyigpkan atau

penuntutan karena kurang alat bukti atau karenarbukerupakan suatu

tindak pidana.

1.6. Kegunaan Teoritis dan Praktis
Maksud dari kegunaan teoritis dari suatu peneliy@itu menggambarkan

manfaat penelitian bagi perkembangan iimu tertatdu untuk mendalami bidang
ilmu tertentu dalam penelitan murni atau pendiitidasaf’> Oleh karena
penelitian yang dilakukan peneliti berada dalamatean ilmu hukum, tepatnya
penelitian hukum normatif, dan penelitian ini buledn penelitian murni atau
penelitian dasar maka kegunaan teoritisnya adalarmdnfaat untuk
perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Dimana keguneoritis dalam
proposal ini adalah untuk mengetahui bagaimanasaatbatasan atau limitasi
yang digunakan dalam prakteknya untuk menentukasaal penghentian
penyidikan atau penuntutan karena kurangnya alkti btau bukan merupakan

suatu tindak pidana.

“1bid, him. 67.

> Soerjono Soekantdengantar Penelitian Hukuroet.3, (Jakarta: Ul Press, 2010), him.
22.
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Sementara itu maksud dari kegunaan praktis datuspe@nelitian yaitu
menggambarkan manfaat dari penelitian tersebut rEmyelesaian permasalahan
atau penerapan suatu upaya tertéhtiegunaan praktis dari proposal ini adalah
agar masyarakat dapat mengetahui secara jelasntmgaisebenarnya batasan
yang jelas yang digunakan dalam praktek peradil@lana mengenai alasan
penghentian penyidikan atau penuntutan karena goganalat bukti atau bukan
merupakan suatu tindak pidana. Hal ini juga beamnjuntuk menghormati hak-
hak yang dimiliki oleh seorang tersangka dalam adanj proses penyidikan dan

penyelidikan.

1.7. Sistematika Penulisan
Penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Bab pertabexisi mengenai

pendahuluan. Bab ini akan menjelaskan mengenaibatakang masalah, pokok
permasalahan, tujuan penulisan yang terdiri dguatuumum dan tujuan khusus,
definisi operasional, metode penelitian, kegunaaoritis dan praktis, dan
sistematika penulisan dari skripsi ini.

Bab kedua berisikan tinjauan umum mengenai prapenadan membahas
mengenai pengertian-pengertian umum praperadilada Pab ini, akan dibahas
mengenai sejarah praperadilan, ruang lingkup damewang praperadilan, proses
praperadilan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukgara Pidana Indonesia
serta pemeriksaan praperadilan dalam Hukum Aca@nBidi Indonesia.

Bab ketiga berjudul Limitasi atau batasan yang awinjpersyaratan
penghentian penyidikan dengan alasan kurangnya bt bukan merupakan
suatu tindak pidana. Pada bab ini akan dibahas emengersyaratan penghentian
penyidikan serta prosedur dan penerapan yang thlalaukan oleh penyidik
dalam menjalani suatu penghentian penyidikan.

Bab keempat berjudul analisa kasus. Pada bab an dkuraikan contoh
kasus yang berkaitan dengan penghentian penyidikagan alasan kurang bukti
dan bukan tindak pidana. Selain itu pada bab igajakan diberikan analisis

terhadap contoh kasus tersebut apakah benar panerfapkum mengenai

“® Ibid.
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praperadilan yang diterapkan dalam kasus terselalt sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Bab kelima yang berisikan penutup, penulis akanmbegikan
kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban d&olp permasalahan serta

saran-saran dari penulis terkait penerapan hukuamdambaga praperadilan.
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BAB 2
LIMITASI ATAU BATASAN YANG MENJADI PERSYARATAN
PENGHENTIAN PENYIDIKAN DENGAN ALASAN KURANG BUKTI
ATAU BUKAN TINDAK PIDANA

2.1 Penghentian Penyidikan.

Pada saat penyidik memulai tindakan penyidikampallanya dibebani
kewajiban untuk memberitahukan hal dimulainya peéikgin tersebut kepada
penuntut umum. Akan tetapi masalah kewajiban pemalbeian itu bukan hanya
pada permulaan tindakan penyidikan, melainkan peg#a tindakan penghentian
penyidikan. Untuk itu, setiap penghentian penyidikgang dilakukan pihak
penyidik secara resmi harus menerbitkan suatu SRBeaintah Penghentian
Penyidikan (SP3J’

KUHAP sendiri tidak merumuskan apa yang dimaksudngda
penghentian penyidikan, tetapi hanya memberikanrpesan tentang penyidikan.
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidilardahal dan menurut cara
yang diatur undang-undang ini untuk mencari sereamgumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tentang tindak n@idgang terjadi dan guna
menemukan tersangkan$fa.

Penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 @atUHAP, dimana
dinyatakan bahwa dalam hal penyidik menghentikanyidéan karena tidak
terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut @anbukan merupakan tindak
pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, madayidik memberitahukan
hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau kgdnga. Dengan merangkaikan
pengertian penyidikan dan ketentuan tentang petiginepenyidikan tersebut,
kiranya dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud depgaghentian penyidikan
itu, ialah tindakan penyidik menghentikan penyidilsaiatu peristiwa yang diduga

47 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktis dan
PermasalahannygBandung: P.T. Alumni, 2007), him. 54.

“*8 Indonesia (a)Qp. Cit., Pasal 1 angka 2.
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sebagai tindak pidana karena untuk membuat terenstigva itu dan menentukan
pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukig, latau dari hasil penyidikan
diketahui bahwa peristiwa tersebut bukan merupakiadak pidana, atau
penyidikan dihentikan demi hukuf.

Untuk itu perlu juga dijelaskan mengenai penghenpanyidikan yang
dinyatakan sah, karena penghentian penyidikankerdeelum tentu benar atau
sesuai dengan undang-undang. KUHAP telah menyebufiecara limitatif
alasan-alasan yang dapat dipergunakan penyidik gaebalasar untuk
menghentikan penyidikan, penyebutan secara lirhitaitisangat penting untuk
menghindari kecenderungan negatif dari penyidik amtal hal penghentian
penyidikan. Pembatasan terhadap alasan ini meropaédoman bagi penyidik
agar tidak keliru dalam menghentikan penyidikangyakan berakibat tuntutan
ganti kerugian terhadapnya. Pembatasan alasangaiherguna sebagai rujukan
bagi pihak-pihak yang merasa keberatan oleh pefiginepenyidikan dalam
meminta praperadilan untuk mengujinya.

2.1.1. Persyaratan Penghentian Penyidikan
Ada beberapa alasan untuk dapat menghentikan pkaryid/ang
dinyatakan sah menurut Pasal 109 ayat (2) KUHAR) ymetbunyi>°

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karadakt terdapat
cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukanupakan tindak
pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, makayidik
memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tgksanatau
keluarganya.

Dari Pasal 109 ayat (2) KUHAP ini dapat ditarik ikegulan bahwa
alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar penghgrgigyidikan yaitu:
1. Tidak terdapat cukup bukti;

49 Harun M. HuseinPenyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidaiakarta: PT.
Rineka Cipta, 1991), him. 311.

*% Indonesia (a)Qp. Cit., Pasal 109 ayat (2).
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2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak
pidana;

3. Penghentian penyidikan demi hukum.

Penghentian atas dasar alasan demi hukum padarmpa@ksksuai dengan
alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangakantenjalankan
pidana yang diatur dalam Bab VIl KUHP, antara lain

1) ne bis in idenm{Pasal 76 KUHP)

2) tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP)

3) kadaluarsa (Pasal 78 KUHP)

Selanjutnya penulis akan membahas satu persatuemanglasan-alasan
penghentian penyidikan yang dinyatakan sah sesumjath Pasal 109 ayat
(2) KUHAP dan Pasal 76 sampai Pasal 78 KUHP.

Ad. 1) Tidak terdapat cukup bukti.

Apabila penyidik dalam melakukan penyidikannyanyeta tidak
mendapatkan cukup bukti yang diperlukan untuk mernutersangka di
sidang pengadilan, maka penyidik dapat menghentgp@myidikannya.
Kriteria atau pedoman apakah yang dapat dipakd pknyidik untuk
menilai apakah bukti yang didapat dari penyidikanmgiah cukup bukti
atau belum untuk menuntut dan membuktikan kesaldbesangka di
depan sidang pengadilan. M. Yahya Harahap dalanuriyak menjawab

pertanyaan ini sebagai berikit:

.. untuk memahami pengertian “cukup bukti” sebgikmpenyidik
memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan Fas&UHAP

dan seterusnya, yang berisi penegasan dan perajy&istang alat-
alat bukti yang sah di persidangan pengadilan.

L M. Yahya Harahap (app Cit., him. 344.
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Kepada ketentutan Pasal 184 KUHAP inilah penyidirphak
menentukan apakah alat bukti yang ada ditanganelgh tenar-benar
cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka di npeksidangan. Jadi
kalau alat bukti tidak cukup dan memadai, lebih kbaienyidik
menghentikan penyidikannya. Tetapi apabila nareldikang hari telah
dapat mengumpulkan bukti yang lengkap dan memauaayidik dapat
lagi kembali memulai penyidikan terhadap tersangiag telah pernah
dihentikan penyidikan dan pemeriksaannya.

Menurut M. Yahya Harahap, penyidik berpedoman pRaksal 184
KUHAP untuk membuktikan kesalahan tersangka dirgidpengadilan.
Pasal 184 KUHAP menentukan bahwa alat-alat buktigyaah yaitu
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunpldn keterangan
terdakwa. Penulis berpendapat, penyidik dalam raesliat bukti yang ada
padanya, selain berpedoman pada Pasal 184 KUHA&a joarus
berpedoman pada Pasal 183 KUHAP, dimana hakim dalenjatuhkan
putusan harus berdasarkan sekurang-kurangnya dengaadat bukti yang
sah dan keyakinan hakim yang timbul berdasarkatra#a bukti yang
muncul di sidang pengadilan. Pendapat M. Yahya fligraini juga
didukung dengan pernyataan Harun M. Husein dalakurya yang
berjudul “Penyidikan dan Penuntutan Dalam Prosearfai’>?

Penyidik memeriksa dan menilai apakah bukti yardpmhtnya
sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 184 KUHARKadpalat bukti
yang ada ditangannya termasuk sebagai alat bukty ysah menurut
KUHAP dan apakah jumlah alat bukti yang didapattgtah memenuhi
ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu sekurang-kurangiya alat bukti.
Apabila alat bukti yang diperoleh adalah merupa@kt bukti yang sah
menurut Pasal 184 KUHAP, namun jumlahnya hanyaakansudah dapat
dipastikan bahwa tersangka tersebut akan dinyataigak terbukti
kesalahannya oleh sidang pengadilan. Oleh kararepd#bila ternyata alat

bukti yang didapat tidak memenuhi ketentuan Pa8dl KUHAP atau

®2 |pid., him. 312.
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memenuhi  ketentuan Pasal 183 KUHAP, sebaiknya péayi
menghentikan penyidikannya.

Atas dasar tidak terdapat cukup bukti, penyidikrwemang
menghentikan penyidikannya. Wewenang ini akan meabikap mental
penyidik untuk tidak sembrono mengajukan segald pasyidikan yang
dilakukannya kepada penuntut umum untuk kemudiaerudikan ke
sidang pengadilan, dan juga untuk tidak terjadieyapar-melempar kasus

antara penyidik dengan penuntut umum.

Ad. 2) Peristiwa Yang Disangkakan Bukan Merupakenddk Pidana

Apabila ternyata dari hasil penyidikan menunjukkahwa peristiwa
yang sedang disidik ternyata bukan merupakan tindalana, maka
penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikannierthadap
peristiwa yang sedang ditanganinya. Menurut M. ahwrahap, apabila
ternyata peristiwva yang disangkakan bukan merupakatak pidana
penyidik wajib menghentikan penyidikannya.

Untuk menentukan apakah suatu peristiwva merupakatu gindak
pidana atau bukan tidaklah mudah. Kesulitan inutsana seringkali
ditemukan dalam peristiwa-peristiva yang dekat Imglamnya dengan
ruang lingkup hukum perdata, misalnya antara pgasjarnutang-piutang
dengan penipuan atau penggelapan. Sebagai cordgnbligpkemukakan
putusan Mahkamah Agung Nomor 645 K/Sip/1982 tand@alAgustus
1983. Dimana dari hasil pemeriksaan penyidik, p#ikyberkesimpulan
bahwa tersangka mengadakan persetujuan dengan (kKakisan), saksi
menyediakan modal dan tersangka sebagai pelakssaggemdalian modal
usaha yang diberikan saksi. Pada pengadilan neggsangka dinyatakan
bersalah atas dakwaan tersebut yang kemudian dggtedeh putusan
pengadilan tinggi. Namun ditingkat kasasi, putusarsebut dibatalkan
oleh Mahkamah Agung dengan alasan bahwa hubungenmmhantara

tersangka dan saksi adalah usaha yang termasuk dalkum perdata.

3 M.Yahya Harahap (b)Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang
Undang Hukum Acara Pidané&Jakarta: Pustaka Kartini, 1985), him, 154.
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Dalam mencari jawaban apakah suatu peristiwa tednaskum
pidana atau perdata, kita harus mengetahui ledih ldueria dari hukum
pidana dan hukum perdata atau apa yang dimakswghddmukum pidana
atau hukum perdata? Untuk ini penulis mencari peatdgara sarjana
Indonesia maupun asing. Moeljatno memberikan rumig&um pidana
adalah®

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukaing yerlaku
di suatu negara dan hukum pidana ini digolongkalandahukum
publik, yaitu hubungan negara dan perseorangan mte@ngatur
kepentingan umum. Perbuatan pidana ini bertentadgagan tata
atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, merakalah
perbuatan melawan yang pelakunya pantas dikenak&ontan.
Tegasnya mereka merugikan masyarakat, dalam arrbangan
atau menghambat terlaksananya tata dalam pergandeyarakat
yang baik, dapat pula dikatakan bahwa perbuataanpianerugikan
masyarakat.

Jadi menurut Muljatno, tindak pidana adalah pe#ouayang
bertentangan dengan atau ketertiban dalam masyarakérjono
Prodjodikoro merumuskan tindak pidana sebagai spatbuatan yang
pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan yelak dapat
dikatakan merupakan sebagai subjek tindak pidan& Soesilo

merumuskan tindak pidana adalah:

“Tindak pidana, juga disebut delik atau perbuatangy boleh
dihukum atau peristiwa pidana itu adalah suatu ysem yang
melanggar atau bertentangan dengan undang-undaggitakukan
dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertaggguabkan”

** Moeljatno,Asas-asas Hukum Pidan@akarta: Bina Aksara, 1984), him. 2-3.
%5 Wirjono Prodjodikoro (a)Qp. Cit, him. 45.
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Van Apeldorn melihat peristiwa pidana sebagai sysglanggaran
tata tertib hukum umum dan bukan merupakan suatanggaran
kepentingan khusus dari kepentingan indivitlu.Pompe merumuskan
tindak pidana sebagai suatu pelanggaran kaedaan@mgran ketertiban
umum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahag t@hadapnya
pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakanmtikeate hukum dan
menjamin kesejahteraan umdmDari pendapat sarjana-sarjana tersebut

diatas dapat penulis tarik kriteria untuk suatugpeva pidana, yaitu:

1. Perbuatan tersebut dilarang oleh aturan hukum;
2 Perbuatan tersebut melawan hukum

3. Perbuatan tersebut merugikan masyarakat;

4 Pelakunya diancam dengan pidana.

Suatu perbuatan adalah merupakan perbuatan memmukim
perdata atau masuk lingkungan hukum perdata apg@iauatan itu
menyangkut kepentingan perseorangan atau hanyaatuerngpentingan
perseorangan saja. Kepentingan-kepentingan perseorangan dalam
perbandingan yang tepat antara kepentingan yaogleagan kepentingan
pihak lain dalam perbuatan tersebut hanya mendaibungan antara
seseorang dengan orang lain atau hanya mengenagntkegan
perseorangan saja.Kriteria di atas meskipun tidak mutlak, karena ada
suatu perbuatan yang mengandung unsur hukum penataun dapat
dijadikan pedoman bagi penyidik untuk menilai daenentukan apakah
peristiwva yang sedang disidiknya merupakan tindaarmma atau bukan,
sehingga dapat menentukan apakah perkara terdednutdénentikan atau

diteruskan.

%6 Utrecht,Hukum Pidana,!(Bandung: Penerbit Universitas, 1989), him. 59.

" R. Soesilo,Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Dedilk Khusus
(Bogor: Politea, 1979), him. 26.

*8 Moeljatno,Op. Cit,.hal 2.

* H. F. A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdataliterjemahkan oleh. I.S.
Adiwamarta, (Jakarta: Rajawali, 1983), him. 2.
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Selain itu, berdasarkan hasil wawancara penuligyalerseorang
penyidik di Polda Metro Jaya yaitu Bapak Bambang#selaku Penyidik
Utama Wasdik Krimsus, dalam menentukan suatu perkgang
merupakan tindak pidana dan bukan merupakan tipdidna didasarkan
dari unsur Pasal apa yang dikenakan kepadanya. alpglerbuatan
tersangka memenuhi unsur Pasal yang disangkakad&epa atau tidak.
Selain itu, apabila penyidik merasa kurang yakilamamenentukan suatu
peristiwva hukum sebagai tindak pidana maupun bullapat didukung
dengan keterangan ahli. Keterangan ahli dapat mune keyakinan
penyidik dalam rangka meneruskan proses penyidikatau

menghentikannya.

Ad. 3) Penyidikan dihentikan demi hukum.

Penghentian penyidikan demi hukum, adalah samaaseatasan-
alasan penghentian penuntutan demi hukum (perktaraig demi hukum)
sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Alasaaalgpenghentian
penyidikan demi hukum, didasarkan kepada pertimbandahwa
meskipun tindak pidana itu diteruskan penyidikanngdapi atas hasil
penyidikan itu tidak dapat dilakukan penyidikantape atas hasil
penyidikan itu tidak dapat dilakukan penuntutanreka kewenangan
penuntut umum untuk melakukan penuntutan telah mudau tidak

memenuhi syarat penuntutan. Alasan penghentianigikay demi hukum

adalah:
1. Adanya pencabutan pengaduan, dalam hal tindak @idan
yang disidik itu adalah tindak pidana aduan (Pa&al
KUHP);
2. Ne bis in idem sebagaimana dimaksud Pasal 76 KUHP.

Ketentuan Pasal 76 KUHP ini, sudah merupakan asag y
berlaku secara umum di bidang hukum pidana, yang
maksudnya untuk memberikan adanya jaminan kepastian

hukum. Asas tersebut pada pokoknya menyatakandahw
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orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran bpetan
yang sama yang baginya telah diputus oleh h&kifiujuan

asasne bis in idenmenurut R. Soesilo adalaft:

a. Jangan  sampai  pemerintah  berulang-ulang
membicarakan tentang peristiwa yang sama itu juga,
sehingga dalam suatu peristiwa ada beberapa
putusan yang rupa-rupa yang akan mengurangkan
kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya;

b. Sekali orang sebagai terdakwa harus diberi
ketenangan hati, janganlah orang dibiarkan terus
menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya
penuntutan kembali dalam peristiva yang sekali
telah diputus

Terhadap asase bis in idemtu, Simmons, sebagai mana
dikutip oleh  PAF. Lamintang dan Djisman Samosir
menyatakarf?

Yang dimaksud dengan putusan hakim dalam Pasal
ini adalah setiap keputusan yang diberikan terhadap
suatu perbuatan, dengan tidak ada perbedaan apakah
putusan itu berupa pembebasan, pelepasan dari
tuntutan hukum ataupun berupa penghukuman.
Apabila ia telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap, maka mengenai perbuatan yang sama dan
terhadap orang yang sama lain kali sudah tidaktdapa
lagi dilakukan penuntutan. Penuntutan untuk kedua
kalinya itu tidak tertutup kemungkinannya, jika
putusan-putusan hakim itu adalah berupa ‘pernyataan
tidak berwenang’dnbevoegdverklaring ‘pernyataan
batalnya surat tuduhan’ nigtigverklaring der
dagvaarding ataupun ‘pernyataan tidak dapat

® Harun M. HuseinQp.Cit.,him. 314.
®1R. SoesiloKitab Undang-Undang Hukum PidangBogor: Politea, 1991), him. 90.

2 pPAF. Lamintang dan C. Djisman Samosiukum Pidana IndonesigBandung: Sinar
Baru, 1985), him. 74.
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diterima fiet onvankelyk verklaring demikian
arrest-arest Hoge Raad 12 Desember 1904, W. 8155,
4 April 1910; W. 9014 dan 7 Maret 1932, N.J. 1932,
halaman 1242, W. 12500, juga van Hamel halaman
577 dan Pompe halaman 352.

3. Karena tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP).

Hak untuk melakukan tuntutan pidana hapus karena
meninggalnya tersangka. Sehubungan dengan hal ini,
terdapat beberapa putusan Mahkamah Agung sebagai
berikut

- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 18 K/Kr/1975
tanggal 30 September 1975, yang menyatakan
bahwa karena ternyata tertuduh/penuntut kasasi tela
meninggal dunia, bahwa pengadilan tinggi tidak
mempertimbangkan bahwa yang bersangkutan telah
meninggal dunia, oleh Mahkamah Agung
diputuskan menyatakan gugur hak tuntutan hukum
terhadap perbuatan-perbuatan yang dituduhkan
kepada penuntut kasasi.

- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 29 K/Kr/1974
tanggal 19 Nopember 1974 yang menyatakan bahwa
karena hak untuk menuntut hukuman gugur,
permohonan kasasi yang diajukan oleh jaksa yang
tertuduhnya meninggal dunia, harus dinyatakan
tidak dapat diterima.

4. Karena kadaluarsa sebagaimana dimaksud Pasal 7®KUH
Tenggang waktu kedaluarsa yang diatur dalam Paal 7
KUHP adalah sebagai berikut:

- Sesudah lewat satu tahun bagi segala pelanggaran
dan kejahatan yang dilakukan dengan
mempergunakan percetakan.

- Sesudah lewat enam tahun, bagi kejahatan yang
terancam hukuman denda, kurungan atau penjara

yang tidak lebih dari tiga tahun;
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- Sesudah lewat 12 tahun, bagi segala kejahatan yang
terancam hukuman penjara sementara yang lebih
dari tiga tahun;

- Sesudah lewat 18 tahun, bagi semua kejahatan yang
terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup;

- Bagi orang yang ada pada waktu melakukan
perbuatan itu umurnya belum cukup 18 tahun, maka
tempo gugurnya waktu tersebut di atas dikurangi

sehingga jadi sepertiganya.

2.1.2. Prosedur dan Penerapan Yang Harus Dilakukan Oleh
Penyidik Dalam Menjalani Suatu Penghentian Penyidikan

Mengenai tata cara penghentian penyidikan dalaral &9 ayat
(2) dan (3) KUHAP hanya ditentukan: Penyidik mentla@ukan tentang
hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau kgdnmga. Dalam hal
penyidikan dihentikan oleh penyidik PNS sebagaimdinaaksud Pasal 6
ayat (1) huruf b KUHAP, pemberitahuan mengenai hal segera
disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Mengenai tata cara penghentian penyidikan ini, dalambahan
Pedoman Pelaksanaan KUHAP pada angka 4 diberikiamjpk sebagai
berikut: Dalam hal penyidik menghentikan penyidikamaka penyidik
harus melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) ARJHyaitu
memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka kehuarganya.
Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghamidenuntutan,
harus melaksanakan ketentuan Pasal 140 ayat (@) tldUHAP, yaitu
turunan surat penetapannya wajib disampaikan kepadangka atau
keluarganya atau penasihat hukum.

Dalam Rakergab Makehjapol | Tahun 1984 dikemukabanwa
belum terdapat keseragaman pendapat mengenai kefsngy atau
lampiran surat pemberitahuan dimulainya penyidikiam penghentian
penyidikan oleh penyidik. Pemecahannya adalah sebagpiran untuk

surat pemberitahuan penghentian penyidikan ialaume/lapju, surat
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ketetapan penghentian penyidikan. Berdasarkan rurdiatas, dapat
ditentukan bahwa tata cara penghentian penuntetaeltut adalah sebagai
berikut:
a. Penghentian penyidikan dilakukan secara tertuéitgrd bentuk
Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan yang dilampi
dengan resume/lapju;
b. Pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikgadee

penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Bila kita bandingkan antara tata cara penghentenyigikan dan
tata cara penghentian penuntutan, sebagaimana dialam Pasal 109
ayat (2) dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP, maka pemgatuata cara
penghentian penuntutan, lebih rinci pengaturandatanya. Pasal tersebut

berbunyi %

1. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk
menghentikan penuntutan karena tidak terdapat chkip
atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakadalki
pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntusimm
menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan;

2. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepedangka
dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan;
3. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan keapad

tersangka atau keluarga tersangka atau penasitkamhu
pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim;

4, Apabila kemudian ternyata ada alasan baru penuntum
dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Selain itu, pedoman yang digunakan oleh penyiddt ga dalam
menjalani proses penghentian penyidikan terdapatatihm Peraturan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomar Tahun 2009
Tentang Pengawasan Dan Pengendalian PenanganaraPBiklana Di
Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Bdb Tentang

% Indonesia (a)Qp. Cit., Pasal 140 ayat (2)
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Penyelesaian Perkara. Pelaksanaan penghentiamliganyoleh penyidik,
dilakukan dalam bentuk Penerbitan Surat PembeatahBenghentian
Penyidikan (SP3) oleh pejabat yang berwenang, patabuBerita Acara
Penghentian Penyidikan yang dibuat oleh penyidik deésahkan oleh
Pengawas Penyidik, serta pengiriman surat pemhadta penghentian
penyidikan perkara oleh penyidik kepada tersangha#dganya dan
JPU®* Penerbitan Surat Pemberitahuan Penghentian Peayidis sendiri
harus ditandatangani oleh penyidik polisi dengamggat serendah-
rendahnya Direktur Reserse/Kadensus pada BaresRoiri, Direktur
Reserse/Kadensus di tingkat Polda, Kepala Kesatewilayahan
setingkat Polwil, atau Kepala Kesatuan Resor sktingolres” Berita
Acara Penghentian Penyidikan sebagaimana dimakalasmdPasal 118
huruf b harus dibuat oleh penyidik paling lambat{dia) hari setelah
diterbitkannya SP3°

Penghentian Penyidikan hanya dapat dilaksanakarelaket
dilakukan tindakan penyidikan secara maksimal dasilinya ternyata
penyidikan tidak dapat dilanjutkan. Keputusan pemgian penyidikan ini
hanya dapat dilaksanakan setelah melalui 2 (duspen gelar perkara
luar biasa. Gelar perkara untuk penghentian pekasdidipimpin oleh
pejabat yang berwenang serendah-rendahnya KaraesApsda Bareskrim
Polri, Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Pokapala Satuan/Bagian
Reserse di tingkat Polwil, atau Kepala Satuan Resei tingkat Polre¥’
Gelar perkara luar biasa tahap pertama untuk pemighepenyidikan
dihadiri sekurangkurangnya oleh Penyidik dan PemagavPenyidik,
pejabat atasan Perwira Pengawas Penyidik atau gheyamg membuat
Surat Perintah Penyidikan, ltwas Polri, Binkum Rdhropam Polri, saksi
Ahli, dapat menghadirkan pihak pelapor dan dapatghadirkan pihak

% Kepolisian Negara Republik Indonesieraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Rmmam Perkara Pidana Di Lingkungan
Kepolisian Negara Republik Indonesieraturan Kepala Kepolisian Negara Republik ledan
No. 12 Tahun 2009, BN. No. 429 Tahun 2009, Pas@l 11

% |bid., Pasal 119.
% bid., Pasal 120.
%7 Ibid., Pasal 121.
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terlapor. Sedangkan untuk gelar perkara luar btabap kedua untuk
penghentian penyidikan dihadiri sekurang-kurangolegh Penyidik dan
Pengawas Penyidik, pejabat atasan Perwira Peng&eagidik atau
pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikamgslt®Rolri, Binkum
Polri, Propam Polri, pihak pelapor beserta penasiukumnya, pihak
terlapor beserta penasihat hukumnya dan pejabat BRAJ sangat
diperlukan®® Pelaksanaan gelar perkara luar biasa untuk petighen
penyidikan perkara meliputi:

a. Pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar;

b. Paparan Tim Penyidik tentang pokok perkara, pefesa

penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaledan;
c. Paparan penyidik tentang alasan penghentian péayidi
d. Tanggapan dan diskusi para peserta gelar perkana; d

e. Kesimpulan hasil gelar perkara.

Sementara itu tahap kelanjutan hasil gelar penkesiguti: ®°

a. Pembuatan laporan hasil gelar perkara;

b. Penyampaian laporan kepada pejabat yang berwerengamul

melampirkan hasil notulen;

Arahan dan disposisi pejabat yang berwenang;

Pelaksanaan hasil gelar oleh Tim Penyidik; dan

e. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksarsabgetar
oleh Perwira Pengawas Penyidik.

oo

Hasil gelar perkara penghentian penyidikan dilaporkkepada
pejabat atasan pimpinan gelar perkara untuk metikapaarahan dan
keputusan tindak lanjut hasil gelar perkara. Dalaah pejabat atasan

pimpinan gelar perkara menyetujui untuk dilaksanakaenghentian

%8 |bid., Pasal 122.
% |bid., Pasal 123.
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penyidikan penyidik wajib segera melaksanakan pentgn penyidikan.

Sedangkan dalam hal pejabat atasan pimpinan gedgkana tidak

menyetujui hasil putusan gelar perkara maka atgssryidik membuat

sanggahan tertulis terhadap hasil gelar diserasaal yang cukup yang
diajukan kepada pimpinan kesatuan atas. Pengawg#dikekesatuan atas
melakukan supervisi terhadap sanggahan hasil Gelar.

2.2. Pembuktian Dalam Proses Praperadilan Berdasadn Hukum Acara
Pidana

2.2.1. Macam-Macam Alat Bukti dalam Proses Pembukian Tindak
Pidana

Dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakaun $ahtyang
penting kedudukannya. Hal ini dikarenakan pembuaktreerupakan suatu
proses dan cara dalam menentukan seorang tersaatgkaterdakwa
bersalah atau tidak dalam melakukan suatu perbugag merupakan
tindak pidana yang disangkakan atau didakwakandapa. Pengertian
dari pembuktian itu sendiri adalah cara-cara yahgraarkan oleh undang-
undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwk&pada terdakwa.
Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengiizalat bukti yang
dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakakimhauntuk
membuktikan kesalahan yang didakwakaSedangkan membuktikan itu
sendiri mengandung pengertian memberikdasar-dasar yang cukup
kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkguna
memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwag ydiajukan’?

Pembuktian adalah kegiatan dimana membuktikan tbenamperlihatkan

0 |pid., Pasal 124.

M. Yahya Harahap (c)Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:
Pemeriksaan Sidangengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kemleali 2, cet.3, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2002), him. 273.

2 Bambang WaluyoSistem Pembuktian dalam Peradilan Indonegi#akarta: Sinar
Grafika, 1992), him. 2.
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bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai erl@ghn,
melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakika

Dari penjelasan di atas dapat dinyatakan pembukiidéam hukum
acara pidana adalah ketentuan yang mengatur sggemgadilan tentang
ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti sesragan undang-undang.
Jadi dalam menilai danmempergunakan alat bukti tidak boleh

bertentangan dengan tata cara yang diatur datatang-undand’

Dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada sesepkecuali
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat buktg y&ah ia
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana rimsvear
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah metaiya”

Ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut adalah untukjamen
tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukugh seseorand’
Dalam proses pembuktian di dalam hukum acara pidanasendiri
terdapat 5 macam alat bukti yang sah, yaitu keggmarsaksi, keterangan

ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwiay y&

Keterangan Saksi
Keterangan Ahli

Alat Bukti Surat

Alat Bukti Petunjuk
Keterangan Terdakwa

akrwbdpE

& Wordpress, “Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana”,

lawmetha.wordpress.com/2011/06/03/pembuktian-ddlakum-acara-pidana/ diakses pada
tanggal 16 Mei 2012.

M. Yahya Harahap (cp.Cit, him.274
> Indonesia (a)Qp. Cit, Pasal 184.

® Djoko PrakosoAlat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam ProB&tana ed.1,
cet.1, (Yogyakarta: Liberty, 1998), him.36.

" Indonesia (a)Qp. Cit, Pasal 184.
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Ad. 1) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dalam adalah suatu alat buktindglarkara
pidana yang berupa keterangan dari saksi mengeati peristiwa pidana
yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan iamalasendiri dengan
menyebut alasan dari pengetahuanfiydenurut ketentuan Pasal 185 ayat
(1) KUHAP, memberi batasan pengertian keterangaksisaalam
kapasitasnya sebagai alat bukti, adalah “Keterarggksi sebagai alat
bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pditega”

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupalanbukti
yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh alieat, tidak ada suatu
perkara pidana yang luput dari pembuktian ketenarajat bukti saksi.
Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalukuEn adanya
pemeriksaan  keterangan saksi.  Sekurang-kurangnyaamging
pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetalalu diperlukan
pembuktian dengan alat bukti keterangan saksigar keterangan atau
kesaksian dari seorang saksi memperoleh kekuatambyktian maka
perlu diperhatikan mengenai ketentuan-ketentuaigy yemus dimiliki dan
dipenuhi oleh seorang saksi. Hal ini bertujuan dgderangan dari saksi
yang mempunyai kekuatan pembuktian dianggap telah sntuk
digunakan sebagai suatu alat bukti dalam persigdangang dapat
menentukan benar atau salahnya seorang terdakwa.

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktiaauatthe degree
of evidencé keterangan saksi, agar keterangan saksi atauk$iasa
mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perherdiatikan beberapa
pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorakgi.sArtinya, agar
keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagabukti yang
memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenwdturan ketentuan
sebagai berikut. Menurut ketentuan Pasal 160 &)aK(JHAP, sebelum
saksi memberi keterangan: “wajib mengucapkan” sumptau janji.

Adapun sumpah atau janji dilakukan menurut caramagga masing-

8 Indonesia (a)Qp. Cit, Pasal 1 angka 27.
¥ M.Yahya Harahap (bp. Cit, him. 808.
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masing. Lafal sumpah atau janji berisi bahwa salksin memberikan
keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada laimpadar yang
sebenarnya.

Pada dasarnya sumpah atau janji wajib diucapkaalisabsaksi
memberi keterangan. Akan tetapi, Pasal 160 ayat KYHAP
menyebutkan adanya kemungkinan untuk mengucapkapauatau jan;ji
setelah saksi memberikan keterangan. Dengan demisat pengucapan
sumpah atau janji pada prinsipnya wajib diucapka&bekim saksi
memberi keterangan, tapi dalam hal yang dianggdp p&h pengadilan,
sumpah atau janji dapat diucapkan sesudah saksibererketerangan.
Apabila saksi atau ahli tanpa alasan yang sah raknoituk bersumpah
atau berjanji maka pemeriksaan terhadapnya tetaguitan, sedang ia
dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapemakén sandera di
tempat rumah tahanan negara paling lama empat bakasDalam hal
tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lamaausaksi atau ahli
tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan jankarkaterangan yang
telah diberikan merupakan keterangan yang dapaguagkan keyakinan
hakim°

Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk buktikan
bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yangkvaadian
kepadany&® Keterangan seorang saksi ini disebut sebagais testis
nullus testisatau lebih sering diartikan dengan satu saksi fiakasaksi.
Hal ini dikarenakan keterangan seorang saksi &ajal bernilai sebagai
satu alat bukti saja yang belum tentu diketahuiek@lbannya. Keterangan
seorang saksi dianggap belum cukup untuk membuktikesalahan
terdakwa karena jika tidak ada hal lain yang mendgk keterangan
seorang saksi tersebut maka mungkin saja saksebtgrsberbohong
walaupun telah disumpah sekalipun. Akan tetaperegigan seorang saksi

dapat diakui apabila dapat didukung dan diserth suatu alat bukti yang

8 Indonesia (a)Qp. Cit, Pasal 161.
#bid., Pasal 185 ayat (2).

Universitas Indonesia

Limitasi penghentian..., Herbet Pardamean Tambunan, FH Ul, 2012.



37

sah lainnyd? Menurut Bapak Bambang Iraw¥nketerangan saksi itu
sendiri harus dilihat kesesuaiannya. Beliau meregakembali Pasal 165
ayat (6) KUHAP mengenai persesuaian antara ketarargpksi satu
dengan yang lain dan persesuaian antara keterasswjesi dengan alat
bukti lain. Hal ini bertujuan agar hakim dapat metadhui bagaimana
proses terjadinya suatu perkara pidana dan bagainmakim dapat
memperoleh petunjuk dan untuk memperkuat keyakinakim dalam
membuat putusan nantinya. Apabila keterangan bpaesaksi berdiri
sendiri-sendiri atau tidak saling berkaitan makalaine persesuaian
keterangan saksi-saksi tersebut hakim dapat meiepersuatu titik

pertemuan dan benang merah dari semua keterankgryaag ada.

Ad. 2) Keterangan Ahli.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikah skeorang
yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang wip@n untuk
membuat terang suatu perkara pidana guna kepentipgmeriksaaft
Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyataka sidang
pengadilarf> Dasar-dasar hukum tentang peranan keterangattpaltr)
itu bagi kelengkapan alat bukti dalam berkas perkaro Yustisia dan
pemeriksaan di sidang pengadilan, amat membanmmdalsaha untuk
menambah keyakinan hakim dalam hal mengambil kepaff
Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan paddaunaémeriksaan oleh
penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalamtuk “laporan”
dan dibuat “dengan mengingat sumpah di waktu iaemer jabatan atau
pekerjaan”, jika hal itu tidak diberikan pada wakpemeriksaan oleh

penyidik atau penuntut umum, maka pada waktu péwean oleh

8 bid., Pasal 185 ayat (3).

8 salah seorang hakim di Pengadilan Negeri JakaisatPKeterangan diberikan melalui
wawancara pada tanggal 20 Maret 2012 bertempaitadigan beliau di Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat.

8 Indonesia (a)Qp. Cit, Pasal 1 angka 28.
% |bid., Pasal 186.

8 R. Soeparmono (bKeterangan Ahli dan Visum Et Repertum Dalam Aspakurh
Acara Pidana (Bandung: Mandar Maju, 2002), him. 1.
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penyidik atau penuntut umum, maka pada waktu pésesin di sidang
pengadilan diminta untuk memberikan keterangandi@atat dalam berita
acara pemeriksaan (sidang). Keterangan tersebwrikhin setelah ia
(orang ahli mengucapkan sumpah atau janji dihadapkim?®’

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul tiok
Acara Pidana di Indonesia, KUHAP tidak menjawaligrgraan mengenai
apa yang disebut ahli dan keterangan ahli sertbdahpleterangan ahli
dapat dijadikan sebagai alat bukti. Menurut pentdapadi Hamzah
KUHAP tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksighgan
keterangan ahli sehingga merupakan suatu kesemjapgk®® Dalam
Pasal 343 Ned. SV. misalnya diberikan definisi ygoag dimaksud dengan
keterangan ahli sebagai berikut: “Pendapat seaahhgang berhubungan
dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajaringatahg sesuatu apa
yang dimintai pertimbangannya”. Jadi, dari keteeangersebut diketahui
bahwa yang dimaksud dengan keahlian ialah ilmu @@hgan yang telah
dipelajari (dimiliki) seseoran®, R. Soeparmono membagi 3 macam ahli
yang biasanya terlibat dalam suatu proses peradi&tu ahli, saksi ahli,
danzaakkundige™

1. Ahli (deskundigpe
Orang ini hanya mengemukakan pendapatnya tentaaty s
persoalan yang ditanyakan kepadanya, tanpa melaksikatu
pemeriksaan. Contoh ahli demikian, adalah doktesigfis ilmu
Kebidanan dan Penyakit Kandungan, yang diminta geaithya
tentang suatu obat (yang dipersoalkan dapat merhkaun
abortus atau tidaknyd}.

8" HMA Kuffal, Op. Cit, him. 18.

8 Andi HamzahQp. Cit, him. 268.

8 |bid.

' R. Soeparmono (bPp. Cit, him. 65-66.

1 Handoko Tjondroputrantd®eranan dan Dukungan Iimu Kedokteran Forensik dalam
Penuntutan(t.k: t.p, t.t.), him. 7.
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2. Saksi Ahli getuige deskundige
Orang ini menyaksikan barang bukti atau “saksi djam
melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya,
misalnya seorang dokter yang melakukan pemerikseayat.
Jadi, ia menjadi saksi, karena menyaksikan baramg an
kemudian menjadi ahli, karena mengemukakan penciggat

tentang sebab kematian orang’ftu.

3. Zaakkundige
Orang ini menerangkan tentang sesuatu persoalam yan
sebenarnya dapat dipelajari sendiri oleh hakimgpieakan
memakan banyak waktu, misalnya seorang pegawaal@)
Bea dan Cukai diminta menerangkan prosedur pengelua
barang dari pelabuhan atau seorang karyawan banintdi
menerangkan prosedur untuk mendapatkan suatu kdedit
bank. Tanpa orang ini mengemukakan pendapatnyamhak
sendiri sudah dapat menentukan, apakah telah itesjedu
tindak pidana atau tidak, karena hakim dapat demgadah
mencocokkan, apakah dalam kasus yang diperiks&eiah
terjadi penyimpangan dari prosedur yang sebenaatyga
tidak >

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidaknmenyai nilai
kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukang&h demikian
nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama ylaaldengan nilai
kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukeiregan sakst Hal
ini dikarenakan keterangan seorang ahli belum telapat diterima oleh

hakim sepenuhnya dalam menentukan seorang terdakwsalah atau

%2 1bid., him. 8.
% 1bid., him. 19.
% M. Yahya Harahap (bPp. Cit, him. 304.
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tidak. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktisany melekat pada
keterangan ahli:

1. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atauij
bewijskracht”
Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan menentukan. Tersedh p
penilaian hakim. Hakim bebas menilainya dan tidaikat
kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuki mes
menerima kebenaran keterangan ahli yang dimakskain A
tetapi, seperti apa yang telah pernah diutarakafjnmh
dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam
penilaian pembuktian harus benar-benar bertanggung
jawab, atas landasan moral demi terwujudnya kebenar
sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastianrhuku

2. Disamping itu, sesuai dengan prinsip minimum pentibak
yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, keteranganyaimg
berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah a&tibukti
lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan
kesalahan terdakwa. Apalagi jika Pasal 183 KUHAP
dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2)A®)JH
yang menegaskan, seorang saksi saja tidak cukuwgk unt
membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini pumlake
untuk alat bukti keterangan ahli. Bahwa keterarggorang
ahli saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan
terdakwa. Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian
yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, keterangantatdk
dapat berdiri sendiri harus didukung dengan peesasu
dengan alat bukti yang lain, begitupun jika dikaitkdengan
Pasal 185 ayat (2) KUHAP seorang saksi tidak cukutpk
membuktikan kesalahan terdakwa, maka demikian halny
dengan keterangan ahli harus disertai dengan aikti b
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yang lain® Oleh karena itu, agar keterangan ahli dapat
dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus

disertai alat bukti lairt®

Ad. 3) Alat Bukti Surat.

Yang dimaksud dengan surat sebaimana dimaksud dzdaal 184
ayat (1) huruf ¢ KUHAP, dibuat atas sumpah jabassaw diperkuat
dengan sumpah adalah:

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yhibgat

oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat d
hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejaidian
keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya
sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dars tesydang
keterangannya itu;

b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan pang:
undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mahgah
yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tenggg
jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktianatas
hal atau sesuatu keadaan;

C. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuatapand
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal edaats
keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada husoumga

dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dalam Pasal 187 KUHAP ini tidak diatur mengenai umden alat
bukti surat dalam hukum acara perdata dengan alkti surat dalam
hukum acara pidana. Di dalam HIR dan Ned. Sv. titean bahwa

% Damang, “Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli”,

http://www.negarahukum.com/hukum/kekuatan-pembukiieterangan-ahli.html diakses pada
tanggal 9 Juni 2012.

% M. Yahya Harahap (bPp. Cit, him. 304-305.
" Indonesia (a)Qp. Cit, Pasal 187.
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ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari surat-sumum dan surat-
surat khusus yang berlaku di dalam hukum acaraapgenmshaka berlaku
pula dalam hukum acara pidana. Akan tetapi di dafdsAP sendiri
tidak diatur mengenai hal terselStiDalam pembuktian yang diatur dalam
hukum acara perdata, surat autentik atau surat segarti seperti bentuk-
bentuk surat resmi yang disebut dalam Pasal 18uf laudan b KUHAP,
dinilai sebagai alat bukti yang “sempurna”, dan rmanyai nilai
pembuktian yang “mengikat” bagi hakim, sepanjand ha tidak
dilumpuhkan dengan “bukti lawan” ataagen bewisjOleh karena alat
bukti surat resmi atau autentik merupakan alatibystg sempurna dan
mengikat Yolledig en beslissende bewijskrachtakim tidak bebas lagi
untuk menilainya, dan terikat pada pembuktian sueasebut dan
mengambil putusan perkara perdata yang bersangkutan

Menurut Andi Hamzah, kerena KUHAP juga tidak mengdial
tersebut, maka sesuai dengan jiwa KUHAP, kepadarttalk diserahkan
pertimbangan tersebut. Dalam hal ini hanya akterdikt yang dapat
dipertimbangkan, sedangkan surat dibawah tangaertse@lam hukum
perdata tidak dipakai lagi dalam hukum acara pid&h&ntuk menilai
kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukatsdapat ditinjau
dari segi teori serta menghubugkannya dengan bedbernarinsip
pembuktian yang diatur dalam KUHAR

a. Ditinjau dari segi formal.

Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yangelut pada

Pasal 187 huruf a, b, dan ¢ adalah alat bukti yaegnpuna”.

Sebab bentuk surat-surat yang disebut di dalamitya@at secara

resmi menurut formalitas yang ditentukan peratupanundang-

undangan. Dengan dipenuhinya ketentuan formal dalam

pembuatannya serta dibuat dan berisi keterangam tesi seorang

% Andi HamzahQp. Cit, him. 271.

% M. Yahya Harahap (bYOp.Cit, him. 309.
19 Andi HamzahQOp.Cit.,him. 271.

%1 bamangOp. Cit.
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pejabat yang berwenang, dan pembuatan serta kgterayang
terkandung dalam surat harus dibuat atas sumpatajabmaka
ditinjau dari segi formal alat bukti yang bernitaempurna”. Oleh
karena itu, alat bukti surat resmi mempunyai nff@@mbuktian
formal yang sempuna”, dengan sendirinya bentuk idarsurat
tersebut:

I. Sudah benar, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat
bukti lain,

ii.  Semua pihak tak dapat lagi menilai kesempurnaan
bentuk dan pembuatannya,

ii. Juga tak dapat lagi menilai kebenaran keterangan
yang dituangkan pejabat berwenang di dalamnya
sepanjang isi keterangan tersebut tidak dapat
dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain,

iv. Dengan demikian ditinjau dari segi formal, isi
keterangan yang tertuang di dalamnya, hanya dapat
dilumpuhkan dengan alat bukti lain, baik berupa
alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli atau

keterangan terdakwa.

b. Ditinjau dari segi materiil.

Dari sudut materiil, semua bentuk alat bukti swahg
disebut dalam Pasal 187, “bukan alat bukti yang memai
kekuatan mengikat”. Pada diri alat bukti surat tilek melekat
kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatamlpuktian
alat bukti surat, sama halnya dengan nilai kekug@mbuktian
keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahlmassama
mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang “bersifetbas”.
Tanpa mengurangi sifat kesempurnaan formal alati Bukat yang
disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c. Sifaérkparnaan
formal tersebut tidak dengan sendirinya mengandunigi

kekuatan pembuktian yang mengikat. Hakim bebaskumntenilai
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kekuatan pembuktiannya. Hakim dapat mempergunakiau a
menyingkirkannya.

Tetapi selaras dengan bunyi Pasal 187 huruf ckama
menurut Andi Hamzah, surat dibawah tangan ini masmpunyai
nilai jika ada hubungannya dengan isi dari alat lpgktian yang

lain 192

Ad. 4) Alat Bukti Petunjuk
Alat Bukti Petunjuk diatur didalam Pasal 188 KUHAFRNg
berisi’®®

(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadang karena
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang |
maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakmva
telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelgkun

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat gtyeh dapat
diperoleh dari ;

a.keterangan saksi;
b. surat;
c.keterangan terdakwa.

(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatunuk dalam
setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim demrgénagi
bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan deyegarmh
kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati ngaanin

Dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pas8l KGHAP
tersebut, kiranya orang dapat mengetahui bahwa ydmah yang
didasarkan pada petunjuk-petunjuk di dalam berbalgaibukti itu, tidak
mungkin akan dapat diperoleh oleh hakim tanpa megopakan suatu
redeneringatau suatu pemikiran tentang adanya suatu peraasamstara
kenyataan yang satu dengan kenyataan yang laio, attara suatu
kenyataan dengan tindak pidananya itu sendiri. Megnaas dasar alat-

alat bukti yang secara limitatif telah disebutkaadth Pasal 188 ayat (2)

192 Andi HamzahQp.Cit., him. 271.
193 |ndonesia (a)Qp Cit., Pasal 188.

Universitas Indonesia

Limitasi penghentian..., Herbet Pardamean Tambunan, FH Ul, 2012.



45

KUHAP itu, melalui suaturedeneringhakim dapat dibenarkan untuk

menyatakan kenyataan sebagai terbtikti.

Pada dasarnya KUHAP itu sendiri seperti membenatiamva
hakim dapat membuat suatu pemikiran sendiri dajadien-kejadian,
keadaan-keadaan, serta perbuatan-perbuatan yangpdij oleh hakim di
sidang pengadilan melalui keterangan saksi, al&ti laurat, maupun
keterangan terdakwa. Atau dalam kata lain, hakipemkrkan membuat
suatu konstruksi mengenai suatu keadaan-keadaandyartemukan di
sidang pengadilan sebagai suatu kesatuan kenygtaan sebenarnya
terjadi. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa keayatyang ada
mengenai perkara yang disidangkan telah dibuktdkah hakim tersebut
secara tidak langsung. Oleh karena itu, dalam mk&kk konstruksi
terhadap perkara tersebut maka hakim harus sareghttbhati agar
pemikirannya itu jangan sampai menjurus pada peamkisecara
analogis atau menggunakan suatu perumpamaan sehiitigdy sesuali

dengan kenyataan yang ada sebenarnya.

ltulah pula sebabnya mengapa di dalam Pasal 18&t )
KUHAP, undang-undang telah merasa perlu untuk mengegkan para
hakim, agar mereka dalam membuat penilaian atasakak pembuktian
dari sesuatu petunjuk itu, dalam setiap keadaanmenter harus
melakukannya dengan arif dan bijaksana, yakni aetemereka
mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatakedeksamaan,
berdasarkan hati nuraniny®.Apabila setelah mengadakan pemeriksaan
secara cermat dan saksama, hati nuraninya mengabaitava petujuk
yang dijumpai itu belum cukup dapat mendukung keyaknya untuk
menyatakan terdakwa sebagai terbukti melakukaraesumdak pidana,
maka atas dasar petunjuk yang terdapat di dalagatsealat bukti itu,
hakim tidak boleh menarik kesimpulan bahwa terdakelah terbukti

bersalah melakukan tindak pidana seperti yang telatakwakan

1%4p AF. Lamintang dan Theo Lamintai@p.Cit, him. 428.
1% bid., him. 429.
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kepadanyd® Menurut PAF Lamintang dan Theo Lamintang, adalah
tidak tepat jika menganggap petunjuk sebagai sakubukti. Hal itu

seperti yang telah dikemukakan oleh van Bemmeleg yaengatakah®’

“ Maar de vooranamste fout was toch, dat de aanngjen al seen
bewuijsmiddel worden beschouwd, terwijl zij hetwezen niet
waren.”

Artinya:

Akan tetapi, kesalahan yang terutama adalah baheawmagoatelah
menganggap petunjuk-petunjuk itu sebagai suatu blakti,
sedangkan dalam kenyataannya adalah tidak demikian.

Oleh karena itu, petunjuk itu memang hanya merupaksar yang
dapat digunakan oleh hakim untuk menganggap seskatyataan
sebagai terbukti, atau dengan perkataan lain peétuniju bukan
merupakan suatu alat bukti, seperti keterangan yakg secara tegas
mengatakan tentang terjadinya suatu kenyataan,inkefa ia hanya
merupakan suatu dasar pembuktian belaka, yakniddaar pembuktian
mana kemudian hakim dapat menganggap suatu kenydatazebagai
terbukti, misalnya karena adanya kesamaan antargatean tersebut

dengan kenyataan yang dipermasalalH®&n.

Ad. 5) Keterangan Terdakwa.

Mengenai keterangan terdakwa diatur di dalam PEE&IKUHAP
yang berarti apa yang terdakwa nyatakan di sidanigng perbuatan yang

198 yusran Jie, “Sistem Pembuktian Bsadkan KUHAP?,
http://yusrantamar.blogspot.com/2012/04/sistem-pedidn-berdasarkan-kuhap.html diakses
pada tanggal 9 Juni 2012.

197p A.F. Lamintang dan Theo Lamintai@p.Cit, him. 125.
1% Djoko PrakosoQp. Cit, him. 102
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ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alsemidiri’®® Keterangan
terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat diganauntuk membantu
menemukan bukti di sidang, asalkan keteranganitukdng oleh suatu
alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yangakdiakan
kepadanya’® Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap
dirinya sendiri'* Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk
membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuaaag gidakwakan

kepadanya, melainkan harus disertai dengan alak yarkg lain'*?

Penggunaan dari perkataan “keterangan terdakwa’dadam
KUHAP merupakan sesuatu yang baru dalam hukum gudema Kkita,
walaupun bukan merupakan sesuatu yang baru sanai skekdalam
peraturan perundang-undangan yang pernah dikeaaén& perkataan
verklaring van verdachtatau keterangan terdakwa tersebut juga pernah
digunakan di dalanwetboek van Strafvorderingang berlaku di negeri
Belanda, baik dalanWetboek van Strafvorderingang masih berlaku
hingga kini. Apa kini yang dijelaskan oleklemorie van Toelichting
mengenai perkataamerklaring van verdachtedi dalam Wetboek van
Strafvorderingitu? MenurutMemorie van Toelichtingdapat dimasukkan
ke dalam pengertiamerklaring van verdachtatau keterangan terdakwa
itu, setiap keterangan yang diberikan oleh terdakiaik keterangan
tersebut berisi pengakuan sepenuhnya dari kesajamantelah dilakukan
oleh terdakwa maupun hanya berisi penyangkalanggagakuan tentang
beberapa perbuatan atau beberapa keadaan tertejatr> sUntuk
menentukan sejauh mana keterangan terdakwa daphti diebagai alat
bukti yang sah menurut undang-undang, diperlukdefapa asas sebagai

landasan berpijak, antara lain:

199 |ndonesia (a)p.Cit,. Pasal 189 ayat (1).

1101bid., Pasal 189 ayat (2).

1 bid., Pasal 189 ayat (3).

1121bid., Pasal 189 ayat (4).

113p AF. Lamintang dan Theo Lamintai@p. Cit., him. 431.
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1. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan.

Supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagbakti
yang sah, keterangan itu harus dinyatakan di sidang
pengadilan, baik pernyataan berupa penjelasan “yang
diutarakan sendiri” oleh terdakwa maupun pernyaisarg
berupa “penjelasan” atau “jawaban”  terdakwa atas
pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh ketua gidan
hakim anggota, penuntut umum atau penasihat hukum.
Adapun yang harus dinilai, bukan hanya keterangamgy
berisi “pernyataan pengakuan” belaka, tapi termasuk
penjelasan “pengingkaran” yang dikemukakannya. Oleh
karena itu, keterangan terdakwa di luar sidangktidapat
dinilai dan dipergunakan sebagai alat bukti, nampabila
keterangan terdakwa di luar persidangan berkaieagah
alat bukti yang sah lainnya, maka keterangan tetsddpat
dijadikan alat pembantu untuk menemukan bukti di
persidangan, sedangkan bila keterangan terdakwaadi
persidangan tidak berkaitan dengan alat bukti yaal
lainnya, maka keterangan tersebut tidak dapatikgacdalat

pembantu untuk menemukan bukti di dalam persidangan

2. Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang iahieta

sendiri atau alami sendiri.

Sebagai asas kedua, supaya keterangan terdakwa dapa
dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu merupaka

pernyataan atau penjelasan:

a. Tentang perbuatan yang “dilakukan terdakwa”

b. Tentang apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa

C. Apa yang dialami sendiri oleh terdakwa

d. Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti

terhadap dirinya sendiri.
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Nilai kekuatan pembuktian alat bukti keteranganuata
pengakuan terdakwa adalah sebagai betiut:

a. Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas.

Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang
terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa. Dia
bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung di
dalamnya. Hakim dapat menerima atau
menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan jalan
mengemukakan alasan-alasannya. Jangan
hendaknya penolakan akan kebenaran keterangan
terdakwa tanpa alasan yang didukung oleh
argumentasi  yang tidak proporsional dan
akomodatif. Demikian juga sebaliknya, seandainya
hakim hendak menjadikan alat bukti keterangan
terdakwa sebagai salah satu landasan pembuktian
kesalahan terdakwa, harus dilengkapi dengan
alasan yang argumentatif dengan menghubungkan

dengan alat bukti yang lain.
b. Harus memenuhi batas minimum pembuktian.

Sebagaimana telah diuraikan pada asas-asas
penilaian alat bukti keterangan terdakwa, sudah
dijelaskan salah satu asas penilaian yang harus
diperhatikan hakim yakni ketentuan yang

dirumuskan pada Pasal 184 ayat (4) KUHAP, yang
menentukan: “keterangan terdakwa saja tidak
cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,
melainkan harus disertai dengan alat bukti yang
lain.” Dari ketentuan ini jelas dapat disimak

14 pid., him. 332-333.
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keharusan mencukupkan alat bukti keterangan
terdakwa dengan sekurang-kurangnya satu lagi alat
bukti yang lain, baru mempunyai nilai pembuktian

yang cukup. Penegasan Pasal 189 ayat (4)
KUHAP sejalan dengan dan mempertegas asas
batas minimum pembuktian yang diatur dalam

Pasal 183 KUHAP. Seperti yang sudah berulang-
ulang dijelaskan, asas batas minimum pembuktian
telah menegaskan, tidak seorang terdakwa pun
dapat dijatuhi pidana kecuali jika kesalahan yang
didakwakan kepadanya telah dapat dibuktikan
dengan sekurang-kurangnya dua ala bukti yang

sah.
C. Harus memenuhi asas keyakinan hakim.

Hal ini pun sudah berulang kali dibicarakan.
Sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai
dengan asas batas minimum pembuktian, masih
harus lagi dibarengi dengan “keyakinan hakim”,
bahwa memang terdakwa yang bersalah melakukan
tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Asas
keyakinan hakim harus melekat pada putusan yang
diambilnya sesuai dengan sistem pembuktian yang
dianut Pasal 183 KUHAP adalah: “pembuktian
menurut undang-undang secara negatif’. Artinya,
disamping dipenuhi batas minimum pembuktian
dengan alat bukti yang sah maka dalam
pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi
dengan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang
bersalah melakukan tindak pidana yang
didakwakan kepadany4?

15M. Yahya Harahap (bp. Cit.,him. 320.
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2.2.2. Syarat-Syarat yang Harus Dipenuhi dalam MenentukanSuatu
Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yangeaiél dalam hukum
pidana Belanda yaitstrafbaar feit Walaupun istilah ini terdapat dalam
WvVS Belanda, demikian juga WvS Hindia Belanda (KYHietapi tidak
ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksudchdstrgfbaar feititu.
Akan tetapi terdapat beberapa istilah yang diangiggat menggambarkan
arti dari strafbaar feititu, antara lain: tindak pidana, peristiwa pidana,
delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boletkdiin, perbuatan yang
dapat dihukum, serta perbuatan pidafieDari beberapa istilah tersebut,
dianggaplah bahwa tindak pidana merupakan pilihata kang paling
tepat dalam menggambarkan arti dstriafbaar feitkarena secara resmi
peraturan perundang-undangan yang kita miliki manggan pilihan kata

“tindak pidana”.

Menurut Satochid Kartanegara, perumussrafbaar feit yaitu
perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yammcdm dengan
hukumar:!’ Sedangkan menurut Moeljatno, perbuatan pidanaahdal
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukuamd¢gn mana disertai
ancaman (sangsi) yang berupa pidana tertentu pbagingsiapa melanggar
larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa p&bupidana adalah
perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarangl@ercam pidana, asal
saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukepada perbuatan,
(yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbutitah kelakuan orang),
sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada geaggmenimbulkan
kejadian itu**® Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah “tindak pida”
atau dalam bahasa Belandaafbaar feif yang sebenarnya merupakan

istilah resmi dalamStrafwetboekatau Kitab Undang-Undang Hukum

116 Adami ChazawiPelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel pidana, TindalaPia, Teori-
teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidag#akarta: Rajagrafindo Persada, 2002),
him. 67.

117 satochid Kartanegarajukum Pidana: Kumpulan Kuligh(Jakarta: Balai Lektur
Mahasiswa, t.t.), him. 74.

118 Moeljatno,Op.Cit., him. 54.
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Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Admhstlalam bahasa
asing, yaitudelict Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang peaksku

dapat dikenai hukuman pidah.

1. Menentukan suatu perbuatan sebagai suatu tindakaid

Menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidada pa
dasarnya berdasarkan unsur Pasal apa yang dilanatgar
didakwakan kepada tersangka/terdakwa. Pada prajtesendiri,
menurut Bambang Arief selaku Penyidik Utama Wadgliknsus
dalam wawancara dengan penulis juga mengatakanmdala
menentukan suatu tindak pidana didasarkan kepadar wfari
Pasal di peraturan perundang-undangan yang didakwaltau
disangkakan kepada tersangka/terdakwa. Selaipanyidik dalam
menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidgasbgrpatokan
pada doktrin dari beberapa ahli yang sesuai denggtonjuk
pelaksanaan tugas penyidik. Beberapa ahli pun meyapueori
untuk menentukan suatu perbuatan sebagai suataktipdiana.
Untuk menyimpulkan apa yang merupakan unsur atamezi
perbuatan pidana, menurut Moeljatno adaf&h:

Kelakuan dan akibat (=perbuatan)

Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
Unsur melawan hukum yang objektif

® 20 o

Unsur melawan hukum yang subjektif

19Wirjono Prodjodikoro (g)Op.Cit.,hlm. 59.
120 Moeljatno,Op.Cit., him. 63.
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Sedangkan menurut Simons, unsur delik harus memuat

beberapa hal yaittf!
a. Suatu perbuatan manusradnselijke handelinggn

b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan

hukuman oleh undang-undang

C. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat
dipertanggunjawabkan, artinya dapat dipersalahkan
karena melakukan perbuatan tersebut.

Menurut Van Hamel, tentang perumusatradfbaar feitini
sendiri sependirian dengan Simons, hanya ia mertakaha'sifat
perbuatan yang mempunyai sifat yang dapat dihulsirafpaan)”.
Sedangkan Vos menambahkan bahwa harus ada ancaaaa p
oleh peraturan perundang-undang&nDari rumusan R. Tresna,

tindak pidana terdiri dari unsur-unsur:

a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)

b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan

C. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan
penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-sktiap
perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengamghukuman
(pemidanaan)®® Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut
paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindakmedadalah:

121 satochid Kartanegar®p.Cit.,him. 74.
122 |pid.
123 Adami ChazawiQp.Cit., him. 80.
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a. Perbuatan (yang)
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
C. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)

d. Dipertanggungjawabkaf’*

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yancathiga

secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapatusasisur sebagai

berikut!*°
a. Kelakuan (orang yang)
b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
C. Diancam dengan hukuman
d. Dilakukan oleh seseorang
e. Dipersalahkan/kesalahan.

Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang.
Buku Il KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tingadana
tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, Blaku Il
memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang sdisdbutkan
dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah latb(mtan
walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 KUHP
(penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hulkaotank-
kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dizawkan; sama
sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampedaarfggung

jawab.

Dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam

KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindalapa, yaitu :

a. Unsur tingkah laku

24 |bid.
2% |bid.
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b. Unsur melawan hukum
C. Unsur kesalahan

d. Unsur akibat konstitutif

e. Unsur keadaan yang menyertai

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut
pidana

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

I Unsur objek hukum tindak pidana

J- Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
K. Unsur syarat tambahan untuk memperingan
pidana?®

Dari kesebelas unsur tersebut, di antaranya duaruyeitu
kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsyekstib
sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsyjektif adalah
unsur yang berasal dari dalam diri pelaku sedangkanr objektif
adalah unsur yang berasal dari luar diri pef&kwnsur melawan
hukum ada kalanya bersifat pencurian (Pasal 362 RK)Utdrletak
bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan delendak
pemilik (melawan hukum objektif). Atau pada Pas&ll KUHP
pada kalimat “tanpa izin pemerintah”, juga padaaPas3 KUHP
pada kalimat “menggunakan cap asli secara melawdunt’
adalah berupa melawan hukum objektif. Akan tetajia juga
melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum rdala
penipuan ¢plichting Pasal 378 KUHP), pemerasaafpersing
Pasal 368 KUHP), pengancamaafdfeiging Pasal 369 KUHP)

128 pid., him. 82.

127 | eden MarpaungAsas-Teori-Praktik Hukum Pidan&Jakarta: Sinar Grafika, 2008),
him. 9.
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dimana disebutkan maksud untuk menguntungkan elndlis atau
orang lain secara melawan hukum. Begitu juga umselawan
hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapaisa{Pa72
KUHP) yang bersifat subjektif, artinya terdapat ddesran bahwa
memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaaniu

merupakan celaan masyarakat.

Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa naslaw
hukum objek atau subjek bergantung dari bunyi reidakmusan
tindak pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifgektif
adalah semua unsur mengenai perbuatannya, akitaigben dan
keadaan-keadaam tertentu yang melekat (sekitag padouatan
dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur ybaegsifat
subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atelekat

pada keadaan batin orangnya.
a. Unsur tingkah laku.

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat.
Oleh karena itu, perbuatan atau tingkah laku harus
disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku merupakan
unsur mutlak tindak pidana. Jika ada rumusan tindak
pidana yang tidak mencantumkan unsur tingkah
laku, misalnya Pasal 351 KUHP (penganiayaan),
cara perumusan seperti itu merupakan suatu
perkecualian belaka dengan alasan tertentu, dan
tidak berarti tindak pidana itu tidak terdapat unsu

perbuatan. Unsur itu telah ada dengan sendirinya di
dalamnya, dan wujudnya tetap harus dibuktikan di
sidang pengadilan untuk menetapkan telah

terjadinya penganiayaan.
b. Unsur sifat melawan hukum.

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya

atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifa
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tercela tersebut dapat bersumber pada undang-
undang (melawan hukum formdémelle
wederrechtellk dan dapat bersumber pada
masyarakat (melawan hukum matemidteriel
werderrechteljk Karena bersumber dari
masyarakat, yang juga seringkali bertentangan
dengan asas-asas hukum dalam masyarakat, sifat
tercela tersebut tidak tertulis. Hal ini dapat rdili
bahwa misalnya tindak pidana pembunuhan adalah
suatu perbuatan yang dilarang baik oleh undang-
undang maupun oleh nilai-nilai yang ada di dalam
masyarakat. Akan tetapi lain hal nya dengan
mengemis atau bergelandang yang tidak dilarang
oleh undang-undang namun tidak dilarang menurut
nilai-nilai di dalam masyarakat. Sebaliknya dengan
persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama
suka merupakan hal yang dilarang menurut nilai-
nilai di dalam masyarakat akan tetapi tidak dilgran
menurut undang-undang. Oleh karena itu dalam
menentukan unsur sifat melawan hukum harus
kembali kepada peraturan perundang-undangan serta
melihat kembali nilai-nilai yang ada di dalam
masyarakat karena tujuan dengan adanya hukum
pidana itu sendiri adalah menimbulkan keadilan

serta kepastian hukum bagi masyarakat.
C. Unsur kesalahan.

Kesalahan gchuld adalah unsur mengenai keadaan
atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat
memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini gelal
melekat pada diri pelaku dan bersifat subjekitif.
Dalam hal ini berbeda dengan unsur melawan

hukum yang dapat bersifat subjektif dan dapat
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bersifat objektif, bergantung pada redaksi dan sudu

pandang terhadap rumusan tindak pidana tersebut.

Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin
pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara
perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum
perbuatan dengan si pelaku. Hanya dengan adanya
hubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan
batin pembuatnya inilah, pertanggungan jawab dapat

dibebankan kepada orang itu.
d. Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada: (1)dek
pidana materiil rhateriel delictep atau tindak
pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya
tindak pidana; (2) tindak pidana yang mengandung
unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana; dan (3
tindak pidana dimana akibat merupakan syarat

dipidananya pembuat.
e. Unsur keadaan yang menyertai.

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak
pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku
dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan
yang menyertai ini dalam kennyataan rumusan

tindak pidana dapat berupa:

1. Unsur keadaan yang menyertai mengenai

cara melakukan perbuatan

2. Unsur cara untuk dapat dilakukannya
perbuatan
3. Unsur keadaan menyertai mengenai objek

tindak pidana
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4. Unsur keadaan yang menyertai mengenai
objek tindak pidana

5. Keadaan yang menyertai mengenai tempat
dilakukannya tindak pidana

6. Keadaan yang menyertai mengenai waktu

dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut

pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan.
Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang
hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari
pihak yang berhak mengadu. Pengaduan memiliki
substansi yang sama dengan laporan, vyaitu
keterangan atau informasi mengenai telah terjadinya
tindak pidana yang disampaikan kepada pejabat
penyelidik atau penyidik yakni kepolisian, atau

dalam hal tindak pidana khusus ke kantor Kejaksaan

Negeri setempat.
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

Unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana,
dan bukan unsur syarat untuk terjadinya suatu syara
selesainya tindak pidana sebagaimana tindak pidana
materiil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat
pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana
yang bersangkuta, maksudnya tindak pidana tersebut
dapat terjadi tanpa adanya unsur ini. Misalnya pada
penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP), kejahatan ini
dapat terjadi (ayat (1)) walaupun akibat luka berat
tidak terjadi (ayat (2)). Luka berat ini hanyalah
sekedar syarat saja untuk dapat diperberatnya

pidana.
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h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul
setekah perbuatan dilakukan, yang menentukan
untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya bila
setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak
timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat
melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak
dapat dipidana. Sifat melawan hukumnya dan
patutnya dipidana perbuatan itu sepenuhnya
digantungkan pada timbulnya unsur ini. Nilai

bahayanya bagi kepentingan hukum dari perbuatan
itu terletak pada timbulnya unsur syarat tambahan,

bukan semata-mata pada perbuatan.

Walaupun unsur ini sama dengan unsur akibat
konstitutif dalam hal timbulnya setelah dilakukan
perbuatan, tetapi berbeda secara prinsip. Unsur
akibat konstitutif harus ada hubungan kausal antara
perbuatan yang menjadi larangan dengan akibatnya,
seperti perbuatan memukul dengan kayu dengan
akibat patah tangannya korban . sementara itu pada
unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana tidak
memerlukan hubungan kausal yang demikian.
Perbedaan yang lian ialah apabila akibat kondtituti
tidak timbul setelah dilakukannya perbuatan, tindak
pidananya tidak terjadi, yang terjadi hanyalah
percobaannya. Akan tetapi, jika unsur syarat
tambahan tidak timbul setelah dilakukan perbuatan
(aktif maupun pasif), maka tindak pidana itu tidak

terjadi, demikian juga percobaannya tidak terjadi.
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I Unsur objek hukum tindak pidana.

Sebagaimana di bagian muka telah diterangkan
bahwa di dalam rumusan tindak pidana selalu
dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan.
Unsur ini selalu terkait dengan unsur objek tindak
pidana. Kedua-duanya menjadi suatu kesatuan yang
tidak terpisahkan, dan menjadi unsur esensialia ata
mutlak tindak pidana. Karena tingkah laku selalu

diarahkan pada objek tindak pidana.
J- Unsur kausalitas subjek hukum tindak pidana.

Dibentuknya rumusan tindak pidana pada umumnya
ditujukan pada setiap orang, artinya dibuat untuk
diberlakukan pada semua orang. Rumusan tindak
pidana seperti ini dimulai dengan kata “barangsiapa
(hij die), atau pada tindak pidana khusus kadang
dengan merumuskan “setiap orang”. Tetapi ada
beberapa tindak pidana dirumuskan dengan tujuan
hanya diberlakukan pada orang tertentu saja. Dalam
tindak pidana yang dirumuskan terakhir ini, dalam
rumusannya secara tegas kepada siapa norma hukum
tindak pidana diberlakukan. Kepada orang-orang
tertentu yang mempunyai kualitas atau yang
memenuhi kualitas tertentu itulah yang dapat
diberlakukan rumusan tindak pidana. Unsur kualitas
subjek hukum tindak pidana adalah unsur kepada

siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut.
K. Unsur tambahan memperingan pidana.

Unsur ini bukan berupa unsur pokok yang
membentuk tindak pidana, sama dengan uunsur
syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat

tambahan untuk memperberat pidana. Unsur ini
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diletakkan pada rumusan suatu tindak pidana
tertentu yang sebelumnya telah dirumuskan. Ada
dua macam unsur syarat tambahan untuk
memperingan pidana, yaitu unsur syarat tambahan
yang bersifat objektif dan unsur syarat tambahan
yang bersifat subjektif.

Bersifat objektif, misalnya terletak pada nilai wata
harga objek kejahatan secara ekonomis pada
pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan
ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal
379 KUHP) atau perusakan benda ringan (Pasal 407
KUHP). Sifat ringannya tindak pidana dapat pula
terletak pada akibat tindak pidana, seperti pada
akibat tidak menimbulkan penyakit atau halangan
untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau
pencaharian tertentu pada penganiayaan ringan
(Pasal 352 KUHP).

Bersifat subjektif, artinya faktor yang meringankan
itu terletak pada sikap batin si pembuatnya, ialah
apabila  tindak pidana dilakukan  karena
ketidaksengajaan atawculpa misalnya “karena
kealpaannya” yang terdapat dalam rumusan Pasal
409 KUHP sebagai unsur yang meringankan dari
kejahatan Pasal 408 KUHP.

2.2.3. Cara Merumuskan Tindak Pidana

Pada buku | KUHP mengatur mengenai aturan umungnggen
buku Il dan buku Il KUHP berisi tentang rumusandgék pidana-tindak
pidana tertentu. Mengenai cara perumusan terhaadgktpidana tersebut
pada dasarnya tidak seragam. Oleh karena itu Adaimaizawi dalam

bukunya yang berjudul Pelajaran Hukum Pidana ls8tpidana, Tindak
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Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunyakurh Pidana
memberi tiga dasar pembedaan cara dalam merumusidak pidana
dalam KUHP kita, yaitu :

1. Berdasarkan pencantuman unsur-unsur dan kualifikemlak

pidana
2. Dari sudut titik bayangan

3. Perumusan dalam bentuk poktk

Ad. 1) Cara pencantuman Unsur-unsur dan Kualififasilak Pidana.

Dari sudut ini, maka dapt dilihat bahwa setidalekiadya ada tiga

cara perumusan, yaitu:

a. Dengan mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi

ancaman pidana.

Cara ini merupakan cara yang paling sempurna. @ara
digunakan terutama dalam hal merumuskan tindaknpida
dalam bentuk pokok/standar, dengan mencantumkaur-uns
unsur objektif maupun subjektif. Unsur pokok atawsur
esensial adalah unsur yang membentuk pengertiadisyur
dari tindak pidana tertentu itu, unsur-unsur inpatadirinci
secara jelas, dan untuk menyatakan seseorang diersal
melakukan tindak pidana tersebut dan menjatuhkdangi,

semua unsur itu harus dibuktikan dalam persidangan.

b. Mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi da

mencantumkan ancaman pidana.

Cara inilah yang paling banyak digunakan dalam
merumuskan tindak pidana dalam KUHP. Tindak pidana
yang menyebutkan unsur-unsur pokok tanpa menyebut

kualifikasi dalam praktik, kadang-kadang terhadajats

128 Adami ChazawiQp. Cit, him. 143.

Universitas Indonesia

Limitasi penghentian..., Herbet Pardamean Tambunan, FH Ul, 2012.



64

rumusan diberi kualifikasi tertentu, misalnya tetaa
tindak pidana pada Pasal 242 KUHP diberi kualifikas
sumpah palsustellionaat (Pasal 385 KUHP), penghasutan
(Pasal 160 KUHP), laporan palsu (Pasal 220 KUHP),
membuang anak (Pasal 305 KUHP), pembunuhan anak
(Pasal 341 KUHP), penggelapan oleh pegawai neBasd]

415 KUHP)

C. Mencantumkan kualifikasi ancaman pidana.

Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara ini naap
yang paling sedikit. Hanya dijumpai pada pasaletgtt
saja. Model perumusan ini dapat dianggap sebagai
pengecualian. Tindak pidana yang dirumuskan decgea
yang sangat singkat ini dilatarbelakangi oleh suaisio
tertentu, misalnya pada kejahatan penganiayaaral(B&%
KUHP). Pasal 351 ayat (1) dirumuskan dengan sangat
singkat, yakni “Penganiayaan diancam dengan pidana
penjara paling lama dua tahun delapan bulan atdanpi

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Ad. 2) Dari sudut titik beratnya larangan.

Berdasarkan dari sudut titik beratnya larangan daliaedakan

perumusan dengan cara formil dan dengan cara tthateri
a. Dengan cara formil.

Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan
dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan
perbuatan tertentu. Jadi yang menjadi pokok lanaigdam
rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu.amal
hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika
perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakuk
tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pé&dat
yang timbul dari perbuatan. Misalnya pada Pasal 362
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KUHP, jika perbuatan mengambil selesai, maka peacur
selesai, atau jika perbuatan membuat palsu (Swiar)
memalsu (surat) selesai dilakukan, maka kejahatan i
selesai (Pasal 263 KUHP).

b. Dengan cara materiil.

Perumusan dengan cara materiil maksudnya ialah yang
menjadi pokok larangan tindak pidana yang dirumoska
adalah pada menimbulkan akibat tertentu, disebopate
akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Tibkratnya
larangan adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan
wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itaktid
menjadi persoalan. Misalnya pada Pasal 338 KUHR) yan
disebutkan yaitu akibat yang ditimbulkan dari adasyatu
perbuatan yaitu hilangnya nyawa seseorang. Pastdidk
memperdulikan bagaimana caranya sehingga bisaghyjan
nyawa seseorang, apakah ditembak, diracuni, ditusuk
dengan benda tajam dan sebagainya. Oleh kareryant
menjadi penilaian adalah sudah terpenuhinya alkalbai
belum. Apabila perbuatan telah selesai dilakukamura
belum terpenuhinya akibat yang dimaksud dalam pasal
tersebut maka tindak pidana tersebut dianggap belum
terpenuhi tetapi sudah timbul adanya percobaan satats

tindak pidana.

Ad. 3) Dari sudut pembedaan tindak pidana antardukepokok, bentuk
yang lebih berat dan yang lebih ringan.

a. Perumusan dalam bentuk pokok.

Jika dilihat dari sudut sistem pengelompokan atau
pembedaan tindak pidana antara bentuk standarufpent
pokok) dengan bentuk yang diperberat dan bentulg yan
lebih ringan, cara merumuskannya dapat dibedaké&araan

Universitas Indonesia

Limitasi penghentian..., Herbet Pardamean Tambunan, FH Ul, 2012.



66

merumuskan tindak pidana dalam bentuk pokok daandal
bentuk yang diperberat atau yang lebih ringan.

b. Perumusan dalam bentuk yang diperingan dan yang

diperberat.

Rumusan dalam bentuk yang lebih berat dan ataun lebi
ringan dari tindak pidana yang bersangkutan, unssur
bentuk pokoknya tidak diulang kembali atau dirunaumnsk
kembali, melainkan menyebut saja pasal bentuk pokok
(misalnya Pasal 364, 373, 379 KUHP) atau kualifikas
bentuk pokok (misalnya Pasal 229, 362, 365 KUHP).
Kemudian menyebut unsur-unsur yang menyebabkan
diperingan atau diperberatnya tindak pidana itu.
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BAB 3
PRAPERADILAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWASAN TERHADAP
TINDAKAN UPAYA PAKSA

3.1. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan
Apabila kita teliti istilah yang digunakan dalam KWBP, “Praperadilan”

berasal dari dua kata, yaitu “pra” yang berartieba@in atau mendahului dan
peradilan. Maka “praperadilan” di sini berarti skeloe pemeriksaan di sidang
pengadilart?® Menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP, Praperadilan &dakawvenang
pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus mereara yang diatur

undang-undang ini tentanty"

1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan ataahgmesn atas
permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak aas kuasa
tersangka.

2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atanglpentian
penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukunketztilan.

3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi olehsangka atau
keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yangaperka tidak
diajukan ke pengadilan.

Seperti yang sudah diketahui, demi untuk terlakspmakepentingan
pemeriksaan tindak pidana, Undang-Undang membewekangan kepada
penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindak@aya paksa berupa
penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagaergmaktindakan upaya paksa
yang dikenakan instansi penegak hukum merupakagupgngan dan pembatasan
kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan atus hdilakukan secara

129 Andi HamzahHukum Acara Pidana di IndonesiéJakarta: Sinar Grafika, 2008), him.
143.

130 |ndonesia (a)Dp. Cit, Pasal 1 angka 10.
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bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan Unptdewang yang berlaku.
Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangagatehukum dan undang-
undang merupakan perampasan terhadap hak asaandgiess Praperadilan
bertujuan untuk mengawasi tindakan upaya paksa gdagukan penyidik atau
penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakdenar-benar dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan bemer-peporsional dengan
ketentuan hukum serta tidak merupakan tindakan yaergentangan dengan
hukum. Pengawasan dan penilaian upaya paksa ualadp tidak dijumpai dalam
tindakan penegakkan hukum di masa HIR. Bagaimang@ulakuan dan cara
pelaksanaan tindakan upaya paksa yang dilakukagiddenpada waktu itu,
semuanya hilang oleh kewenangan yang tidak terasaasitidak terkendali oleh
koreksi lembaga manapun.

Lembaga yang memberi wewenang pengawasan terhiadiaikdan upaya
paksa yang dilakukan pejabat dalam taraf prosesepksaan penyidikan atau
penuntutan inilah yang dilimpahkan KUHAP kepadappradilan. Karena hal
tersebut, pada prinsipnya tujuan utama pelembagesgyeradilan dalam KUHAP,
untuk melakukan “pengawasan horisontal” atas tindakipaya paksa yang
dikenakan terhadap tersangka selama ia beraddaoin ggemeriksaan penyidikan
atau penuntutan, agar benar-benar tindakan ituk tidartentangan dengan

ketentuan hukum dan undang-undatiy.

3.1.1. Sejarah Praperadilan
Pembentukan lembaga Praperadilan dimulai dari yadaeaksi

keras dari masyarakat terhadap RUU Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana yang diajukan oleh pemerintah. Saat pgmerintah
diwakilkan oleh Menteri Kehakiman Mudjono, pada iakhhun 19793
Reaksi masyarakat yang menolak RUU KUHAP didasarkmada

131 M. Yahya Harahap (aHukum Acara PidanaJakarta: Sinar Grafika, 2006), him. 154.

132 3aat itu masyarakat diwakili oleh Komite Aksi Pestab Pancasila dalam KUHAP,
LBH/YLBHI, Persatuan Advokat Indonesia (Peradirgnddkademisi.

13330di Santoso, “Praperadilan Versus Hakim Komisaris”
jodisantoso.blogspot.com/2008/02/praperadilan-weh@akim-komisaris.html  diakses pada
tanggal 1 Maret 2012.
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pandangan masyarakat terhadap KUHAP yang dirasahniespihak
kepada pemerintah serta tidak cukup melindungiteakasasi tersangka.
Pada saat itu pembahasan terhadap RUU KUHAP seatikgikan oleh
pemerintah dan pihak DPR. Kepentingan masyarakaj yeenolak RUU
KUHAP saat itu diwujudkan dengan mengajukan RUWiagan kepada
pemerintah. RUU tersebut berisi tentang usulan d@gemerintah untuk
lebih mengedepankan perlindungan terhadap tersamigkam sistem
pemidanaan di Indonest&*

Pertemuan antara delegasi Komite bersama dan iRPedtadgan
pihak pemerintah dilakukan, dan dipimpin langsunigho Menteri
Kehakiman Mudjono, pemerintah Menolak untuk ment&iuU KUHAP
namun menyetujui untuk membuat draft yang barudmeasDPR dengan
masukan-masukan dari Komite, maupun Peradin damdgailembaga
lainnya’®® Salah satu gagasan atau usulan dalam pembahasmmbe
draft RUU KUHAP yang baru tersebut adalah lembagap&adilan.
Adnan Buyung Nasution mengajukannya untuk mengkamtimodel
Hakim Komisaris yang ada dalam RUU versi pemerirkatika itu yang
diadopsi darHerziene Inlandsh ReglemgitiR). HIR sendiri merupakan
produk dari pemerintah kolonial Belanda yang hamyangutamakan
kepentingan penguasa, sehingga kurang memberikatindoegan
terhadap hak-hak asasi tersangKa.

Gagasan pembentukan lembaga Praperadilan lahirirdgpirasi
yang bersumber dari adanya hidebeas Corpu$’ dalam sistemAnglo
SaxonHabeas Corpus Achemberikan hak pada seseorang untuk melalui
suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantpegabat yang
melakukan penahanan atas dirinya (polisi ataupésajamembuktikan
bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggamhudlkegal) atau

tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentlheam hyang berlaku.

134 Angga Bastian Simamor@®p. Cit, him. 17.
135 bid.
138 |bid.

137 Habeas Corpus Actdalah suatu perjanjian bersama yang dibuat dirir untuk
melindungi hak asasi dari tersangka.
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Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun bptsan
kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau texdékvibenar-benar
telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang kerlmmaupun
jaminan hak-hak asasi manusia. Surat perintébeas Corpusini
dikeluarkan oleh pengadilan pada pihak yang sedasmphan (polisi atau
jaksa) melalui prosedur yang sederhana langsungtetboka sehingga
dapat dipergunakan oleh siapapun. Bunyi surat fadriHabeas Corpus
(the writ of Habeas Corpyisadalah sebagai berikut: “Si tahanan berada
dalam penguasaan Saudara. Saudara wajib membang itwadi depan
pengadilan serta wajib menunjukan alasan yang nib@bDkan
penahanannya”.

Surat perintah pengadilan yang berisikan Hha&beas Corpus
tersebut tidak hanya ditujukan untuk penahanan yarkait dalam proses
peradilan pidana saja, hamun juga terhadap segatakbpenahanan yang
dianggap telah melanggar hak kemerdekaan pribagiosang yang telah
dijamin oleh konstitust>® Dalam perkembangannya surat perirititbeas
Corpus menjadi salah satu alat pengawasan serta perbadadap
proses pidana baik di tingkat federal maupun darnedpagian di Amerika
Serikat.

Prinsip dasaHabeas Corpusdalah hak untuk menguji kebenaran
dan ketepatan dari tindakan upaya paksa yang digakiwoleh pihak
penyidik. Pemerkosaan terhadap hak-hak kemerddkesangka oleh para
penyidik sering terjadi. Hal ini dikarenakan tidadanya lembaga atau
mekanisme kekuasaan yang memiliki wewenang untukgoje dan
melakukan pengawasan terhadap upaya pakserdasarkan kebutuhan

tersebut lahirlah lembaga pengawasan yang dikesrgjah nama lembaga

138 |ndira Putiet, “Perbandingan Praperadilafgbeas Corpusian Rechter Commisarie
http://one.indoskripsi.com/node/1043flakses tanggal 28 Februari 2012.

139 Jodi SantosdQp. Cit
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Praperadilan. Sedangkan dasar terwujudnya Prajmradnenurut
Pedoman Pelaksanaan KUHAP yait{:

Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan peerkar
diperlukan adanya pengurangan-pengurangan darihdlakasasi
tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selaluadaerd
ketentuan yang diatur dalam undang-undang, makaukunt
kepentingan pengawasan terhadap perlindungan Hhakalsasi
tersangka/terdakwa diadakan suatu lembaga yangmedkan
praperadilan.

Hal ini semakin menjelaskan mengenai dasar pemkamtu
lembaga Praperadilan adalah karena dibutuhkannyabadga yang
bertugas mengawasi kinerja penyidik dalam menjaantugasnya agar
tidak sewenang-wenang dalam menggunakan kewenaagandiberikan
oleh undang-undang kepadanya dan tentu saja hawghormati hak-hak
asasi yang dimiliki oleh tersangka. Selain darirgdaprinsip mengenai
Habeas Corpus Praperadilan di Indonesia juga dipengaruhi adanya
Praperadilan menuritet Herziene Indonesisch Reglem@tiR) sebelum
berlakunya KUHAP. HIR (Stb. Nomor 44 Tahun 1941yapakan produk
hukum pada masa kolonial Belanda dengan berbaghi aspek pada
zamannya, dimana di dalamnya terdapat beberapaalkenkklemahan,
kekurangan serta menguntungkan pihak penguasa,amakkususnya
mengabaikan perlindungan akan hak asasi manusidakgastian hukum
dan keadilan. Misalnya, ketidakpastian tentang afkach pendahuluan
dalam proses hukumnya dalam hal penangkapan, pedgban,
penyitaan, penahanan, hak-hak dan status tersateykiakwa, bantuan
hukum, lamanya serta ketidakpastian dalam prosegefesaian perkara
pada semua tingkat pemeriksaan dan sebagainya.

HIR diciptakan pada masa kolonial Belanda, yandapdasarnya
merupakan produk hukum serta perangkat-perangkahaaya dibentuk
sedemikian rupa sehingga menguntungkan pihak yaatiggpberkuasa

140 Departemen Kehakiman Republik Indones?@doman Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidanagt.2, (Jakarta: Departemen Kehakiman Republikrieda, 1982),
him. 114-115.
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yang dalam hal ini adalah pemerintah kolonial Bétasebagai penjajah
pada masa itu. Berhubungan dengan perkembangakedssjuan zaman
yang semakin modern serta didasari pada perkembargekemerdekaan
RI, sistem yang dianut HIR dirasakan telah ketit@ggazaman, tidak
sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional daandiglengan undang-
undang hukum acara pidana yang baru yang mempunyaiodifikasi
dan unifikasi berdasarkan Pancasila dan Undang+nBasar 1945%

Pada Masa HIR, pengawasan dan penilaian terhadages
penangkapan dan penuntutan sama sekali tidak adia fasa itu yang
ada hanya pengawasan oleh hakim, dalam hal pengamawaktu
penahanan sementara yang harus disetujui oleh Hakifamun dalam
kenyataannya kontrol hakim ini kurang dirasakan famgtnya karena tidak
efektif mengingat urusan perpanjangan penahandnhalkim itu bersifat
tertutup dan semata-mata dianggap sebagai urussEmdsi.

3.1.2. Urgensi Dibentuknya Praperadilan
Hal pertama yang membuat pembentukan Praperadiemadi

sangat penting dikarenakan masalah penegakan déindpegan hak
asasi tersangka. Terdapat perbedaan-perbedaanfiyaagmental dalam
KUHAP apabila dibandingkan dengan HIR. R. Soepawonatalam
bukunya memberikan penjelasan umum atas pandanghawabdalam
pembentukan KUHAP diharapkan mampu berdiri sebagayeimbang
antara pemerintah dengan tersangka dan mampu raejak asasi

mereka. Dikatakan bahwa*?

Dalam penjelasan umum KUHAP dijelaskan bahwa dildenta
KUHAP adalah selaras dengan pembangunan hukumnaésian cita-cita

1“1 P AF. Lamintang dan Theo Lamintangembahasan KUHAP Menurut limu
Pengetahuan Hukum Pidana & Yurispruderidakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 7

142 0.C. Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Tewdakdan
Terpidana (Bandung: PT. Alumni, 2006), him. 367.

143 R. SoeparmonoPraperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan G#miugian
dalam KUHAR (Mandar Maju : Bandung, 2003), him. 5.
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hukum nasional yang bercirikan kodifikasi dan ua@fi berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang me@egasahwa
Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan bekaasaan belaka.

Praperadilan sendiri adalah hak uji oleh tersanafieas keluarga
tersangka tentang keabsahan tindakan hukum yaaigiédn oleh aparatur
negara di bidang penegakan hukum. Urgensi prapanadidalah dalam
rangka memberikan gambaran perjalanan Praperaddanmemberikan
pemahaman mengenai penting atau tidak pentingnylakol@n upaya
hukum berupa Praperadilan itu. Praperadilan ituyaamenyangkut
masalah tindakan administratif yang dilakukan olabarat penegak
hukum. Tindakan administratif adalah tindakan yangenyangkut
kelengkapan dan keabsahan surat-surat yang tedlesmigan tindakan
hukum atau tindakan upaya paksa oleh aparat bepgmengkapan,
penahanan, dan argumentasi hukum penghentian jicanyid*

Salah satu prinsip dalam KUHAP vyaitu adanya asadyga tidak
bersalah. Asas praduga tidak bersalah ini artingda orang yang
disangka atau diduga keras melakukan tindak pideamiéd dianggap tidak
bersalah sampai dibuktikan kesalahannya. Hal ga fiercantum di dalam
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentaeku#Saan
Kehakiman yang berisi: “Setiap orang yang disangikangkap, ditahan,
dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wdjdnggap tidak
bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang nakayakesalahannya
dan telah memperoleh kekuatan hukum tetdp."Namun dalam
prakteknya asas praduga tidak bersalah tidak berjgécara efektif dan
maksimal, bahkan seringkali diabaikan. Hal ini dapdihat dengan
semakin banyaknya kasus yang terjadi dimana teksaiyg mengaku
mengalami tindakan kekerasan selama tindakan upalsa dilakukan.

Bahkan ada juga tersangka yang dipaksa untuk mangakbuatan yang

144 Hartono, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pent@kaHukum
Progresif (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 92.

%5 Indonesia (c)Op. Cit, Pasal 8.
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dituduhkan kepadanya oleh penyidik padahal ia tidaklakukan
perbuatan yang dituduhkan tersebut dikarenakan yadatindakan
kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukam pémyidik.
Tindakan upaya paksa atau intimidasi yang dilakukaenunjukkan
adanya pelanggaran atas asas praduga tak befBatahingka seakan-akan
sudah pasti bersalah dan harus mengakui perbuatandituduhkan oleh
penyidik kepadanya. Terhadap asas praduga tidakalaér ini pun
seharusnya tindakan upaya paksa dalam hal ini pkapan dan
penahanan seharusnya merupakan upaya terakhir dailemangani
seorang tersangka digunakan seminimal mungkin. irlablikarenakan
tindakan upaya paksa merupakan perampasan terha#lagsasi manusia
sehingga penggunaannya pun sebaiknya dilakukanadebgak. Pada
prakteknya sendiri pihak penyidik selalu melakukpenahanan dan
penangkapan terhadap seseorang yang baru didugskukah tindak
pidana padahal bukti yang mengarah terhadap ormsghut bahwa ia
telah melakukan suatu tindak pidana belum ditemuaitan belum cukup.
Semakin banyaknya kasus penyiksaan terhadap té&esdimglak
pidana menunjukkan bahwa perlindungan terhadap dsasi manusia
masih sangat kurang dan bahkan pandangan dari ra&ayaan terutama
penyidik pun menganggap bahwa apabila seseorang ditangkap oleh
polisi sudah pasti bersalah melakukan suatu tinddéna padahal belum
tentu ia bersalah. Sehingga asas praduga tidaklaergang diharapkan
dapat menjunjung tinggi hak asasi tersangka paaktgknya tidak dapat
diimplementasikan dengan baik. Hal lainnya yang jadin urgensi
pembentukan Praperadilan karena sejarah buruk |esayen kasus
hukum di persidangan negara kita. Sejarah menuajukiahwa hakim
kerap kali melakukan kesalahan dalam menuduh demutus seseorang
bersalah melakukan tindak pidana. Kasus SengkorKdatia, dua orang
yang mengalami kesalahan vonis pada tahun 198(aladsdlah satu
contohnya. Keduanya dinyatakan bersalah oleh hakam dinyatakan
terbukti membunuh Sulaeman dan Siti Haya. Namuaelaetdijatuhkan

vonis penjara selama 12 tahun dan 7 tahun penjaracul orang ketiga
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bernama Gunel yang mengaku sebagai pembunuh yamenasaya.
Peninjauan kembali harus dilakukan untuk memperbadsib kedua
korban kesalahan vonis itu.

Dari kasus diatas menunjukkan betapa lemahnyansipggadilan
di negara kita. Padahal seharusnya dalam menghakaupun vonis yang
membebaskan (banding) didasarkan pada bukti da@a fakkum yang
sama. Hak tersangka telah dirampas tanpa pernatipmek berbuat hal
yang dituduhkan kepada mereka. Sutomo Surtiadmdjeenambahkan
contoh-contoh konkret dalam bukunya mengenai pé@pan di
Indonesia. la menuliskan bahwa kerap kali terjashgmgkapan dan/atau
penahanan yang berlarut-larut dan sering mengenygikgn peraturan
yang ada.

Penjelasan dan contoh kasus diatas menjadi alasenkyat untuk
membentuk suatu lembaga praperadilan. Penilaian pgagujian lebih
dini terhadap sah/tidaknya penangkapan atau peaahdiharapkan akan
memperkecil risiko kesalahan vonis dari hakim. Olkhrena itu
dibentuknya suatu lembaga Praperadilan sangatngemtalam rangka
menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia terutamaasg tersangka pun
juga memiliki hak asasi. Selain itu juga pentingtgmbaga Praperadilan
adalah untuk menjunjung tinggi asas praduga tidakadah gresumption
of innocence dimana seorang tersangka wajib dianggap tidakaltesn
melakukan tindak pidana sebelum adanya putusamhgkmng menyatakan
bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana. Sehintgrabaga
Praperadilan dapat dikatakan sebagai tempat par@apekeadilan untuk
mendapatkan keadilan itu sendiri terutama apab#ék ksasi yang
dimilikinya tidak dihormati.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2068tdng
Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonésianengatakan bahwa

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan kintaewujudkan

148 Sutomo Surtiadmodjd?enangkapan dan Penahanan di IndongéBandung: Pradnja
Paramita, 1971), him. 12.

7 Indonesia (f)Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republidohesia UU No.
2 Tahun 2002, LN No. 2, TLN No. 4168, Pasal 4.
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keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharakgamanan dan
ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukuensetenggaranya
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada ana&sy, serta
terbinanya ketenteraman masyarakat dengan mengitijoggi hak asasi
manusia. Demikian pula yang tercantum dalam Undamdang Nomor
16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indofi¥sijelaskan pula
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksatsesa bertindak
berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-noreagaknaan,
kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali danumeng tinggi nilai-
nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat serantiasa menjaga
kehormatan dan martabat profesinya. Sehingga pasirmya baik polisi
maupun jaksa harus menghormati dan menjunjung itifgdx asasi
manusia dan bukannya melakukan tindakan yang se&gemenang dalam
menjalankan tugasnya seperti misalnya melakukarerkskn maupun

ancaman kekerasan terhadap tersangka.

3.1.3. Ruang Lingkup dan Wewenang Praperadilan
Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 menyebltabwa

tugas pokok peradilan adalah untuk menerima, méssidan mengadili
serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukpademya*® Dengan
lahirnya KUHAP maka terjadi pembaharuan dalam tyggaadilan umum.
Pengadilan negeri secara khusus juga memiliki kéamj untuk
memeriksa dan mengadili permohonan pemeriksaareg@dian. Hal ini
sebagaimana disebut dalam Pasal 77 jo. Pasal #8(Hy&UHAP°

Praperadilan menurut Yahya Harahap memiliki belzerap eksistensi

yang khusus; diantaranya*

% Indonesia (g),Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesid No. 16
Tahun 2004, LN No. 67, TLN No. 4401, Pasal 8 agat (

19 Hari Sasangkd,oc.Cit, him. 185.

130 Ratna Nurul AfiahPraperadilan dan Ruang Lingkupnyeet. 1, (Jakarta: Akademika
Presindo CV, 1986), him. 76.

31 M. Yahya Harahap (aDp. Cit, him. 515.
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a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada
pengadilan negeri. Praperadilan sebagai lembaggadédan
hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sabag
satuan tugas yang tidak terpisahkan dengan peagagdihg

bersangkutan.

b. Dengan demikian, Praperadilan bukan berada didtaar di
samping ataupun sejajar dengan pengadilan negeri.

C. Administrasi yustisial, personal teknis, peralatagan

finansialnya takluk dan bersatu dengan pengadikgem,
dan berada dibawah pimpinan dan pengawasan Ketua
pengadilan negeri yang bersangkutan.

d. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian d
yustisial pengadilan negeri itu sendiri.

Menurut Pasal 77 KUHAP, pengadilan negeri berwenantk
memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan diafhg dalam
undang-undang tentang:

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, peraghenti

penyidikan, atau penghentian penuntutan.

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seoramggy

perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyrdiki@au

penunututan.

Pasal 78 ayat (1) menentukan bahwa yang melaksanakaenang
pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasgaladalah
praperadilan. Berdasarkan Pasal 77-97 KUHAP malangulingkup

Praperadilan dapat dijabarkan meliputi perkafa:

Sah atau tidaknya penangkapan;

Sah atau tidaknya penahanan;

Sah atau tidaknya penghentian penyidikan;

Sah atau tidaknya penghentian penuntutan;

Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seoraaggy
perkaranya dihentikan pada tingkat penuntutan;

PoooTw

1%2R. Soeparmondp. Cit, him. 22.
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f. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagiraeg yang
perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan.

Keputusan Hakim Pengadilan Negeri dalam memutuskapeer
Praperadilan hanya mengenai acara pidananya sdgk tnengenai
pelanggaran pidanany&® Oleh karena itu pada dasarnya yang
dipermasalahkan dalam Praperadilan bukanlah maiserkara yang
dituduhkan oleh penyidik kepada seorang tersangkangenai
kejahatannya melainkan mengenai penegakan progesnhacara pidana
yang diterapkan oleh penyidik terhadap tersangkaaldlya si A disangka
telah melakukan penipuan sebagaimana telah diator diancam oleh
Pasal 378 KUHP, Penyidik dalam melakukan penyidikadak pidana
tersebut melakukan upaya paksa penangkapan ataahgen tanpa
dilengkapi surat perintah penangkapan atau surattale penahanan dan
tidak memberitahukan hal itu kepada tersangka le¢dwarganya. Dalam
hal ini tersangka atau keluarganya dan atau pead$elkumnya, dapat
mengajukan permohonan gugatan Praperadilan kepatle Pengadilan
Negeri setempat untuk memeriksa dan memutus keabsadnangkapan
atau penahanan tersebtft.

Pada dasarnya hukum acara pidana kita sangat nmamgutinggi
hak asasi manusia, sekalipun terhadap seorang yahakwa telah
melakukan suatu tindak pidana. Namun hal ini bukararti terhadap
seseorang yang disangka maupun didakwa telah nkalaksuatu tindak
pidana diberikan haknya sedemikian rupa sepertiyhakeseorang yang
tidak tersangkut suatu tindak pidana, akan tetamskipun akan
dilaksanakan tindakan-tindakan tertentu bagi mergkag disangka
maupun didakwa telah melakukan tindak pidana hemgalpelaksanaan
tindakan-tindakan tersebut tidak sewenang-wenakay #etapi menuruti

apa yang telah ditentukan oleh undang-undang.

1% H.AK. Mochamad Anwar (Dading), dkkPraperadilan (Jakarta: IND-HILL-CO,
1989), him. 25.

% |bid.
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Apabila diperinci, maka wewenang hakim dalam Pragién
adalah sebagai beriktt?

1. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknyausuat
penangkapan;

2. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknyausuat
penahanan;

3. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknyausuat
penghentian penuntutan;

4. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknyausuat
penghentian penyidikan;

5. Memutuskan ganti kerugian dan atau rehabilitasii bag

seseorang yang perkara pidananya dihentikan padkati
penyidikan atau penuntutan

Ad. 1) Melakukan pengujian terhadap sah atau tigakrsuatu

penangkapan

Pada Pasal 1 angka 20 KUHAP, yang dimaksud dengan
penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupaggikangan
sementara waktu kebebasan tersangka atau terdajpalzlea terdapat
cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penant dan atau
peradilan dalam hal serta menurut cara yang dalam undang-undang
ini. Sebagaimana juga tertera dalam Pasal 17 KUhi#dka penangkapan
terhadap seseorang yang diduga keras melakukaaktpidana, haruslah
berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Hal inugeslengan bunyi
penjelasan Pasal 17 KUHAP yang menyatakan bahwangYdimaksud
bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaatuku menduga
adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 anghdJHAP.” Pada
pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkaoiak tlapat dilakukan
dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepad&kaeyang betul-
betul melakukan tindak pidana. Selain itu, dalamkBuPetunjuk
Pelaksanaan Kepolisian Negara Republik Indonesiatafig Proses
Penyidikan Tindak Pidana Bab | Nomor 5 huruf g bigkan bahwa bukti

135 oebby LogmanQp. Cit, him. 58.
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permulaan yang cukup ialah alat bukti untuk mendaggnya suatu tindak
pidana dengan mensyaratkan adanya minimal lapoaddisi gitambah
adanya salah satu alat bukti yang sah. Hal inyéatg kemudian dijadikan
dasar oleh pihak penyidik dalam hal ini polisi dalanengubah status
seseorang menjadi seorang tersangka.

Maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, syarat rhadeairi
suatu penangkapan adalah adanya suatu bukti penmydang cukup. Jadi
meskipun hakim Praperadilan hanya berfungsi setm@ganinating judge
saja, maka dalam mengxaminasi sahnya suatu penangkapan haruslah
juga dilihat dasar dilakukannya suatu penangkagakni adanya bukti
permulaan yang cukup.

Dasar dilakukannya suatu penangkapan haruslah panda
perhatian khusus, karena sesuai dengan penjelasaRatal 17 KUHAP,
bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukaverseng-wenang,
tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betubkigan tindak pidana.

Ad. 2) Melakukan pengujian terhadap sah atau tigalsuatu penahanan.

Suatu penahanan dilakukan apabila ada seorangkveadgang
diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkai lyang cukup
seperti yang termuat dalam Pasal 21 ayat (1) KUWAR) menyatakan:
perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakigkhadap seorang
tersangka atau terdakwa yang diduga keras melaktikdak pidana
berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya aesadyang
menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau kesmaakan
melarikan diri, merusak atau menghilangkan barangtibdan atau
mengulangi tindak pidana.

Dalam KUHAP suatu penahanan dianggap sah apabitaemghi
syarat-syarat formil, yakni adanya surat perintaBngmanan dan
sebagainya, akan tetapi didalam KUHAP juga diatorang dapat ditahan
yakni apabila ada dugaan keras dia melakukan tipi@dna, disamping
adanya suatu keadaan yang dikhawatirkan bahwa ngkaa akan

melarikan diri, merusak atau menghilangkan barangktib atau
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dikhawatirkan tersangka akan melakukan lagi tindaiklana. Jadi
disamping syarat formil, untuk melakukan penahaharuslah dipenuhi

pula adanya keadaan dikhawatirkan akan terjadi peig@sangka.

Ad. 3) Melakukan pengujian terhadap sah atau tigalsuatu penghentian
penyidikan.

Pengajuan permintaan Praperadilan atas keabsahayidigan
dapat diajukan oleh pegawai penyidik dan pihak dgeetiyang
berkepentingan. Didalam KUHAP, penyidikan dilakukaleh pegawai
penyidik sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angkdJHAP yang
menyatakan: Penyidik adalah pejabat polisi NegaepuBlik Indonesia
atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yangrdivewenang khusus
oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam hal melakukan penyidikan tentunya tergantpada banyak
faktor dari polisi itu sendiri, baik faktor yangrasal dari diri polisi itu
sendiri, umpamanya keterampilan, kepekaatelegensiadan sebagainya,
maupun faktor yang berasal diluar polisi terselbmpamanya fasilitas,
lingkungan dan sebagainya. Apabila dilakukan pengée penyidikan,
maka akan terjadi suatu keresahan dalam masyana#iké pihak penyidik
sendiri dapat memohon diperiksa penghentian pémndi oleh
praperadilan, dengan demikian kalaupun diputuskamva penghentian
penyidik dianggap sah, maka hal tersebut akan daeatipakan suatu
kepastian hukum bagi masyarakat. Putusan Prapmmadiengenai sah
tidaknya penghentian penyidikan dapat dimintakamdbray, tidak seperti
halnya dengan pemeriksaan Praperadilan terhadésdean penangkapan

maupun penahanan.

Ad.4) Melakukan pengujian terhadap sah atau tidalsuatu penghentian
penuntutan.
Sama halnya dengan pemeriksaan Praperadilan t@risada atau
tidaknya penghentian penyidikan, maka pemeriksaalapdpradilan

terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian pgaonadalah sebagai
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suatu pengawasan secara horizontal, seperti yaotarakan dalam
penjelasan Pasal 80 KUHAP yang berbunyi: “Pasabermaksud untuk
menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melatana pengawasan
secara horizontal.” Oleh karena itu, Praperadilaamitiki peran yang
penting untuk meminimalisir penyimpangan dan peaygilinaan
wewenangdbuse of powgrdalam pelaksanaan proses penegakan hukum.

Tegasnya apabila terjadi suatu penghentian peramiuiaka tidak
ada upaya hukum lainnya bagi si korban atau pitedig& untuk meminta
keadilan; oleh karena itu maka dengan adanya Radien dimana hakim
Praperadilan diberikan wewenang untuk memeriks#dadzan dari suatu
penghentian penuntutan adalah juga menjadi suattyaupukum bagi
korban atau pihak ketiga. Apabila Praperadilan yarmenetapkan tidak
sahnya penghentian penuntutan, maka dapat dimmiakisan akhir ke
pengadilan tinggi.

Ad. 5) Memutuskan ganti kerugian dan atau rehalilibagi seseorang
yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat idé@n atau
penuntutan.

Ganti kerugian didalam KUHAP adalah ganti kerudiagi mereka
yang ditangkap atau ditahan tanpa sah, yakni g@ntigian yang menjadi
wewenang hakim praperadilan. Permintaan ganti kanuglan atau
rehabilitasi melalui Praperadilan hanyalah berkardgengan seorang yang
perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyrdiggau penuntutan,
dengan kata lain yang tidak diajukan ke pengad#alapun alasan untuk
mengajukan permintaan ganti kerugian dan atau ii@haabini yaitu:

1. tidak sahnya penangkapan atau penahanan; atau

2. telah dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang

berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan

mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Apabila kita cermati diatas, jelas bahwa Prapeaadhanya dapat
dimintakan terhadap upaya paksa penangkapan dashgeemn, tetapi
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dalam Pasal 82 (3) huruf§ dapat dilihat bahwa melalui Praperadilan
dapat ditetapkan bahwa “benda yang disita ada yidag termasuk alat
pembuktian” karena “benda tersebut harus segerandiklikan kepada
tersangka atau dari siapa benda itu disita”. Dengamikian apabila
ditelaah maka Praperadilan tidak hanya terbatasa pseh tidaknya
penangkapan dan penahanan saja tetapi juga mersggnadaknya benda
yang disita sebagai alat pembuktian.

Sebagaimana telah diutarakan diatas, maka maksadaldin
lembaga Praperadilan ini merupakan kontrol/pengawastas jalannya
hukum acara pidana dalam rangka melindungi  hak-hak
tersangka/terdakwa. Kontrol tersebut dapat dilakukengan cara-cara
sebagai berikut®’

a. Kontrol vertikal, yakni kontrol dari atas kebawabh.

b. Kontrol horizontal, yakni kontrol kesamping, antara
penyidik, penuntut umum timbal balik dengan ter&ang
keluarga atau pihak ketiga.

Menurut Loebby Logman, dijelaskan bahwa fungsi pevasan
horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahykram dilakukan oleh
lembaga Praperadilan tersebut juga merupakan badgain kerangka
sistem peradilan pidana terpadfi Adapun tujuan yang ingin dicapai dari
pengawasan horizontal dari lembaga Praperadilaeliat adalah sesuai
dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuéngiptakan suatu
proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerdongkprocess of

law 159

%6 |ndonesia (a)Op. Cit., Pasal 82 ayat (3) huruf d : “Dalam hal putusan etegkan
bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk pganbuktian, maka dalam putusan
dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera hii#tikan kepada tersangka atau dari siapapun
benda tersebut disita.”

57 Moch. Faisal SalamHukum Acara Pidana Dalam Teori Dan PraktefBandung:
Mandar Maju, 2001), him. 322.

138 | oebby LogmanQp. Cit him. 20.
1%9R. Soeparmondp. Cit, him. 15-17.
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Due process of lapada dasarnya bukan semata-mata mengeileai
of law, akan tetapi merupakan unsur yang essensial dalam
penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwaerupakari...a
law which hears before it condemns, which procagusn inquiry, and
renders judgement only after tridl..Pada dasarnya yang menjadi titik
sentral adalah perlindungan hak-hak asasi inditehnadaparbitrary
action of the govermefff

Dengan adanya lembaga Praperadilan dijamin bahsensng tidak
ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang sah. §ezan hanya
dilakukan atas dasar dugaan yang kuat dengan amdasgti permulaan
yang cukup. Sedangkan ketentuan bukti permulaan diserahkan
penilaiannya kepada penyidik. Hal ini membuka keghuman sebagai
alasan pengajuan pemeriksaan praperadilan.

3.2. Proses Praperadilan Berdasarkan Kitab Undang/ndang Hukum
Acara Pidana Indonesia

3.2.1. Alasan Mengajukan Praperadilan
Berdasarkan Pasal 77 KUHAP, yang menjadi dasamukunt

mengajukan permohonan Praperadilan adalah:

a. Permohonan untuk mengajukan pemeriksaan terhadep sa
atau tidaknya penangkapan.
Terhadap sahf/tidaknya penangkapan maka Hakim
Praperadilan harus menguji apakah telah dilakukamgal
syarat dan tata cara/prosedur yang diatur dalam ARJhi
dapat dijadikan alasan untuk mengajukan Praperadila
apabila dilakukan pelanggaran.

b. Permohonan untuk mengajukan pemeriksaan terhadap sa

atau tidak penahanan

10 yYesmil Anwar dan AdangSistem Peradilan PidanaBandung: Widya Padjajaran,
2009), him. 113.
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Terhadap sah atau tidaknya penahanan ini maka Hakim

Praperadilan harus menguji juga syarat dan tata

cara/prosedur penahanan.

Syarat yang dimaksud adal#f:

1. Tersangka atau tersangka diduga keras melakukan
tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup

2. Tersangka atau tersangka dikhawatirkan akan
melarikan diri atau melakukan tindak pidana

3. Tindak pidana yang dilakukan ancamannya 5 tahun
atau lebih atau suatu tindak pidana tertentu.

Tata cara/prosedur penahanan yang dimaksud adalah
kelengkapan surat perintah penahanan (SPP) dayididen
yang harus diberikan kepada tersangka. Tembusaat sur
tersebut harus diberikan kepada keluarganya.

C. Permohonan untuk mengajukan pemeriksaan terhadep sa
atau tidaknya penghentian penyidikan.
Penghentian penyidikan adalah suatu tindakan eanyigik
untuk tidak melanjutkan pemeriksaan atas suatuskgsng
sedang ditanganinyd” Permohonan Praperadilan terhadap
penghentian penyidikan diajukan apabila terjadiugem
yang diderita oleh tersangka. Hakim Praperadilarua
menguji  alasan permohonan Praperadilan dengan
mempertimbangkan keabsahan dari penghentian p&ayidi
tersebut. keabsahan dari suatu penghentian peagidik
adalah sesuai dengan isi Pasal 109 ayat (2) KUHAR:y
1. Tidak terdapat cukup bukti
2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
3. Penyidikan dihentikan demi hukum karena

tersangka sakit jiwa atau meninggal dunia

161 R. Soeparmondp. Cit, him. 21.
%2 |bid., him. 22.
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4. Tidak adanya pengaduan atas delik aduan
5. Tersangka belum dewasa
6. Tersangka melakukan perintah jabatan
d. Permohonan untuk mengajukan pemeriksaan terhadap sa

atau tidaknya penghentian penuntutan

Penghentian penuntutan adalah suatu tindakan eauinput
umum untuk tidak melimpahkan berkas perkara pidana
kepada Pengadilan Negeri. Hakim Praperadilan harus
menguji  alasan permohonan Praperadilan dengan
mempertimbangkan keabsahan dari penghentian peaaontu
tersebut. Keabsahan dari suatu penghentian peauantut
adalah sesuai dengan isi Pasal 109 angka (2) KUHAP

yaitu:*®®

Tidak terdapat cukup bukti

Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
Penyidikan dihentikan demi hukum karena
tersangkanya sakit jiwa atau meninggal dunia
Tidak adanya pengaduan atas delik aduan
Tersangkanya belum dewasa

Tersangkanya melakukan perintah jabatan

oS

ook

Selain itu, penghentian penyidikan atau penghentian
penuntutan “demi kepentingan umum” yang artinya
penghentian itu dilakukan berturut-turut oleh peikyiatau
penuntut umum karena masih perlu menemukan bukti la
Sedangkan penghentian penyidikan atau penghentian
penuntutan demi hukum yang dapat terjadi karenakunt

perkara yang bersangkut&:

183 |ndonesia (a)Op. Cit, Pasal 109 angka (2).
184 Moch. Faisal SalanQp. Cit, him. 322.
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Karena telah daluarsa;

Karena tidak ada pengaduan pada delik aduan atau
pengaduannya dicabut;

Karena tersangka/terdakwa meninggal dunia.

Karena keliru orangnyaefror in persony;

Karenane bis in idem

Karena bukan perkara pidana

Peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum
telah dicabut.

N =

NOoOkW

e. Tuntutan ganti kerugian
Mengenai ganti kerugian diatur dalam Pasal 1 arigka
KUHAP yaitu:®

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat
pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalamiséju
uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupuadildi
tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atnaka
kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang gitara
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Mengenai ganti kerugian ini termasuk juga wewenang
lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam B8&sal
ayat (1) KUHAP vyaitu®®

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwadalaiin
suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilgarine
menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakirtu&e
sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkark u
menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada
perkara pidana itu.

1% |ndonesia (a)Op. Cit, Pasal 1 angka 22.
1% |ndonesia (a)Dp. Cit, Pasal 98 ayat (1).
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Makna dari “kerugian bagi orang lain” ialah kerugiaihak
ketiga termasuk saksi korban. Akan tetapi antaragian
yang diatur dalam Pasal 1 angka 22 KUHAP dengan
kerugian yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP
terdapat persamaan dan perbedaannya, yaitu:
1) Persamaannya:

a. Diadili menurut acara praperadilan

b. Keharusan mengganti kerugian
2) Perbedaannya:

a. Ganti kerugian pada Pasal 1 angka 22 KUHAP
diberikan pada kasus Praperadilan yang disebabkan
karena tidak sah penangkapan, penahanan,
penghentian penyidikan dan penghentian
penuntutan. Sedangkan tuntutan ganti kerugian yang
diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP diberikan
pada perkara pidana yang akibat daripada
menimbulkan pelaku delik.

b. Tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 1
angka 22 KUHAP diajukan oleh tersangka,
sedangkan kerugian yang diatur dalam Pasal 98 ayat
(1) KUHAP diajukan oleh saksi korban atau pihak
ketiga.

c. Tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 98
ayat (1) KUHAP, dititipkan kepada penuntut umum
sebelum tuntutan hukuman dibacakan, sedangkan
tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 1
angka 22 diperiksa khusus oleh pengadilan
praperadilan.

Wewenang memeriksa dan memutuskan tuntutan
ganti rugi merupakan sesuatu yang baru bagi hakim
pidana, karena sebelumnya tuntutan ganti rugi, baik

ia ditujukan kepada perseorangan maupun
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pemerintah, sesuai dengan undang-undang yang
berlaku selalu diperiksa dan diputus oleh hakim
perdata. Apalagi wewenang untuk memeriksa dan
memutus permintaan rehabilitasi, karena selama ini
orang mengetahui bahwa wewenang untuk
memberikan rehabilitasi itu menurut Pasal 14
Undang-Undang Dasar 1945 merupaka wewenang
Presiden.
f. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan

pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan harkat

serta martabatnya semula. Pengajuan rehabilitdsgse

alasan Praperadilan ini dapat dilakukan terhadapyaip

paksa penyidikan, penuntutan, atau putusan pergadil

3.2.2. Tata Cara/Prosedur Permohonan Praperadilan
Lembaga Praperadilan merupakan lembaga yang mesgd

kesatuan tugas dan fungsi dengan pengadilan nd¢ggiatan dan tata
laksana yustisial Praperadilan tidak terlepas skaaktur dan administrasi
pengadilan negelf’ Segala sesuatu yang menyangkut administrasi dan
pelaksanaan Praperadilan berada dibawah ruangupniggtua Pengadilan
Negeri®® Pengajuan permohonan Praperadilan tidak terlepdstubuh
pengadilan negeri dan harus atas izin ketua pelagadiegeri yang
bersangkutan®®

Permintaan pemeriksaan Praperadilan tidak dapgikadin dalam
setiap waktu. Undang-undang tidak menentukan bit@mpermintaan
pemeriksaan Praperadilan itu diajukan. Tetapi kisténtuan Pasal 82 ayat
() huruf d KUHAP dapat diketahui bahwa permintgaemeriksaan
Praperadilan itu diajukan sebelum perkara itu digsar di pengadilan

¥R, Soeparmondp. Cit, him. 46.
%8 bid., him. 47.
%M. Yahya Harahap (ap. Cit, him. 524.
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negeri, sebab dalam hal perkara itu sedang atah w@periksa maka
permintaan tersebut menjadi gud(ft.

Permohonan Praperadilan disampaikan kepada ketngagilan
negeri yang berwenang memeriksa perkara sesuaadétagal 79, 80, dan
81 KUHAP. KUHAP tidak mengatur mengenai kompetemslatif
pengadilan negeri yang berwenang memeriksa. Praydikg selalu
dilakukan adalah diajukan kepada pengadilan nedjewilayah hukum
orang yang diduga melakukan tindak pidana (tersangkau di wilayah
hukum tempat tinggal termohon (penyidik atau ppliSUHAP juga tidak
mengatur tentang bentuk permohonan Praperadilang yéarus
disampaikan kepada pengadilan negeri. Permohonapefadilan dapat
dilakukan secara lisan atau tulisan karena tidak kadentuan baku untuk
hal tersebut’* Praktik yang terjadi, pendaftaran permohonan Peatian
dilakukan pada kepaniteraan pidana pengadilan ndgegan penomoran
yang khusus. Pada prinsipnya KUHAP tidak mengatengdn tegas
mengenai tata cara/prosedur pengajuan permohoml@erpdilan. Hal itu
hanya diketahui dan dilakukan berdasarkan kebiagaag ada di dalam
pengadilan negeri setempat. Pembiayaan terhadapmopenan
Praperadilan juga tidak diatur secara spesifikrdfdJHAP. Praperadilan
yang merupakan bagian dari sistem perkara pidamapakan tanggungan
negara. Hal ini menyatakan bahwa biaya permohoneapePadilan
menjadi tanggung jawab negara.

Setelah permohonan Praperadilan tersebut didaftarlkdi
kepaniteraan, maka permohonan tersebut akan diteegialam perkara
praperadilart’? Langkah selanjutnya adalah permohonan tersebut aka
diteruskan kepada ketua pengadilan negeri untdkaldan penunjukkan
hakim praperadilan. Tiga hari setelah menerima dserpemeriksaan
penyidikan, hakim Praperadilan akan menetapkandideing sesuai Pasal
82 ayat (1) huruf a KUHAP. Setelahnya akan dilakukgmanggilan

0 H A.K. Mochamad Anwar (Dading), dkkOp. Cit, him. 31.
1 Darwan PrintsQp. Cit, him. 47.
2 bid., hal 49.
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secara patut oleh pengadilan negeri yang berwen&ngses-proses
tersebut adalah tata cara/prosedur yang berlaku diaarjakan dalam

praktik yang terjadi selama ini.

3.2.3. Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Praperdilan
Pasal 79 KUHAP menyatakan bahwa permohonan Pdifzera

dapat dimintakan oleh tersangka, keluarga, atausdqya. Pasal 80
KUHAP menyatakan bahwa permohonan untuk melakydeaneriksaan
tentang sah atau tidaknya suatu penghentian pé&ayichitau penuntutan
dapat dimintakan oleh penyidik atau penuntut umuau pihak ketiga
yang berkepentingan. Pasal 81 KUHAP menyatakan dgbevmintaan
ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidars/a penghentian
penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan olesatgka atau pihak
ketiga yang berkepentingan. Pasal 95 ayat (2) KUHARyatakan bahwa
tuntutan ganti kerugian diputus di sidang Prapéadisebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77.

Menurut R. Soeparmono, pihak yang dapat mengajukan
Praperadilan adalah setiap orang yang dirugikang ydapat meliputi
keluarga tersangkd® Berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan
sebelumnya, Darwan Prints mengkategorikan pihaklpifiang berhak

mengajukan permohonan Praperadilan dalam tabegjaeberikut*"*

Tabel 2.1.
TUNTUTAN PASAL
PENUNTUT
PRAPERADILAN DALAM
PRAPERADILAN
DALAM HAL KUHAP
Sah atau tidaknya - Tersangka 79 KUHAP

13 R. Soeparmondp. Cit, him. 35.
174 Darwan PrintsQp. Cit, him. 5-7.
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penangkapan/penahanan - Keluarga
tersangka
Penghentian Penyidikan - Penuntut Umum | 79 KUHAP

- Pihak ketiga yang
berkepentingan

Penghentian Penuntutan - Tersangka 80 KUHAP
- Pihak ketiga yang

berkepentingan

- Penyidik
Tuntutan ganti kerugian
yang:
a. Perkaranya tidal - Tersangka 95 ayat (1)
sampai ke pengadilan - Terpidana dan (2)
- Ahli waris KUHAP
b. Perkaranya sampai ke - Tersangka 97 ayat (3)
pengadilan - Terpidana KUHAP
- Ahliwaris

Pihak ketiga yang berkepentingan menurut Darwant$radalah
orang yang mempunyai kepentingan dengan dilanjutkan tidaknya
suatu perkara pidar& Pihak ketiga tersebut adalah saksi korban dari

suatu tindak pidana, saksi pelapor/pengadu, ataadkmnya.

2.2.4. Pejabat Yang Dapat Diajukan Praperadilan
Pejabat yang dapat diajukan sebagai termohon Rdi[@ adalah

penyidik dan atau penuntut umum berdasarkan Pa2akhrgka (3)
KUHAP. Pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan bahwa ydingaksud
dengan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Rl &ejabat Pegawai

78 bid., hal 7.
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Negeri Sipil (PPNS). PPNS ini wajib diberi wewenakigusus oleh UU
untuk melakukan penyidikan. Pasal 6 KUHAP menyatdkahwa’®

Penyidik adalah:
a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia (POLRI)

b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang dibenvenang
khusus oleh UU
C. Syarat Kepangkatan pejabat sebagaimana diatur dalam

1 akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemahint

Ketentuan-ketentuan diatas menyatakan bahwa yanmkdud
dengan penyidik ada 2 macam yakni, penyidik POL&1 degawai negeri

tertentut’”

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 mTasg3
(PP No. 21/1983), polisi yang dapat menjadi pekyalilalah sekurang-
kurangnya berpangkat sebagai Pembantu Letnan DefaajPPolisi’®
Pasal 2 PP No. 21/1983 lebih lanjut menyatakanatgntkepangkatan
penyidik POLRI:

1. Pejabat POLRI yang sekurang-kurangnya berpangkat
pembantu letnan dua polisi yang ditunjuk KAPOLRS sz
dengan peraturan

2. Bila dalam suatu sektor tidak ada, maka komandé&torse

yang berpangkat Bintara di bawah pembantu lethaa du

polisi karena jabatannya adalah penyidik

Menurut Pasal 2 PP No. 27/1983 penyidik yang berstaegawai

negeri sipil sekurang-kurangnya harus berpangkagater muda tingkat-|

%% Indonesia (a)Op. Cit, Pasal 6.
" Hari Sasangka&p. Cit, him. 22.
8 bid., him. 23.
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golongan-li/b atau disamakan dengan ‘ftiPasal 2 PP No. 27/1983
menerangkan lebih lanjut:
1. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sekurangrigmga
berpangkat pengatur muda tingkat | (golongan II/b)
2. Penyidik tersebut diangkat oleh menteri atas usadi d
departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut
3. Menteri sebelum mengangkat mendengarkan terlebih
dahulu pertimbangan Jaksa Agung dan KAPOLRI
Keberadaan penyidik PNS adalah akibat tidak semdak
pidana yang bersifat khusus dikuasai oleh penyidik
POLRI !

Penyidik yang bertugas pada praktiknya berasaliastansi yang
berbeda-bed¥" Penyidik semacam ini disebut penyidik tindak palan
khusus atau tertentu. Sebagai contoh tindak pidlanaus seperti masalah
ketenagakerjaan akan disidik oleh pejabat dari Repen Tenaga Kerja.
Masalah tindak pidana di bidang pajak akan disiolé&h pejabat dari
petugas perpajakan. Masalah tindak pidana korukan alisidik oleh
pejabat dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidanaup&y dan lain
sebagainya. Pengecualian semacam itu didasarkal P&% angka (2)
KUHAP yang menyatakan bahv&f:

Setelah waktu dua tahun setelah KUHAP diundangkaaka
terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan WUdé@ngan
pengecualian untuk sementara mengenai ketentuasu&hacara
pidana sebagaimana tersebut pada UU tertentu, saagm
perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

19 Darwan PrintsQp. Cit, him. 9.

180 Hari Sasangka&p. Cit, him. 24.

181 Darwan PrintsQp. Cit, him. 9.

182 |ndonesia (a)Qp. Cit.,Pasal 284 ayat (2).

Universitas Indonesia

Limitasi penghentian..., Herbet Pardamean Tambunan, FH Ul, 2012.



95

Ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP tersebut merkberi
wewenang bagi para penyidik tindak pidana tertegmatug telah memiliki
Undang-Undang khusus untuk melakukan tugas peraidf® Undang-
Undang khusus tersebut diantaranya Undang-Undamgiaki Pidana
Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971) dan Wgdandang
tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan ktipi@dana ekonomi
(Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995).

Pemeriksaan Praperadilan Dalam Hukum Acara Blana di Indonesia

3.3.1. Proses Pemeriksaan Menurut KUHAP
Acara pemeriksaan Praperadilan diatur dalam PaBakUHAP

dan diatur lebih lanjut dalam Pedoman PelaksanddHAP.*** Acara
pemeriksaan Praperadilan secara bertahap adalapeséierikut:

1. Permohonan  Praperadilan ditujukan kepada ketua
pengadilan negeri
2. Pada hari itu juga permohonan tersebut setelahtadica

dalam buku register perkara Praperadilan diajukbeh o
pejabat pengadilan negeri yang diserahi tugas lkepad
ketua/wakil ketua untuk menunjuk hakim yang menanga
perkara tersebut

3. Praperadilan diperiksa oleh hakim tunggal atas peikisan
ketua pengadilan negeri

4. Segera setelah menerima penunjukkan perkaranyamdal
waktu 3 hari setelah dicatatnya perkara, hakim éteaplan
harus menetapkan hari sidangnya, dengan memanggil p
tersangka, tersangka atau pemohon maupun pejabgt ya
berwenang untuk didengar di persidangan

5. Di dalam pemeriksaan persidangan Praperadilan gaten
keterangan tersangka atau tersangka atau pemoltan se
pejabat yang berwenang

6. Berita acara sidang Praperadilan dibuat sepertukunt
pemeriksaan singkat

7. Dalam waktu 7 hari, perkara Praperadilan sudah sharu
diputus

183 Hari Sasangka&p. Cit, him. 27.
¥ |bid., him. 201.
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8. Dalam hal suatu pemeriksaan Praperadilan sedang
berlangsung, tetapi pokok perkaranya sudah myperikisa
oleh pengadilan negeri, maka pemeriksaan Prapanadil
dinyatakan gugur, dengan dibuatkan penetapan

9. Putusan Praperadilan pada tingkat penyidikan dapat
diajukan lagi pada tingkat penuntutan dengan dajuk
permohonan baru.

Jalannya proses pemeriksaan persidangan Praperadgaurut
Hari SasangK&®> hampir sama atau mengadopsi pemeriksaan dalam
hukum acara perdata. Jalannya pemeriksaan Prajperatialah sebagai
berikut:

1. Pembukaan sidang oleh hakim praperadilan. Pembukaan
sidang dilakukan dengan ketokan palu, dan sidang
dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum oleh hakim
praperadilan

2. Memeriksa kelengkapan para pihak yang terdapatndala
perkara tersebut. hakim Praperadilan memeriksa adpak
para pihak yakni pemohon ataupun termohon Prapenadi
sudah hadir atau belum. Misalnya belum hadir apakah
sudah dipanggil secara sah atau belum. Jika pdrak pi
diwakili oleh kuasanya maka diperiksa keabsaharatsur
kuasanya

3 Pembacaan permohonan Praperadilan dari pemohon

4 Pembacaan jawaban termohon praperadilan

5. Replik dari pemohon praperadilan

6. Duplik dari termohon praperadilan

7 Pemohon Praperadilan didengar keterangannya

8 Termohon Praperadilan didengar keterangannya

9 Pemeriksaan alat bukti baik dari pemohon maupun
termohon

10. Kesimpulan para pihak

11. Putusan praperadilan

Ketentuan pemohon ataupun termohon untuk didengar
keterangannya di pengadilan sesuai dengan ketetasal 82 ayat (1)

huruf b KUHAP. Menurut Hari Sasangka, keterangangydidengarkan

185 hid., him. 203-204.
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dalam pemeriksaan Praperadilan sama dengan penwerikacara biasa
yaitu secara lisaff’

Penentuan tentang pemeriksaan yang dilakukan aseegat dan
selambat-lambatnya 7 hari menurut Darwan Prints immgumkan
ketidakjelasan pemahaman. Waktu 7 hari tersebutuddp sejak hari
pendaftaran tuntutan Praperadilan atau 7 hari segp@ksidangan
Praperadilan dibuka untuk umufif.Menurut Hari Sasangka, penentuan 7
hari ini dilakukan sejak sidang Praperadilan dibukéuk pertama kaff®
dan hakim Praperadilan haruslah mengatur waktudaergan sedemikian
rupa hingga persidangan dapat selesai tepat wkidsalah penentuan 7
hari ini menimbulkan perbedaan tafsir diantara psasjana hukum.
Penafsiran yang pertama bahwa waktu 7 hari itutudilgi sejak tanggal
tuntutan Praperadilan diregister di kepaniteraamgpdilan negeri.
Penghitungan sejak hari pendaftaran semacam im gksuai dengan

prinsip peradilan yang cep4t,

3.3.2. Pemeriksaan Praperadilan Berdasarkan Buku-lIMahkamah
Agung Republik Indonesia (MA-RI) tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Tugas Pengadilan

Ketentuan tentang Praperadilan yang diatur daaku-1I MA-

RI dicantumkan dalam Pasal 24 angka 1 sampai akefé& Hal-hal yang

berkaitan dengan proses pemeriksaan Praperadiiaraaain’®°

a. Permohonan Praperadilan diajukan kepada pengadilan
negeri, memohon agar penyidikan tentang kasus/gerka
pidana berdasarkan Pasal 83 angka 1 KUHAP harus
berbentuk putusan dan bukan penetapan,

"% bid., him. 204.

87 Darwan PrintsQp. Cit, him. 53.
188 Hari Sasangka&p. Cit, him. 204.
189 Darwan PrintsQp. Cit, him. 53.

1% Mahkamah Agung RIPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perayadil
Buku Il MA-RI cet. 4, (Jakarta: MA-RI, 2003), him. 193-194.
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b. Terhadap putusan Praperadilan tidak dapat diajukan

banding,

C. Permohonan banding yang diajukan terhadap putusan
tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima,

d. Pemeriksaan Praperadilan berlangsung cepat sehiicigda

dimungkinkan juga mengajukan kasasi terhadap pumtusa
praperadilan,

e. Mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau pearahan
bentuk keputusan Praperadilan adalah: “putusan”.

Selain hal-hal yang diuraikan tersebut, Buku Il NRA-tidak

mengatur lebih lanjut tentang teknis pemeriksaaapé&madilan dan

sepenuhnya menggunakan pengaturan dalam KUHAP.

3.3.3. Tinjauan Para Sarjana Hukum Terhadap Prose®emeriksaan
Praperadilan

Acara Pemeriksaan Praperadilan adalah yang dkamtaalam
Pasal 82 ayat (1) KUHAP. Pasal 82 ayat (1) hurdklHAP menentukan
bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara prafzradiakim
Praperadilan harus mendengarkan semua keterangéterakgan tersebut
baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabay berwenang.
Menurut Ratna Nurul Afifah, dalam praktik yang &a&hj hakim tidak
hanya mendengar keterangan dari kedua belah pikiakim juga
memperhatikan jawaban termohon baik berupa tanggatza sanggahan
atas dalil-dalil yang diajukan pemohon, tanggapan gemohon dan
jawaban Termohon atas tanggapan pemohon terSehdal yang sama
juga dikemukakan oleh Hari Sasangka tentang jaEnpgrsidangan
pemeriksaan praperadilaff. Terhadap ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b
KUHAP, Darwan Prints mempersoalkan tentang bentekngriksaan
keterangan tersangka, pemohon, atau termohon. keaer dalam
bentuk lisan atau tulisan. Menurutnya setelah peonan Praperadilan
dibacakan, maka hakim akan mendengarkan semuakgger secara lisan

di persidangan® Hari Sasangka memberikan pandangan bahwa

191 Ratna Nurul AfifahOp. Cit, him. 91.
192 Hari Sasangkd,oc. Cit, him. 204
193 Darwan PrintsQp. Cit, him. 55.
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keterangan termohon, tersangka, dan pemohon meimang didengar
secara lisan. Hal ini dilakukan agar hakim dapatdeeagar langsung dari
para pihak tentang segala sesuatu yang diperluldamd menyusun
pertimbangan hakif?* Mengenai hal ini, Ratna Nurul Afifah juga
berpendapat bahwa untuk membuat suatu pertimbaggag objektif
maka hakim harus mendengarkan keterangan secgsulandan lisan.

Permasalahan yang juga disoroti oleh Ratna Nufifatf adalah
kewenangan hakim dalam memeriksa berkas perkarag&tai hal ini,
KUHAP tidak mengatur apakah dalam melakukan persaak di sidang
praperadilan, hakim berwenang memeriksa berkasaperitau tidak®
Dalam mengajukan permohonan pemeriksaan Praparasiibagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP, pemohon akan meshkjata duduk
perkaranya sebagai alasan dan dasar permohonaebuersDalam
permohonan yang diajukan juga akan dicantumkanangntpetitum.
Petitum berisi hal-hal apa saja yang akan dimiréh ggemohon untuk
ditetapkan atau diputus oleh hakim. Menurut RatnaruN Afifah,
kewenangan hakim untuk memeriksa berkas perkagartemg dari isi
permohonan tersebut. Pada saat hakim merasa peaka na dapat
memerintahkan kepada termohon untuk membuktikanerkatan dari
dalil-dalil yang diajukan pemohon dalam sidang pragilan*®®

Berkaitan dengan sistem acara persidangan yan@t cean
diselesaikan dalam selambat-lambatnya 7 hari, DaRvants memberikan
tiga penafsiran yang dapat digunakan. Penafsiratarpa, bahwa waktu
tujuh hari itu dihitung sejak tanggal tuntutan Rnagdilan deregister di
kepaniteraan pengadilan negeri. Dengan demikianspat harus sudah
dijatuhkan dalam waktu tujuh hari sejak pendaftagam@peradilan.
Menurut Darwan Prints, penafsiran pertama ini Seslémgan prinsip

Praperadilan yang harus diputuskan secara ¢&p&tenafsiran kedua,

19 Hari Sasangkd,oc. Cit, him. 204.
195 Ratna Nurul AfifahOp. Cit, him. 91.
1% 1bid.

197 Darwan PrintsQp. Cit, him. 53.
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bahwa waktu tujuh hari itu dihitung sejak tanggmlasg pemeriksaan
pertama dimulai. Menurut Darwan Prints hal ini daparakibat tidak
pastinya kapan putusan akan diambil karena putB@saperadilan akan
menunggu pelaksanaan sidang pertdffieSebagai contoh, pada hari
sidang pertama yang ditentukan tertuntut Prapenadidak hadir maka
sidang terpaksa diundur untuk memanggilnya kembRényelesaian
Praperadilan juga akan tertunda untuk menunggudaegan pertama dan
hal ini akan berlangsung seterusnya sampai termoRoaperadilan
memenuhi panggilan. Penafsiran ketiga, waktu thgiitu dihitung sejak
hakim menentukan hari sidang. Penghitungan yangikitam menurut
Darwan Prints akan sangat merugikan pemohon prditeta karena
proses pemeriksaan yang terlalu cepat dan tertwnwékan menimbulkan
banyak kesalahaft:

3.3.4. Permasalahan yang Terjadi Dalam Lembaga Pperadilan
Dalam pelaksanaan Praperadilan hambatan muncuikaneksud

dan tujuan pemberlakuan Praperadilan tidak tercsgzzra baik dan benar
sehingga hak-hak tersangka untuk memperoleh pargah hukum
masih terabaikan. Praktik Praperadilan dipahamiagab menemukan
keadilan prosedural bukanlah keadilan substantifaktik peradilan
membuktikan hakim Praperadilan hanya melihat sejaama penyidik
telah melaksanakan ketentuan menurut KUHAP, jadiaparosedur
semata-mata. Sangat jarang terjadi hakim Praparadihemeriksa
kebenaran materiil dari keberatan tersangka atdakp@n penyidik dan
memeriksa kebenaran alasan-alasan penahanan yhig diakukan
penyidik terhadap seorang tersangaSelain masalah ini, hambatan-
hambatan lain yang mencolok adalah bolak-balikngkkgra pidana dari

penyidik Polri ke Jaksa sehingga hak tersangka kumhemperoleh

%8 |bid., him. 55.
199 Darwan PrintsQp. Cit, him. 53,

200 Romli Atmasasmita, “Kedudukan “Hakim Komisaris” [Bm Sistem Peradilan Pidana
di Indonesia”, Varia Peradilan No. 306 Mei 201InhP4.
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kepastian hukum telah diabaikan; bahkan seringderpolak-baliknya
perkara dilatarbelakangi oleh kepentingan pribadu akelompok atau
politik.?**

Menurut O.C. Kaligis dalam tulisannya yang berjudtiakim
Investigasi/Hakim Komisaris Sebagai Perluasan DRmaperadilan®®
Lembaga Praperadilan merupakan upaya hukum yaagdbekukan oleh
tersangka, terdakwa, dan terpidana untuk mengajugarlawanan
manakala hak-haknya dilanggar. Namun lingkup lerabRgaperadilan
yang terdapat dalam Pasal 77 KUHAP terlalu semguit pelaksanaannya
tidak diindahkan oleh penegak hukum. Selanjutnyaung beliau wujud
nyata keseimbangan upaya paksa antara subsistefemSiBeradilan
Pidana dengan tersangka, terdakwa, dan terpidana, gitampung dalam
lingkup Lembaga Hakim Investigasi yang lingkupnypeduas mencakup
segala tindakan yang merupakan pelanggaran HAMK palanggaran
prosedural maupun pelanggaran yang bersifat sudiatatanpa perlu
mengaitkan dengan pokok perkara. Selain dengarkdmglLembaga
Hakim Investigasi diperluas, juga diberi kekuatanenmaksa bagi
pelaksanaan putusannya, tidak sekedar bersifat atekan (eclaratoir),
tetapi juga bersifat menghukumcofidemnatol;, sehingga lembaga
Praperadilan dapat menjadi bentuk perlindungan HBd&gi tersangka,
terdakwa, dan terpidana yang benar-benar efekidnd&istem Peradilan
Pidana di Indonesia. Perluasan upaya paksa tersideltut oleh O.C.
Kaligis dengan teori keseimbangan upaya paksa glamgjudkan melalui
perluasan upaya paksa yang sebelumnya hanya diesabatas kepada
tersangka/terdakwa, dapat juga dikenakan kepadsi,gaksa, hakim, dan
LP.203

Selain itu menurut penelitian dari Komisi Hukum Masl (KHN)
Praperadilan dalam KUHAP masih mengandung banyakniahan,

dimana selama ini Praperadilan terlalu mengedepani@malitas

2% pid.

22 O.C.Kaligis, “Hakim Investigasi/Hakim Komisaris ISgai Perluasan Dari
Praperadilan”, Varia Peradilan No. 306 Mei 2011y.r64.

2% |pid.
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sehingga kurang bisa mengungkapkan kebenaran yadglilkdin
pemohon. Adapun hasil penelitian tersebut, secarmatif adala empat
kelemahan dasar praperadilan, yaft:

Pertama proses pengadilan atas Praperadilan hanya dapat
dilaksanakan jika ada pihak yang menggunakan hal®siama tidak ada
pihak yang menuntut, hakim tidak dapat menguji sdaknya tindakan
penyidik dan penuntut umum. Dalam praperadilanjrhdiersifat pasif. la
baru dapat memeriksa bila ada inisiatif. Dalam pémaan tentang sah
tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, ihisiatiang dari
tersangka, keluarga, atau kuasanya. Untuk memerdeda tidaknya
penghentian penyidikan atau penuntutan, inisiatifadg dari penyidik,
penuntut, atau pihak ketiga.

Kedug hak tersangka, keluarga, atau kuasanya dapatr gikgu
perkara pidana telah mulai disidangkan. Pasal 82 @y huruf d KUHAP
menegaskan dalam hal perkara sudah diperiksa piéargadegeri,
sedangkan pemeriksaan permintaan Praperadilan beklesai, maka
permintaan tersebut gugur.

Ketiga tidak semua upaya paksa dapat diuji hakim. Sehing
menimbulkan ketidakjelasan siapa saja yang berwenaengujinya.
Sementara, hakim hanya memperhatikan pemenuhaat dgamal, dan
tidak menyebut syarat materiil.

Keempat lembaga Praperadilan saat ini merupakan translian
dari konsefHabeas CorpusTernyata, baik substansi maupun mekanisme
yang diatur KUHAP tidak sesuai dengan konsep dasamurutHabeas
Corpus Akibatnya, hakim tidak efektif mengawasi penggmaupaya
paksa dan kesewenang-wenangan penyidik atau pémnumtum.

204 Komisi Hukum Nasional, “Penelitan KHN : Prapefadi Mengandung Banyak
Kelemahan”, _http://www.hukumonline.com/berita/lt@tab9ef3a7/penelitian-khn-praperadilan-
mengandung-banyak-kelemahalmkses tanggal 6 Maret 2012.

Universitas Indonesia

Limitasi penghentian..., Herbet Pardamean Tambunan, FH Ul, 2012.



103

3.3.5. Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP

RUU KUHAP memperkenalkan adanya hakim komisarisgyan

%5 Hakim

akan mengganti peran praperadilan yang tidak éfekt
Komisaris menurut RUU KUHAP memiliki kewenangan gdebih luas
dari Praperadilan. Menurut Pasal 75 RUU KUHAP Hakfomisaris
memiliki tugas dan kewenangan untuk (a) menentysaru tidaknya
diteruskan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik Benuntut Umum;
(b) menentukan perlu tidaknya penghentian penyrdiisau penuntutan
yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umumn{enentukan perlu
tidaknya pencabutan atas penghentian penyidikam peéauntutan yang
dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum; (d) emtnkan sah atau
tidaknya suatu penyitaan, penggeledahan tempagdiragau tempat yang
lain yang bukan menjadi milik Tersangka; (e) memeahkan Penyidik
atau Penuntut Umum membebaskan tersangka atakwexatari tahanan
sebelum berakhir masa penahanan tersebut, jikapatrddugaan kuat
adanya penyiksaan atau kekerasan pada tingkat doesyi atau
penuntutan.

Tugas dan wewenang Hakim Komisaris tersebut dilakudengan
permohonan atau tanpa permohonan oleh tersangka tatdakwa,
keluarga, atau kuasanya kepada Hakim Komisaris.g&endemikian
tindakan Hakim Komisaris pada tahap pemeriksaanigariuan bersifat
aktif, dan berfungsi baik sebagataminating judgenaupuninvestigating
judge®® Harus diakui, tugas dan wewenang Hakim Komisaris
sebagaimana dirumuskan dalam RUU KUHAP ternyatah lelbas
daripada wewenang Hakim Praperadilan. Hal ini kaneewenang hakim
komisaris tidak hanya terbatas pada penangkapampelzhanan ataupun
penghentian penyidikan dan penuntutan melainkama jpgrihal perlu
tidaknya diteruskan penahanan ataupun perpanjapgaahanan, perlu
tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutantlu peéidaknya

pencabutan atas penghentian penyidikan atau pdaaonptsah atau

295 Indriyanto Seno Adji, KUHAP Dalam Prospektif, (data: Diadit Media, 2011), him.
25.

2% Jodi SantosdQp. Cit.
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tidaknya penyitaan dan penggeledahan, serta wewgema@merintah
penyidik atau penuntut umum untuk membebaskan rigksa atau
terdakwa jika terdapat dugaan kuat adanya penyikateupun kekerasan
pada tingkat penyidikan ataupun penuntifdnDengan dibentuknya
lembaga hakim komisaris, maka diharapkan dapapdicajuan hukum
acara pidanadue process of lawatau behoorlijk procesrecht Tujuan
hukum acara pidana ialah mencari kebenaran magehgctive truth) dan
melindungi hak asasi terdakwa jangan sampai tegeatig tidak bersalah

dijatuhi pidana di samping perhatian kepada koksjahatarf°®

Pedoman Bagi Hakim Dalam Memutus Perkara Pragradilan Yang
Menyatakan Batasan Mengenai Kurangnya Alat Bukti Dan Bukan
Merupakan Suatu Tindak Pidana

Pada dasarnya dalam memutus perkara praperadilakimh
mempunyai pedoman dalam menentukan suatu penghegpeiayidikan
sah atau tidak. Berdasarkan batasan mengenai pergheenyidikan
karena alasan kurang bukti dan bukan merupakammiimidana maka
penulis melakukan wawancara dengan Bapak Bagusamrawakim di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bapak Bagus Iramamberikan
penjelasan mengenai pedoman bagi hakim dalam mempéukara
praperadilan terhadap sah atau tidaknya penghepisyidikan yang
menyatakan batasan mengenai kurangnya alat buktpalean merupakan
suatu tindak pidana.

Pertama-tama, hakim mengukur hal ini berdasarkasalP484
KUHAP. Dalam hal ini, hakim bertanya ke polisi damelihat BAP.
Hakim melihat keterangan saksi karena keterangksi saalah hal yang
paling utama dalam proses pembuktian karena saldala orang yang
melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatistyeat pidana. Pada
umumnya Hakim tidak mempertimbangkan kesaksianakevd karena

terdakwa tidak disumpah, berhak untuk ingkar, damihki hak untuk

27 pid.
2% |ndriyanto Seno AdjiDp. Cit.,him. 26.
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diam. Terdakwa tidak dapat dipaksa untuk bicar& tauk ingkar yang
terdakwa miliki di BAP tidak dapat dijadikan alaiki.

Pada Pasal 185 KUHAP, keterangan saksi sebagdba#t yang
sah adalah apa yang saksi katakan di pengadilarg Meengukur apakah
keterangan ini sesuai dengan Pasal 185 KUHAP adi#dém dan bukan
polisi. Jadi apabila keterangan saksi tersebutateuen di dalam BAP
maka belum dapat menjadi satu alat bukti. Apabéleulsampai di Polisi
belum dapat dijadikan satu alat bukti. Untuk dagikatakan sebagai alat
bukti yang sah, maka kembali lagi ke Pasal 184 KIBHAIleh karena itu,
dua orang saksi merupakan dua alat bukti sedangkfin orang saksi
merupakan satu alat bukti. Jika beberapa saksikatanangan ahli yang
memberi kesaksian sepotong-sepotong yang apabdagiiai jadi satu,
baru merupakan satu alat bukti. Jadi apabila datutspandang hakim
dalam perkara yang dipraperadilankan sudah adaodary saksi maka
sudah ada dua alat bukti sehingga SP3 dengan atasang alat bukti
tidak sah. Hal ini berbeda kalau kesaksian sakau ahli sepotong-
sepotong dan berdiri sendiri-sendiri maka baru adirgatu alat bukti dan
SP3 tersebut adalah sah. Oleh karena itu, yangelamwg menentukannya
adalah hakim. Akan tetapi apakah polisi tidak boletengadopsi
kesimpulan tersebut dalam SP3? Jawabannya adalaeh baja karena
mereka punya kewenangan terhadap hal tersebutaasalia dapat
menjelaskan secara komprehensif alasannya. MenBagak Amin
Sutiknd® apabila dalam penyidikan hanya terdapat keterardgan 2
orang ahli saja yang keterangannya tersebut méwgatzahwa tidak ada
tindak pidana, maka hal ini tidak termasuk ke dakat bukti. Hal ini
dikarenakan di dalam  penyidikan, tujuan penyididalah untuk
mengetahui apakah kasus tersebut dapat diajukgad&genuntut umum
untuk dilakukan penuntutan ke persidangan atauk.tidedi apabila
keterangan ahli mengatakan bahwa peristiwa terdmikan tindak pidana
maka hal tersebut bukan termasuk alat bukti. Kegga seorang ahli pun
tidak diperbolehkan menunjuk kepada terdakwa batengakwalah yang

299 salah seorang hakim di Pengadilan Negeri JakatatP
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melakukan tindak pidana tersebut, kecuali misalaydi kedokteran
forensik yang mengatakan bahwa di tubuh korbanhked@as darah lain
selain milik korban yang setelah diuji darah tetgeherupakan darah dari
tersangka atau terdakwa. Selain itu, ahli tidalebohenyimpulkan bahwa
terdakwa bersalah atau tidak. Keterangan ahli yaligerikan di
penyidikan ke depan penyidik merupakan alat bu&pj tidak mengikat,
karena ahli dalam memberikan keterangan hanya meiepeketerangan-
keterangan dari satu pihak saja yaitu penyidik.aBgklan dalam proses
penyidikan, ahli tidak memperoleh keterangan-ketgaa dari pihak
lawan (terdakwa) sehingga ahli dalam menentukatustiadak pidana
hanya berdasarkan keterangan dari satu pihak sajdna ini dapat saja
dibantah oleh pihak lawan apabila pihak lawan meamgau bukti-bukti
lain. Jadi keterangan ahli hanya untuk menguatleayigik saja, tapi bisa
saja keterangannya tidak digunakan di persidangan

Berdasarkan keterangan dari Bapak Bagus Irawana na@pat
disimpulkan bahwa pada dasarnya SP3 yang diterbibkeh Polda Riau
adalah sah jika yang dilihat adalah jumlah alattibylng ada, yaitu
keterangan ahli dari Departemen Kehutanan. Akaspietang menjadi
permasalahan adalah apakah ahli tersebut dapaigdidkesaksiannya dan
dapat diterima oleh hakim atau tidak karena banyatkak yang
beranggapanadanya conflict of interestdalam kasus ini dengan
kedudukan ahli dari Departemen Kehutanan yang barkdangsung
dengan pemberian izin terhadap 14 perusahaan tersdain itu adanya
kesaksian dari ahli independen yang tidak diakueremgannya oleh
penuntut umum karena dianggap tidak berkompeteandahemberikan
keterangan dapat pula dijadikan alasan dalam mekeajpraperadilan
karena keterangan ahli independen yang berbedsaddgerangan ahli
dari Kementerian Kehutanan. Sehingga menurut Bdpadus Irawan.
Kesesuaian keterangan ahli tersebut dapat dibuktikkh sidang
praperadilan dan hakim dapat menentukan apakahe3&sbut telah sah
memenuhi unsur dua alat bukti yang sah berdasd?ksal 183 KUHAP

atau tidak.

Universitas Indonesia

Limitasi penghentian..., Herbet Pardamean Tambunan, FH Ul, 2012.



107

Selanjutnya, dalam menentukan suatu peristiwa na&arp suatu
tindak pidana atau tidak harus diperhatikan baik-lperbuatannya dan
pasal yang disangkakan kepadanya. Sebagai contaddsiah masalah
hutang-piutang. Hal ini dapat masuk ke dalam tingiglana penggelapan
dan dapat juga masuk ke dalam wanprestasi sehipggaedaannya
menjadi sangat tipis. Ada beberapa pasal-pasaindgldHP yang masuk
ke dalam ranah perdata. Seperti halnya penagimgyuita dapat masuk ke
ranah perdata. Menurut Pak Hakim, hal itu tergagioeda sikap batin si
terdakwa pada saat melakukan tindakan tersebutto@oya seseorang
setiap bulan dikirim uang oleh orangtuanya kemudiaemiliki kartu
kredit. Kalau pada saat membeli dengan kartu kieglihudian nilainya
melebihi limit dan tidak bisa membayarkan di sikutauncul unsur “niat
jahat”. Tetapi pada saat membeli terdakwa mengatakhwa dia masih
punya aktiva dengan kiriman orangtua, harta perlagg atau sebagainya
kemudian tidak membayar, di sinilah sisi wanprestd3i sinilah
tergantung pada polisi untuk menentukan apakapi@i@na atau perdata.
Tolak ukurnya yaitu adauditory independentya.

Apabila dalam perkara mengenai SP3 terhadap l4sgesan di
Riau, harus lebih hati-hati karena perkara linglamdi dalam Undang-
Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Kehutdeesapat tiga
aspek, yaitu aspek tata negara (dalam hal pembeii@n aspek pidana,
dan aspek perdata. Apabila aspek perdata terpemaka tidak pasti
bahwa perkara tersebut merupakan aspek pidanaol@gm@t Undang-
Undang Perburuhan mengenai Upah Minimum Region®R) Apabila
pemberi kerja sengaja tidak membayar maka merupedaah perdata.
Selanjutnya apabila telah membayar namun sengdjavdah UMR maka
merupakan ranah pidana. Tergantung pada perjakgiga. Pidana tidak
akan terjadi bila sudah ada kesepakatan. Makandalsiaspek perdata
menghapus pidana.

Menurut beliau, intinya tergantung kewenangan pmhkytetapi
harus ada putusan praperadilan. Dalam proses pudifaer itu sendiri

hakim akan meneliti alat bukti sudah memenuhi katéminimal dua alat
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bukti). Sedangkan untuk mengukur perdata atau pigatalah hal yang
cukup mudah. Di dalam perkara lingkungan hidup médanerupakan
ultimum remediumdimana sanksinya terdiri dari ganti rugi serta
pemulihan kembali.

Di dalam SP3 terhadap 14 perusahaan tersebut yang
dipermasalahkan salah satunya adalah bukan tinddé&na Hal ini
dikarenakan tidak adanya penjelasan di dalam SB8ket mengenai hal
apa yang mendasari Polda Riau mengeluarkan SPanlexigsan bukan
tindak pidana. Adanya beberapa ahli yang berasal IB8, ITB, dan
lainnya tetapi jaksa berkeberatan atas ahli-a&nSetout. Jaksa meminta
agar dihadirkan saksi dari Kementrian Kehutananyidé merasa bahwa
keterangan yang dipakai harusnya dari Kementridmk&an, maka dapat
disimpulkan bahwa hal ini bukan merupakan suatiudatin pidana.
Kementrian Kehutanan mengatakan bahwa ini masai@hyang tidak
sah. Menurut Bagus Irawan, caranya mudah yaituatengencarsecond
opinion Contohnya dalam suatu perkara kimia di suatuadiegang beliau
agak lupa. Dalam kasus tersebut, untuk mengambtbbaair yang diduga
tercemar seharusnya dilakukan oleh BAPEDAL, namamgy terjadi
bukan BAPEDAL yang mengambil contoh air tersebutam&an pihak
lain. Putusan MA mengatakan bahwa tidak pentingasisang mengambil
sampel air tersebut. Hal ini menyangkutesumption of innocendan
presumption of guiltyTerkadang salah satunya perlu dikesampingkan.

Demikian pula dalam menentukan kompetensi ahli gkarnya
tidak perlu mempersalahkan ahli mana yang berhak siharusnya
memberikan keterangan karena pada dasarnya aHhhadaang yang
mengerti akan suatu ilmu yang dapat menjelaskanndambuat terang
suatu perkara sehingga dapat membantu penyelepaikara. Dalam
kasus ini, seharusnya polisi menuruti pendapatajddegena jaksa yang
nantinya melakukan penuntutan di persidangan ddisi pgkan lepas
tanggung jawab apabila perkara tersebut telah masukalam proses
persidangan. Alasan penghentian penyidikan dalankapa itu pasti

dikarenakan kesalahan prediksi oleh polisi. Bagasan juga mengatakan
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bahwa apabila dia yang harus memutus perkara téraphbila dilakukan
praperadilan maka beliau tidak akan mengabulkakapartersebut karena
hal itu hanya berdasarkan “semaunya dia (polig&’sa

Selanjutnya beliau menambahkan bahwa di dalam etkasebut
dikatakan karena tidak cukup bukti. Seharusnya muidak cukup bukti
karena dia (penyidik) yang tidak mau melengkapit dlakti tersebut
padahal sudah ada petunjuk dari jaksa. Memang dadéimi cukup lentur
karena tidak ada batasan jelas bagi polisi. Intiygitu dilihat dari sikap
batin terdakwa apakah ini masuk dalam perdata@t®ana dan semuanya
kembali ke KUHAP.
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BAB 4
ANALISIS KASUS

4.1. Kasus Posisi
Tingkat kerusakan hutan alameforestasidi Provinsi Riau dari tahun ke

tahun semakin parah. Dari 9,2 juta hektar tutupaarhalam pada 1982 (sebelum
pemekaran Riau-Kepri) kini hutan alam yang tertaigganya 860 ribu hektar.
Data Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (JIKALA1AmMenyebutkan dalam
kurun 28 tahun, sekitar 8,3 juta hektar hutan afeis dibabat dengan tingkat
laju deforestasi tertinggi se-Indonesia sekitar 160 ribu hektar pgahun.
Diprediksi pada tahun 2015 hutan alam di Riau haaan tinggal 6 persennya
saja atau nyaris gundul. Sementara itu menurut Ha@entrian Kehutanan,
hingga tahun 2006 menyebutkan 25 persen atau B34hgkiar hutan Riau juga
dalam keadaan kritis. Tanpa adanya upaya penghenperusakan itu,
dikhawatirkan Riau tidak lagi memiliki hutan. Kosdiini juga terjadi secara
nasional, dimana dari 120,3 juta hektar hutan dohesia, 59 juta dalam keadaan
rusak berat.

WALHI Riau mencatat ada 5 (lima) faktor penyelsidforestasihutan di
Riau yaitu konversi hutan untuk perkebunan besaslksnya kelapa sawit, untuk
hutan tanaman sebagai bahan baku khususnya dusapaam besar pemegang
hak pengelolaan hutan, aktifitdegal logging dan kebakaran hutan. Rusaknya
hutan di Riau, juga diperburuk dengan praktek ksirup sektor kehutanan di
provinsi tersebut. Sejumlah kasus korupsi di sekefrutanan terjadi di Provinsi
Riau seperti kasus yang melibatkan Bupati Pelelawangku Azmun Jaafar dan
sejumlah pejabat dilingkungan Dinas Kehutanan ydingai merugikan negara
senilai Rp 1.200.000.000.000,- (satu trilyun dutusamilyar rupiah). Pada sisi
lain laporan hasil audit Badan Pemeriksa KeuanggmuBlik Indonesia (BPK-RI)
pada semester 2 tahun 2008 menyebutkan potensgyi&ermegara dari sektor
kehutanan di propinsi Riau adalah sebesar Rp 48&mkKerugian negara yang
terungkap dari audit manajemen hutan oleh BPK-@Rikihanya disebabkan oleh
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perbuatanlegal tetapi justru dengan dukungan pejabat dan apaitatith melalui
penerbitan izin, kelalaian administrasi, bahkanggetapan yang dilakukan oleh
pihak eksekutif maupun perusahaan.

Fenomena kasus tindak pidana lingkungan hidup @drutknan iflegal
logging tahun 2001-2006 dibongkar habis-habisan saat IdapRiau dijabat
Sutjiptadi pada Desember 2006. Juni 2007 PolisiuRmulai melakukan
penyidikan. Polda Riau bergerak cepat, memerikdahpn saksi dan pelapor
(masyarakat), menyita, mengamankan 133 eksavatr l{arat) dan ribuan log
kayu, serta menetapkan sekitar 200 tersangka dapetusahaan perkayuan di
Riau milik dua pabrik pulp dan kertas terbesar si@ATenggara; tujuh perusahaan
di bawah PT Riau Andalan Pulp and Paper (Raja GamMds/APRIL) dan
sisanya dibawah PT Indah Kiat Pulp and Paper (Sves Groups/APP). Empat
belas perusahaan yang dimaksud adalah PT. Merbelawan Lestari (PT.
MPL); PT. Mitra Kembang Selaras (PT. MKS); PT. Riandalan Pulp & Paper
(PT. RAPP); PT. Arara Abadi (PT. AA); PT Suntaraj@aPati (PT. SGP); PT.
Wana Rokan Bonai Perkasa (PT. WRBP); PT. AnugeramiBSentosa (PT.
ABS); PT. Madukoro; PT. Citra Sumber Selaras (PESE PT. Bukit Betabuh
Sei Indah (PT. BBSI); PT. Bina Daya Lestari (PT.BDPT. Rimba Mandau
Lestari (PT. RML); PT. Inhil Hutan Pratama (PT. I[HFPT. Nusa Prima
Manunggal (PT. NPM).

November 2007, Menteri Koordinator Bidang Politijukum dan
Keamanan RI selaku Koordinator Penanggulangan Hakarallegal (illegal
logging) ditunjuk oleh Presiden RI, mengumumkan 14 dari #&rusahaan
pemegang konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) diasd lakukan pembalakan
illegal dan meminta Kepolisian Daerah Riau untuk segermpneses secara
hukum. Polda Riau mulai melimpahkan berkas perkarejaksaan Tinggi Riau.
Indikasi aneh mulai terlihat. Sepanjang Septemi@972Juli 2008, kejaksaan
empat kali kembalikan berkas perkara ke Polda Riaena berkas belum lengkap
(P-19). Keluarnya SP3 (Surat Perintah Penghenteamyiflikan) 3 terhadap 14
perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran timdd&na kejahatan
kehutanan dan lingkungan hidup membuktikan ketideddyaan penegak hukum
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terhadap ancaman investasi (yang belum tentu skpgawbenar) dan praktek-
praktek kolutif dan indikasi mafia dari persoalan i

SP3 yang dikeluarkan oleh Kapolda Riau Brigjend ibtaaoko pada 11
Desember 2008 yang lalu karena dinilai tidak culkuti, bukan merupakan
tindak pidana, dan demi hukum dirasa sarat akansauberdebatan penegakan
hukum. Betapa tidak selama 22 bulan kasus ini laerjdan secara mengejutkan
di SP-3 kan oleh Polda Riau. Padahal November 2d@8jatmoko mengatakan
bahwa tak akan mengeluarkan SP3 terkait kdkgal logging di Riau. Dalam
siaran pers nya, Kapolda Riau Brigjend Hadiatmolemyatakan keluarnya SP3
tersebut adalah dikarenakan Penyidik (Kepolisiaggkt memiliki cukup bukti
untuk meneruskan perkara tersebut, selain itu gliiggrenakan adanya keterangan
ahli dari Departemen Kehutanan & Kementerian Lingjan Hidup (LH) yang
menyatakan bahwa ke-14 perusahaan yang disidigbigrsnemiliki “izin” dan
dalam operasinya tidak mengakibatkan perusakankumgan (Belakangan
diketahui tidak ada keterangan saksi ahli dari Ketergan LH).

Sementara itu, ada Keputusan Menteri Kehutanan 34d/2002 dan
Peraturan Pemerintah No. 34/2002 yang telah mekaamd&ewenangan para
gubernur dan bupati untuk mengeluarkan Izin Usadtimdnfaatan Hasil Hutan
Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Hasil analisiang dilakukan
WALHI Riau, terdapat 34 IUPHHK di Riau dengan luatal 378.299,50 hektar
yang dikeluarkan setelah izin tersebut berlakubérarti telah terjadi pelanggaran
peraturan.

Sedangkan bila dilihat dari kriteria lahan, sehayas lahan yang
diperbolehkan untuk Hutan Tanaman Industri (HTRlal lahan kosong, padang
alang-alang maupun semak belukar bukan pada laktan lalam dengan potensi
kayu dibawah 5 meter kubik setiap hektar. Namumy&wannya WALHI
menemukan sebanyak 34 I[UPHHK-HT tersebut diberdiaatas hutan alam. Ini
menunjukan telah bahwa perizinan yang telah dikkara bupati diduga
melakukan tindakan melawan hukum administrasi. jd&bn yang mengatur
tentang kriteria lahan yang boleh untuk HTI terbujelas dalam Peraturan
Pemerintah No. 7/1990 Pasal 5 ayat (1)-(2), Paaat®emerintah No. 34/2002
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Pasal 30 ayat 3, Keputusan Menteri Kehutanan Nd&K@4/11/2001, dan
Keputusan Menteri Kehutanan No 10.1/Kpts-11/2008dP8 ayat (1)-(7).

Sebanyak 13 perusahaan itu merupakan penyuplanbaddays PT Indah
Kiat Pulp and Paper (IKPP) seperti PT Arara Ab&1i, Bina Duta Laksana, PT
Rimba Mandau Lestari, PT Ruas Utama Jaya. Sedaniglamnya merupakan
penyuplai bahan baku PT Riau Andalan Pulp and P&RAPP) seperti PT
Madukoro, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Nusa &iianunggal, PT Bukit
Batubuh Sei Indah, PT Citra Sumber Sejahtera, daklila Kembang Selaras.

Modus bolak-balik berkas perkara dari KepolisianHKejaksaan Tinggi
Riau yang tak kunjung dinyatakan lengkap atau Bliiana kejaksaan beralasan
berdasarkan petunjuk jaksa peneliti yang memiriai sdli diganti menjadi saksi
ahli yang berasal dari Departemen Kehutanan dagkdmgan. Dan ini diduga
bentuk intervensi lain terhadap upaya penegakanrnukkan politisasi penolakan
terhadap kasus-kasus ini berlanjut di pengadilaksiSahli yang semula Prof Dr
Ir Bambang Hero Saharjo, M.Agr (Guru Besar Perlmghn Hutan — IPB) dan Dr
Ir Basuki Wasis, MSi dinilai oleh Kejaksaan Tindgiau tidak layak meskipun
keduanya pernah menjadi saksi ahli atas kasus pekalmaliar di Kabupaten
Mandailing Natal dengan terdakwa Adelin Lis dan idita untuk diganti ahli
yang berasal dari Departemen Kehutanan. Jaksa ®érnudmum memberikan
petunjuk kepada penyidik Polda Riau sebagai pegimgan untuk memilih ahli
yang berkompeten di bidang Kehutanan yang berasaDepartemen Kehutanan
yakni Dr Ir Bedjo.Santosa, MSi dan Ir Bambang WmaDr Ir Bedjo Santosa
dimana saat itu menjabat sebagai Direktur Bina @mbgngan Hutan Tanaman
dan Ir. Bambang Winoto Kepala Sub Direktorat HuFanaman.

Terhadap beberapa pertimbangan-pertimbangan yagpgnakan dalam
penerbitan SP3, terdapat beberapa hal yang menmagob&edasarkan analisis
Satgas Pemberantasan Mafia Hukum- diantaranya aiebagkut:

1. Terhadap petunjuk jaksa yang menyatakan bahwayag ditunjuk
penyidik tidak mendukung dalam memberikan keterangang
sependapat dengan penyidik, maka kemudian dituatju&hli-ahli dari
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Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan Riau,t dhparikan
catatan-catatan sebagai berikut:

a. Para ahli tersebut justru dinilai tidak tepat didak memenuhi
kualifikasi untuk memberi kesaksian dalam perspditkum.
Dalam beberapa keterangan ahli yang dijadikan dasar
pertimbangan SP3, sebagai contoh DR Ir Bejo Santoso
menyatakan bahwa Perusahaan memiliki ijin yang sah.
Penentuan sah atau tidaknya suatu ijin tidak ddjmetbankan
pada seorang ahli teknis kehutanan namun seharusnya
dimintakan pendapat pada ahli hukum.

b. Terdapat indikastonflict of interestsebagai pihak yang terlibat
dalam pemberian izin. Penunjukan ahli dari Instaatu
Departemen yang nyatanyata terlibat dalam prosesrpgan
ijin, sangat kental dengan konflik kepentingan.&abnya jaksa
memberikan petunjuk agar ahli-ahli independen yang
seharusnya dipakai pendapatnya.

c. Keterangan dari Ir. Bambang Winoto yang tercanialam
dasar pertimbangan SP3 mengandung ketidakpastiagade
menggunakan kalimat "dimungkinkan penerbitan [UPHHK
pada semua hutan produksi’. Pengabaian terhadapAAhl
Independen yang selama ini kesaksiannya digunakeh o
pengadilan dalam kasus-kaslisgal logging, antara lain Prof.
Bambang Hero, DR. Basuki Wasis, Prof. Muladi dansMa
Achmad Santosa. Keterangan para ahli independerpada
faktanya bertentangan dengan keterangan ahli dggaiemen

Kehutanan yang justru terdapat potensi konflik kepgan.

2. Dengan demikian, keterangan-keterangan parairaddipenden yang
diabaikan tersebut setidak-tidaknya telah menurgokkerpenuhinya
unsur-unsur dalam Pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 46NdU23 Tahun
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pekalyat (3) jo.
Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang téetaun.
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Selanjutnya, penilaian pembuktian dari keterangaa phli semestinya
diuji oleh Hakim dalam persidangan, bukan oleh dadesbagai dasar

untuk penghentian penyidikan.

Analisis Kasus:

4.2.1. Dasar Pertimbangan Penghentian Penyidikan
Berdasarkan berkas dokumen Surat Ketetapan Perayhent

Penyidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyidi@P3) yang
dikeluarkan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Riaegasa umum alasan
penghentian penyidikan tersebut berdasarkan peatigan sebagai
berikut ;

1. Hasil pemeriksaan pada tingkat penyidikan, ternymtak
terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut butkadak
pidana atau karena hal-hal sebagaimana diatur dalam
Undang-undang, Penyidikan dihentikan demi hukum?”.

2. Pendapat/Keterangan Ahli, dalam hal ini keteranghf
yang menjadi pertimbangan utama penerbitan SP3ladal

sebagai berikut:

a. Ahli Kehutanan dari Departemen Kehutanan RI,
yaitu DR. Ir. Bejo Santosa, M.Si;

b. Ahli Teknis dari Departemen Kehutanan RI, yaitu Ir.
Bambang Winoto;

C. Pakar hukum pidana Prof.Dr. Andi Hamzah, SH;

d. Ahli Kehutanan dari Departemen Kehutanan RI,
yaitu Ir. Harri Budhi Prasetyo;

e. Ahli Kehutanan dari Dinas Kehutanan Kab.
Kuansing yaitu Moh Pasri bin Saman, MS;

f. Ahli Kehutanan dari Dinas Kehutanan Propinsi
Riau, yaitu Ir. Toni Hermen, MM.
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3. Hasil Gelar perkara dan atau Petunjuk Jaksa Penuntu
Umum, yaitu:
a. Adanya perbedaan persepsi antara penyidik dengan

JPU, terhadap kasus ini kecil kemungkinan untuk
dilanjutkan dan atau diteruskan;

b. Untuk kasus lingkungan hidup didominasi oleh ahli
yang tidak mendukung dalam memberikan
keterangan yang sependapat dengan penyidik,
sehingga proses tindak pidana lingkungan hidup
dipandang tidak memiliki nilai pidana dengan

mengedepankan asas subsidiaritas

3.1.1. Penghentian Penyidikan Berdasarkan Alasan Kurangnyahlat Bukti
Pada saat penyidik memulai tindakan penyidikan, allepya

dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal dinmylai penyidikan
tersebut kepada penuntut umum. Akan tetapi mas&aiajiban
pemberitahuan itu bukan hanya pada permulaan tamdglenyidikan,
melainkan juga pada tindakan penghentian penyidikbruk itu, setiap
penghentian penyidikan yang dilakukan pihak pemkysdicara resmi harus
menerbitkan suatu Surat perintah Penghentian PieagidSP3)*°

M. Yahya Harahap dalam bukunya menjelaskan mengenai
penilaian terhadap bukti yang didapat dari pengidikelah cukup bukti
atau belum untuk menuntut dan membuktikan kesaldbesangka di
depan sidang pengadilan dengan pernyataan sebagkit?**

.. untuk memahami pengertian “cukup bukti” sebgikpenyidik
memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan Pa&hl 1

210 jlik Mulyadi, Op. Cit.,him. 54.
211 M. Yahya Harahap (bp. Cit., him. 344.
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KUHAP dan seterusnya, yang berisi penegasan daggpesan
tentang alat-alat bukti yang sah di persidangagaditan.

Kepada ketentuan Pasal 184 KUHAP inilah penyidikpipk
menentukan apakah alat bukti yang ada ditanganelgh tbenar-benar
cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka di npeksidangan. Jadi
kalau alat bukti tidak cukup dan memadai, lebih kbaienyidik
menghentikan penyidikannya. Tetapi apabila narieldkang hari telah
dapat mengumpulkan bukti yang lengkap dan memaudayidik dapat
lagi kembali memulai penyidikan terhadap tersang&ag telah pernah
dihentikan penyidikan dan pemeriksaannya.

Alat bukti yang sah itu sendiri berdasarkan Pasxl KUHAP
yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surayynpgt, dan keterangan
terdakwa. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakaaktiboleh
menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabkit@ath sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperolelakiegn bahwa suatu
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdiwyang bersalah
melakukannya. Berdasarkan pernyataan tersebutrasekiturangnya dua
alat bukti yang sah adalah suatu syarat yang muatdd&m menetapkan
seseorang sebagai tersangka. Dalam hal penyidikea penghentian
penyidikan, bukti yang cukup berupa minimal dud bi&ti yang sah juga
menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan peng@enpenyidikan
atau melanjutkan penyidikan terhadap tersangka. iklatercantum di
dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Prosesidieamy Tindak
Pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia Babhgka 5 huruf r yang

berbunyi®*?

Bukti yang cukup mensyaratkan terdapatnya miniméiua) alat
bukti yang sah yang dapat meyakinkan hakim bahwé#ustindak
pidana benar-benar telah terjadi dan tersangkalagelakunya.

212 Kepolisian Negara Republik IndonesBuku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses
Penyidikan TIndak Pidand@ab 1 angka 5 huruf r.
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Dalam kasus mengenai dikeluarkannya SP3 terhaddp 1
Perusahaan di Riau dapat dikatakan bahwa seharssmgn terpenuhi
bukti yang cukup yaitu minimal terdapat dua alaktbyang sah, dalam
hal ini adalah keterangan ahli Prof. Dr. Ir. Bandp&tero Saharjo, M.Agr
(Guru Besar Perlindungan Hutan — IPB) dan Dr. ksiki Wasis, M.Si.
Akan tetapi penuntut umum yang dalam hal ini Kegda Negeri Riau
menyatakan bahwa ahli yang dihadirkan oleh penytidikk berkompeten
untuk dijadikan ahli dalam penyidikan kasus terselangan alasan bahwa
ahli tersebut bukan merupakan ahli di bidang huk&@anuntut umum
meminta penyidik menghadirkan ahli yang berkaitangung dengan
kasus ini yaitu ahli dari Departemen Kehutanan.aBelmenentukan
kompetensi seorang ahli, Prof. Dr. Ir. Bambang Heabarjo, M.Agr dan
Dr. Ir. Basuki Wasis, MSi. sudah dapat digolonglssagai saksi yang
berkompeten untuk memberikan keterangan terkaiiskéesrsebut karena
mereka merupakan ahli dikddang kehutanan yang juga sudah pernah
bersaksi untuk kasus pembalakan liar di Kabupatemddiling Natal di
persidangan lainnya.

Dari segi kompetensi, kriteria “keahlian khususisebut dapat
dilihat berdasarkan disiplin ilmu, pengalaman Keegaelitian dbidang
keahlian yang dimiliki-nya, reputasi ilmiah (karyalis, penelitian), dan
berpengalaman sebagai ahli dalam perkara di pdagadiau sebagai
penasehat teknis pada tahap penyidikan. Selaibatdasarkan Pasal 1
angka 28 KUHAP dijelaskan bahwa apa yang disethags keterangan
ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh oranggyenemiliki keahlian
khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasasehingga menjadi
terang demi penyelesaian perkara yang bersangkt@nini dipertegas
dengan Pasal 120 KUHAP ditinjau dari segi alat bdkin pembuktian,
yang dimaksud dengan keterangan ahli yang dapaiggiep bernilai
sebagai alat bukti adalah keterangan ahli yang fkerkeahlian khusus
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tentang suatu hal, dan diberikannya sebatas keahl@enurut
pengetahuannya.

Berdasarkan  pernyataan-pernyataan diatas, maka at dap
disimpulkan bahwa kompetensi seorang ahli sudaliikiiraleh Prof. Dr.
Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan Dr. Ir. Basukasis, MSi.
Permasalahan yang kemudian terjadi adalah ketarapgag diberikan
oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dm Ir. Basuki Wasis,
MSi. berbeda dengan keterangan dari DR. Ir. Bejuda, M.Si (Ahli
Kehutanan dari Departemen Kehutanan RI), Ir. Bagbahnoto (Ahli
Teknis dari Departemen Kehutanan RI), Ir. Harri BuBrasetyo (Ahli
Kehutanan dari Departemen Kehutanan RI), Moh HasriSaman, MS
(Ahli Kehutanan dari Dinas Kehutanan Kab. Kuansindgn Ir. Toni
Hermen, MM. (Ahli Kehutanan dari Dinas Kehutanaogtnsi Riau) yang
merupakan para ahli yang direkomendasikan oleh mighuumum
dikarenakan mereka merupakan pihak yang mengeluaika usaha
kepada 14 perusahaan dalam kasus ini. Dalam haKépaksaan Negeri
Riau sebagai penuntut umum yang nantinya akan reeddan menuntut
tersangka di pengadilan berhak untuk meminta kepmateyidik untuk
menentukan ahli yang akan memberikan keterangark daisus ini. Akan
tetapi, walaupun penuntut umum berhak mengajukalansnengenai ahli
yang akan dimintakan keterangan, penuntut umum jugaus
memperhatikan ahli yang sebelumnya sudah dimint&ies@rangan oleh
penyidik. Dalam menentukan ahli sendiri, penuntunum harus
memperhatikan adanya indikasonflict of interestantara ahli dari
Departemen Kehutanan sebagai pihak yang terlidatrdpemberian izin
dengan tersangka. Penunjukan ahli dari Instansi Bgpartemen yang
nyata-nyata terlibat dalam proses penerbitan gemgat kental dengan
konflik kepentingan. Seharusnya jaksa memberikannpek agar ahli-ahli
independen yang seharusnya dipakai pendapatnyant®érumum juga
seharusnya mempertimbangkan keterangan dari ah§i g#ajukan oleh
penyidik sebelumnya karena pada dasarnya dalankukala penyidikan

antara penyidik polisi dan jaksa dapat mengumpu#tanbukti sebanyak-
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banyaknya untuk membuktikan kesalahan terdakweerkiegan dari ahli
Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan Dr. Basuki Wasis,
MSi. seharusnya dapat diterima oleh penuntut umareria mereka juga
menguasai bidang kehutanan. Selain itu, penilaéahatlap kompetensi
ahli dari penyidik patut diragukan keabsahannya stamgat tidak masuk
akal karena dalam berkas SP3 tidak ditemukan alasknm mengenai
keterangan Ahli yang dianggap tidak mendukung pmbkan. Terhadap
perkara pidana yang sudah dianalisis ahli yangngaberkompeten
membuat terang apakah benar telah terjadi pencerparayrusakan
lingkungan adalah pejabat Kementerian LH/Bapedetlasgkan untuk
membuat terang apakah izin yang dipunyai perusahdandan sah serta
untuk mengetahui apakah pengelolaan lahan dankand&innya sudah
sesuai dengan ketentuan yang berlakuddng kehutanan adalah pejabat
dari Kementerian Kehutanan. Oleh karena itu, persntahli dari
Kementrian Kehutanan oleh penuntut umum tidak sepeya sesuai

karena tidak menyertakan ahli dari Kementrian LH.

3.1.2. Penghentian Penyidikan Berdasarkan Alasan Bukan Sua Tindak
Pidana

Apabila ternyata dari hasil penyidikan menunjukk&ahwa
peristiwva yang sedang disidik ternyata bukan meapdindak pidana,
maka penyidik berwenang untuk menghentikan pengithlga terhadap
peristiwa yang sedang ditanganinya. Menurut M. ahwrahap, apabila
ternyata peristiva yang disangkakan bukan merupakstak pidana
penyidik wajib menghentikan penyidikann¥/d. Untuk menentukan
apakah suatu peristiwa merupakan suatu tindak gidtau bukan tidaklah
mudah. Kesulitan ini terutama seringkali ditemukdalam peristiwa-
peristiwa yang dekat hubungannya dengan ruangumgkikum perdata.

Dalam menentukan suatu perkara yang merupakanktipidiana
dan bukan merupakan tindak pidana didasarkan dartirypasal apa yang

dikenakan kepadanya. Apakah perbutan tersangka mdrnansur pasal

23 M.Yahya Harahap (bQp. Cit.,him, 154.
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yang disangkakan kepadanya atau tidak. Selain apabila penyidik
merasa kurang yakin dalam menentukan suatu peaidtkum sebagai
tindak pidana maupun bukan, dapat didukung dengdaaerdangan ahli.
Keterangan ahli dapat memperkuat keyakinan penyitilam rangka
meneruskan proses penyidikan atau menghentikannya.

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, iky
berpendapat apa yang disangkakan terhadap tershoggka merupakan
perbuatan pelanggaran kejahatan, dalam hal ini igiknyerwenang
menghentikan penyidikan. Tegasnya, jika apa yamsgndkakan bukan
kejahatan maupun pelanggaran pidana yang termasukpetensi
peradilan umum, jadi tidak merupakan pelanggaran &ejahatan yang
termasuk ruang lingkup peradilan umum, penyidikaralasan dihentikan.
Misalnya antara perjanjian utang piutang yang mekep kompetensi
peradilan perdata dengan penipuan yang merupakapetensi peradilan
pidana. Adalah pendapat yang salah jika penyidiu ggenuntut umum
tidak melanjutkan perkara pidana ke penuntutan d&®Rupengadilan,
misalnya karena adanya dasar yang meniadakan pidigiak adanya
unsur schuld baik dalam bentuk kesengajaadol(l9 maupun dalam
bentuk ketidaksengajaaoulpa), tidak adanya unsur melawan hukum, dan
tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yamgpbgkutan kepada
tersangk&>*

Bambang Arief selaku Penyidik Utama Wasdik Krimsus
berpendapat bahwa dalam menentukan suatu perkag ry@rupakan
tindak pidana dan bukan merupakan tindak pidanasdidan dari unsur
pasal apa yang dikenakan kepadanya. Apakah perbuaigdangka
memenuhi unsur pasal yang disangkakan kepadanydidaék. Selain itu,
apabila penyidik merasa kurang yakin dalam menamguatu peristiwa
hukum sebagai tindak pidana maupun bukan, dapatkdid) dengan

keterangan ahli. Keterangan ahli dapat memperkagakinan penyidik

214 Flora Dianti, “Eksaminasi Publik Terhadap Pengten®enyidikan (SP3) Atas 14
Perusahaan IUPHHK-HT Di Provinsi Riau”, (makalalsatnpaikan dalam rangka eksaminasi
publik yang diselenggarakan oleh Indonesia CoromptiWatch (ICW) dan Jaringan Kerja
Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Jakarta, d&@bgember 2011), him. 14.
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dalam rangka meneruskan proses penyidikan atau haehkannya.
Berdasarkan kasus ini, alasan penyidik yang makgat bahwa
unsur tindak pidana tidak terpenuhi berdasarkarr&egan ahli yang

menyatakan:

Bahwa perusahaan memiliki ijin yang sah

b. Tujuan pembangunan HTI tidak dapat diukur dalangkan
pendek, karena pembangunan HTI merupakan proses yan
dimulai dengan merusak alam

C. Kegiatanland clearingdalam rangka penyiapan lahan HTI
tidak diwajibkan pengukurannya kepada pemegang ijin
HTI.

d. Pejabat yang berwenang dalam Kepmenhut 10.1/Pkts-
[I/2000 dibenarkan menerbitkan IUPHHK-HT pada
kawasan hutan produksi terbatas maupun kawasam huta

produksi tetap.

Keempat hal diatas sudah membahas masauld (kesalahan).
Sedangkan apakah dalam suatu tindak pidana terdasatr-dasar yang
meniadakan pidana atau tidak, apakah suatu tindina® itu dilakukan
oleh pelakunya berdasarkan suatu umsshiuldatau tidak, apakah seorang
tersangka dapat dipandang sebagai turut melakutean talak, setelah
seorang disidik atau dituntut, hanya hakim sajgiahg berwenang untuk
memutuskannya.

Hal tersebut di atas sejalan dengan Pasal 180 KUHysRg
mengatur dalam hal terjadi keraguan mengenai petbdapli, maka
langkah yang dilakukan oleh hakim adalah sebagé#iie

1. Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya

persoalan yang timbul di sidang pengadilan, haketu
sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat putéam
agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
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2. Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dariatevd
atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim
memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitiamgla

3. Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk
dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebua pgdt
(2).

4. Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayada(2)
ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan lasisp
personil yang berbeda dan instansi lain yang meggun

wewenang untuk itu.

Berdasarkan dokumen yang ada, maka dapat disimpulka

1. Bahwa Penyidik menghentikan penyidikan setelah
melakukan upaya paksa pro justisia yakni menentukan
tersangka, melakukan pemanggilan dan pemeriksaan
terhadap tersangka, sehingga dapat dinyatakan bahwa
sesungguhnya penyidik telah menemukan unsur pidana
merasa yakin bahwa tindak pidana dilakukan oletategka
berdasarkan bukti permulaan yang ada.

2. Bahwa penyidik menghentikan penyidikan dengan alasa
bukan merupakan tindak pidana adalah alasan yalag ti
tepat, karena jika sudah ditentukan adanya tersanmgkka
sudah selayaknya penyidik yakin adanya tindak @dan
terlebih dahulu yang dilakukan oleh tersangka.

3. Bahwa selain angka 2 di atas, jika alasan penybdikan
merupakan tindak pidana karena dalam tindak pidana
terdapat dasar-dasar yang meniadakan pidana, isepsut
schuld atau apakah seorang tersangka dapat dipandang
sebagai turut melakukan atau tidak setelah secadendik
atau dituntut, maka hanya hakim sajalah yang beangn

untuk memutuskannya.
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4. Bahwa penyidik melakukan penghentian penyidikargdan
alasan bukan merupakan tindak pidana, tidak selsumgjan
Yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) tanggal 18
Agustus 1983 Reg. No. 645 K/Sip/1982) yang pada

pokoknya menjelaskan;

Penghentian penyidikan dengan alasan bukan
merupakan tindak pidana, jika terkait dengan
kompetensi absolut, atau jika ternyata apa yang
disangkakan bukan kejahatan maupun pelanggaran
pidana yang termasuk kompetensi peradilan umum,
tidak merupakan pelanggaran atau kejahatan yang
termasuk ruang lingkup peradilan uma.

Yakni jika terkait dengan kompetensi absolut, ajika
ternyata apa yang disangkakan bukan kejahatan maupu
pelanggaran pidana yang termasuk kompetensi panadil
umum, tidak merupakan pelanggaran atau kejahatag ya
termasuk ruang lingkup peradilan umum, sehingga

penyidikan beralasan dihentikaf®

4.2.4. Penyidik Tidak Mempertimbangkan Perkara Pidana Lain
Yang Terkait.
Di dalam KUHAP Pasal 8 ayat (2) dan (3) dikatakahva :

(2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada npenu

umum.
(3) Penyerahan berkas sebagaimana dimaksud dalam(y

dilakukan:
a) pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan

berkas perkara;

215 Mahkamah Agung, Yurisprudensi Reg. No. 645 K/S9pA, tanggal 18 Agustus 1983.
%1% Flora Dianti,Op. Cit.,him. 16.
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b)dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai,
penyidik  menyerahkan tanggungjawab  atas
tersangka dan barang bukti kepada penuntut

umum?t’

Selanjutnya Pasal 110 KUHAP dikatakan bahwa:

(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penwgialik
penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkana it
kepada penuntut umum.

(2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil
penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap,
penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara i
kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

(3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil pekgidi
untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan
penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk darinen
umum.

(4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalamtuvak
empat belas hari penuntut umum tidak mengembahileazii
penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tetsebu
berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itt da
penuntut umum kepada penyidik®

Secara normatif berdasarkan KUHAP menjadi kewajibamyidik
untuk menyerahkan berkas perkara penyidikan kepadantut umum dan
selanjutnya penuntut umum berwenang untuk mengekabalhasil
penyidikan kepada penyidik dengan petunjuk (P-18uki dilengkapi.
Namun KUHAP tidak memberikan batasan yang jelasgeeai kriteria
dan batasan pengembalian berkas perkara dari pgrumtim ke penyidik
untuk dilengkapi. Dengan tidak ditentukan batasapakali penyerahan
atau penyampaian kembali berkas perkara secaraaltirbalik dari
penyidik keapada penuntut umum atau sebaliknya,am@mungkinan

selalu bisa terjadi, bahwa atas dasar pendapatnpgnumum hasil

27 Indonesia (a)Qp. Cit.,Pasal 8 ayat (2) dan (3).
%18 Indonesia (a)Qp. Cit, Pasal 110.
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penyidikan tambahan penyidik dinyatakan belum lapglberkas perkara
bisa berlarut-larut mondar mandir dari penyidik penuntut umum atau
sebaliknya. Demi kepastian hukum bagi pencari Kaadi maka
pengembalian hasil penyidikan atau hasil penyidikambahan oleh
penuntut umum kepada penyidik, haruslah ada lkaitgrembatasan;
misalnya apabila petunjuk penuntut umum yang wailengkapi itu
menyangkut persyaratan unsur pembuktian tindak npidayang
dipersangkakannya atau apakah telah memenuhi peratuktiarf*®

Secara prosedural proses penerbitan SP3 yang kidakoleh
penyidik Polda Riau sudah dilakukan sesuai dengamekangan yang
diberikan oleh UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukumarac Pidana
khusunya Pasal 7, tetapi kewenangan tersebut ke tanpa
berdasarkan pertimbangan dan alasan yang kuagtaff $1al ini terbukti
dengan fakta hukum putusan MA No. 736 K/Pid.Sus#28tas perkara
pidana korupsi Bupati Pelalawan dengan terdakwaykiezmun Jafaar,
yang mana sebagaimana Kesimpulan Analisis terh88&pl4 Perusahaan
IUPHHKT-HT di Provinsi Riau yang dilakukan olen 8ah Tugas
Pemberantasan Mafia Hukum, yang menyatakan:

1. Dengan adanya Putusan MA No. 736 K/Pid.Sus/2009 ata
perkara tindak pidana korupsi Bupati Pelalawan rdala
tingkat Kasasi dengan terdakwa H Tengku Azmun Jaafa
S.H. memunculkan petunjuk sekaligus bukti baru Ehw
penerbitan IUPHHK-HT PT Merbau Pelalawan Lestan da
PT Madukuro adalah melawan hukum dan oleh karenanya
tidak sah.

2. Meskipun Putusan MA hanya mengkait PT Merbau

Pelalawan Lestari dan PT Madukuro, namun putusan

219 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03. 11982 tentang Pedoman
Pelaksanaan KUHAP.

220 Majelis Eksaminasi Publik, “Hasil Eksaminasi Publirerhadap Penghentian
Penyidikan (SP3) Atas 14 Perusahaan IUPHHK-HT dividsi Riau”, diselenggarakan oleh
JIKALAHARI dan ICW, (Jakarta, 2011).
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tersebut dapat menggugurkan dalil Ahli dari Depade
Kehutanan, oleh karenanya keterangan-keterangayeaiy
digunakan sebagai pertimbangan penerbitan 18 SRaitte
14 perusahaan tersebut secara tegas dinilai berbletia
Pengadilan dan karenanya dapat dianggap tidak lagi
mempunyai nilai pembuktian.

3. Putusan MA No. 736 K/Pid.Sus/2009 menunjukkan bahwa
proses penerbitan IUPHHK-HT dalam perkara casu
merupakan perbuatan tindak pidana korupsi, oleériearya
patut diduga dalam penerbitan ijin IUPHHK-HT terbpd
14 perusahaan yang dihentikan penyidikannya, tidak
menutup kemungkinan terdapat indikasi tindak pidana

korupsi.

Perbedaan persepsi antara penyidik dan JPU bukanpatan
alasan penghentian penyidikan secara hukum sel@igrusnya JPU
memberikan catatan kekurangan dari penyidikan mgntat-alat bukti
dan barang bukti yang seharusnya mendukung press®iesaian perkara
untuk diajukan ke tahap penuntutan untuk diajukapérsidangan dengan
berdasarkan temuan-temuan lapangan, kesaksianspksa keterangan

ahli, dan kesaksian masyarakat.

4.2.5. Pengelompokan Tindak Pidana Oleh 14 Perusahaan
Tindak pidana yang diduga dilakukan oleh 14 Peramahdi

Provinsi Riau dapat dikelompokkan kedalam bebejama yaitu:
1. Terkait dengan IUPHHK-HT (Perusakan lingkungan pidu
dan hutan) dengan pelaku PT. MPL dan PT. MKS;
2. Terkait dengan SKSHH (Kerusakan Hutan) dengan pelak
PT.RAPP;
3. Terkait IUUPHHK-HT (Kerusakan lingkungan dan Hutan)
dengan pelaku PT. AA dan PT. SGP;
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4. Terkait IPK (Kerusakan lingkungan dan Hutan) dengan
pelaku PT. WRBP;

5. Terkait APL (Kerusakan Hutan dan Lingkungan) dengan
pelaku PT.ABS;

6. Terkait dengan IUPHHK-HT (Perusakan lingkungan pidu
dan hutan) dengan pelaku PT. MP, PT. BDL,;

7. Terkait dengan IUPHHK-HT (Perusakan lingkungan pidu
dan hutan) dengan pelaku PT. CSS dan PT. BBSI,

8. Terkait dengan IUPHHK-HT (Perusakan lingkungan pidu
dan hutan) dengan pelaku PT. RML;

9. Terkait Perusakan lingkungan hidup dan hutan dengan
pelaku PT. IHP;

10.  Terkait dengan IUPHHK-HT (Perusakan lingkungan pidu
dan hutan) dengan pelaku PT. NPM;

Ad. 1) Terkait dengan IUPHHK-HT (Perusakan lingkanghidup dan

hutan) dengan pelaku PT. MPL dan PT. MKS

Sebagaimana dimaksud dalam rumusan:

a. Primer: Pasal 41 ayat (1) jo.Pasal 46 UU No. 23unhal®97
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

b.  Subsidair: Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo.Pasal @8 @y UU
No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal .Pasa
56 KUHP

Bunyi pasal-pasal yang disangkakan, yaitu:
a. Pasal 41 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang élelagn
Lingkungan Hidup

Barang siapa yang secara melawan hukum denganjaenga
melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan
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pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan dpatiag
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupfah).

b. Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Ayat (1): Jika tindak pidana sebagaimana dimaksaidn
Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum,
perseroan, perserikatan, yayasan atau organigasiuatutan
pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tinda&ntertib
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik
terhadap badan hukum, perseroan, perserikatansgaaau
organisasi lain tersebut maupun terhadap merekay yan
memberi perintah untuk melakukan tindak pidanaetars
atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuaia
atau terhadap kedua-duanya.

Ayat (2): Jika tindak pidana sebagaimana dimaksaidn
Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum,
perseroan, perserikatan, yayasan atau organisiasi dan
dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar huburigaia
maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam
lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatayasga
atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan danksi
pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberntaéri
atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa menginga
apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubukeyga
maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindaknpid
secara sendiri atau bersama-sama.

Ayat (3): Jika tuntutan dilakukan terhadap badafkuu
perseroan, perserikatan atau organisasi lain, planggntuk
menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu
ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal meratay di
tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.

Ayat (4): Jika tuntutan dilakukan terhadap badahkuhu
perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasiyiang
pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengumakim
dapat memerintahkan supaya pengurus menghadapis#ndi
pengadilarf?

21 |ndonesia (h)Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hjdup No. 23
Tahun 1997, LN. No. 68 Tahun 1997, TLN No. 3698sd& 41 ayat (1).

222 Indonesia (h)Op. Cit.,Pasal 46.
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c. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU No. 41 Tahun 1999atemt
Kehutanan: Setiap orang dilarang mengerjakan dao a
menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara
tidak satf?®

d. Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang t&staun:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) &uhufruf

b, atau huruf ¢, diancam dengan pidana penjaragéima

10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiaffy’

Berdasarkan perumusan pasal-pasal sebagaimanauteiatas
menunjukan adanya keraguan dari penyidik untuk meken tindak
pidana mana yang dilakukan oleh pelaku tersebimaraenya penyidik
berfokus terhadap pasal-pasal yang akan disangkaklengan
memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam suatustpea pidana dan
kemudian tinggal mencocokkan unsur-unsur delik ytargapat dalam
pasal-pasal terkait dengan ketentuan pidana ketnitbaik yang terdapat
dalam Pasal 50 maupun Pasal 78 UU No. 41 Tahun 168fng

Kehutanarf?®

Ad. 2) Terkait dengan SKSHH (Kerusakan Hutan) dengselaku
PT.RAPP sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasalab0

% Indonesia (i) Undang-Undang tentang KehutanadU No. 41 Tahun 1999, LN. No.

197 Tahun 1999, TLN. No. 3888, Pasal 50 ayat (3).

224 Indonesia (i)Op. Cit, Pasal 78 ayat (2).

225 Agus Surono, “Eksaminasi Penghentian PenyidikaehGPolda Riau terhadap 14

Perusahaan Atas Dugaan Tindak Pidana KehutananPéagrusakan Lingkungan Hidup”,

(makalah disampaikan dalam rangka eksaminasi pufaikg diselenggarakan oleh Indonesia
Corruption Watch (ICW) dan Jaringan Kerja Penyelahhatan Riau (Jikalahari), Jakarta, akhir
Desember 2011).
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(3) huruf h Jo.Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahu@9l@ntang
Kehutanan.

a. Pasal 50 ayat (3) huruf h UU No. 41 Tahun 1999atemt
Kehutanan:

Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau
memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersaamaa
dengan surat keterangan sahnya hasil htan.

b. Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) Myruf
diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (liada)n

dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 Iigepu
milyar rupiah)??’

Pencantuman kedua pasal tersebut terhadap adaggardtindak
pidana kehutanan yang terkait dengan ada ataukiaknia dokumen
SKSHH memang sebenarnya sudah tepat. Namun apatalacermati
mengapa banyak penyidik akhirnya menghentikan piégmnnya
menunjukkan ketidak mampuannya dalam mencari bykiig kuat
sebagaimana yang telah diuraikan dalam analisisonosatu diatas.
Seharusnya terhadap alasan penghentian penyidéag karena alasan
menganggap bahwa hal ini bukanlah merupakan suatativa pidana
dapat diuraikan secara detail bahwa pada kenyataammekanisme

pengangkutan kayu merupakan hasil hutan, penyidikush mampu

%% Indonesia (i)Op. Cit, Pasal 50 ayat (3).
227 |bid., Pasal 78 ayat (7).
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menguraikan bahwa apa yang telah dilakukan olenRARPP memanglah
benar tidak dilengkapi dengan dokumen yang sal y&#SHH. Apabila
dicermati alasan yang dikemukakan oleh penyidikamiaimenghentikan
proses penyidikannya terkesan tidak mampu untukgoraikan tentang

hal itu?2®

Ad. 3) Terkait IUUPHHK-HT (Kerusakan lingkungan dbeiutan) dengan
pelaku PT. AA dan PT. SGP
Sebagaimana dirumuskan:
a. Secara materil berdasarkan ketentuan Pasal 41 jdl46
No0.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkunganiid
b. Secara Subsidair berdasarkan ketentuan Pasal 30(2)ya
jo.Pasal 78 ayat (1) dan (2) UU No. 41 tahun 1399ang

Kehutanan.

Bahwa terkait dengan adanya dugaan tindak pidamas&iean
lingkungan dan hutan yang dilakukan olenh PT. AA &dn SGP dengan
dikaitkan ketentuan Pasal 41 jo.46 UU No. 23 Tal@97 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebenarnya lebih saotiitk mencari bukti
yang kuat dalam menegakkan proses hukum selanjéthyauh lebih
mudah apabila lebih memfokuskan dengan ketentuag texdapat dalam
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususej@nkuan Pasal 50
ayat (2) jo.Pasal 78 ayat (1) dan (2).

a. Pasal 41 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang éelagn
Lingkungan Hidup:

Barang siapa yang secara melawan hukum denganjsenga
melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan

28 |pid.
2 |pid.
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pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan dpatiag
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupfah).

b. Pasal 41 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1997 tentang &elagn
Lingkungan Hidup:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada dyat (
mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelakdak
pidana diancam dengan pidana penjara paling lama i
belas tahun dan denda paling banyak Rp750.000@00,0
(tujuh ratus lima puluh juta rupiahj*

c. Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Ayat (1): Jika tindak pidana sebagaimana dimaksaidnd

Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum,
perseroan, perserikatan, yayasan atau organigasiuatutan
pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tinda&entertib
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik
terhadap badan hukum, perseroan, perserikatansgayaau
organisasi lain tersebut maupun terhadap merekay yan
memberi perintah untuk melakukan tindak pidanaetars
atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuaia
atau terhadap kedua-duanya.

Ayat (2): Jika tindak pidana sebagaimana dimaksaldnd

Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum,
perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi dan
dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungama
maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam
lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatayasga
atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan danksi
pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberntaéri
atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa menginga
apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubukeyga

2% Indonesia (h)Op. Cit, Pasal 41 ayat (1).
%1 pid., Pasal 41 ayat (2).
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maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindaknpid
secara sendiri atau bersama-sama.

Ayat (3): Jika tuntutan dilakukan terhadap badafuu
perseroan, perserikatan atau organisasi lain, planggntuk
menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu
ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal meratay di
tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.

Ayat (4): Jika tuntutan dilakukan terhadap badakuhny
perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasiyiang
pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengumakjm
dapat memerintahkan supaya pengurus menghadapis#ndi
pengadilarf>?

d. Pasal 50 ayat (2) huruf a UU No. 41 Tahun 1999atemt

Kehutanan:

Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan
kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungenusaha
pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, saria
pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, ditaran
melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan Hdtan

e. Pasal 78 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang té&staun:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atal O

ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling latha
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiahif.

f. Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang téefaun:

3 bid., Pasal 46.
233 Indonesia (i)Op. Cit, Pasal 50 ayat (2).
234 |bid., Pasal 78 ayat (1).

Universitas Indonesia

Limitasi penghentian..., Herbet Pardamean Tambunan, FH Ul, 2012.



136

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) Hyruf
diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (li@la)yn

dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 lgepu
milyar rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya penyidikh
memfokuskan kepada ketentuan yang terdapat dalamKehutanan,
karena akan lebih mudah dalam menemukan bukti kaagsebagaimana
yang diisyaratkan dalam KUHAP yang secara rin@hediuraikan dalam

analisis nomor satu diata®,

Ad. 4) Terkait IPK (Kerusakan lingkungan dan Hutdehgan pelaku PT.

WRBP

Sebagaimana dirumuskan:

a. Secara materiel berdasarkan ketentuan Pasal 44 [d#
No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungamid
jo.Pasal 56 KUHPidana

b. Secara Subsidair berdasarkan ketentuan Pasal 50 3ya
huruf j, k jo.Pasal 78 ayat (9) dan (10) UU No. tahun
1999 tentang Kehutanan.

Peristiwa pidana terkait dengan ijin pemanfaatagukdengan
pelaku PT. WRBP terkait dengan ketentuan Pasgb4®6 UU No. 23
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidupagal 56 KUHP.
Juga terkait ketentuan Pasal 50 ayat (3) hurujojRasal 78 ayat (9) dan
(10) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

a. Pasal 41 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang &elagn
Lingkungan Hidup:

% Ipid.
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Barang siapa yang secara melawan hukum denganjaenga
melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan
pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan dpatiag
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupfah).

b. Pasal 41 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1997 tentang éelagn
Lingkungan Hidup:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada dyat (
mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelakdak
pidana diancam dengan pidana penjara paling lama i
belas tahun dan denda paling banyak Rp750.000@00,0
(tujuh ratus lima puluh juta rupiah3’

c. Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Ayat (1): Jika tindak pidana sebagaimana dimaksaldnd

Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum,
perseroan, perserikatan, yayasan atau organigasiuatutan
pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tinda&entertib
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik
terhadap badan hukum, perseroan, perserikatansgaydau
organisasi lain tersebut maupun terhadap merekag yan
memberi perintah untuk melakukan tindak pidanaetars
atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuaia
atau terhadap kedua-duanya.

Ayat (2): Jika tindak pidana sebagaimana dimaksaldnd

Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum,
perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi dan
dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungama
maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam

3% Indonesia (h)Op. Cit, Pasal 41 ayat (1).
%7 \bid., Pasal 41 ayat (2).
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lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatayasga
atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan danksi
pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberntaéri
atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa menginga
apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubukeyga
maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindaknpid
secara sendiri atau bersama-sama.

Ayat (3): Jika tuntutan dilakukan terhadap badakuhy
perseroan, perserikatan atau organisasi lain, planggntuk
menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu
ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal meratay di
tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.

Ayat (4): Jika tuntutan dilakukan terhadap badafkuu
perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasiyiang
pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengumakim
dapat memerintahkan supaya pengurus menghadapis#ndi
pengadilarf®

d. Pasal 50 ayat (3) huruf j UU No. 41 Tahun 1999 aagt
Kehutanan:

.. membawa alat-alat berat dan atau alat-alahyainyang
lazim atau patut diduga akan digunakan untuk megigén
hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izinbpé¢jgang
berwenang®®

e. Pasal 50 ayat (3) huruf k UU No. 41 Tahun 1999 aegt

Kehutanan:

... membawa alat-alat yang lazim digunakan untukehang,
memotong, atau membelah pohon di dalam kawasam huta
tanpa izin pejabat yang berwengid.

238 |bid., Pasal 46.
23 Indonesia (i)Op. Cit, Pasal 50 ayat (3) huruf .
20 |pid., Pasal 50 ayat (3) huruf k.
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f. Pasal 78 ayat (9) UU No. 41 Tahun 1999 tentang téefaun:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf
diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (litaa)yn

dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (frigar
rupiah)®**

g. Pasal 78 ayat (10) UU No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) Hyruf
diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (t@ayn

dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (sdiar
rupiah)®*?

Ad. 5) Terkait APL (Kerusakan Hutan dan Lingkungal®ngan pelaku
PT.ABS
Sebagaimana dirumuskan:
a. Pasal 50 ayat (2) jo.Pasal 78 ayat (1) dan (14)NgA1
Tahun 1999 tentang Kehutanan
b. Dan/atau Pasal 41 jo.Pasal 46 UU No0.23 Tahun 1&%ang
pengelolaan Lingkungan Hidup

Peristiwa pidana terkait dengan Areal Pemanfaatannya (APL)
dengan pelaku PT. ABS terkait dengan ketentuan gs@&ibana
dirumuskan dalam Pasal 50 ayat (2) jo.Pasal 78 (@yatan (14) UU No.

21 bid., Pasal 79 ayat (9).
42 |bid., Pasal 79 ayat (10).
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41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan/atau PagalPdsal 46 UU No.
23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidépeal

pemanfaatan lainnya dalam bidang kehutanan memecayas normatif
dimungkinkan apabila telah mendapat izin dari pajalang berwenang.
Apabila penyidik hendak mengaitkan dengan hal imkanyang perlu
diungkapkan adalah apakah perusahaan tersebutmtelakukan kegiatan
di bidang kehutanan yang berada di areal terseébukah bukan. Apabila
bukan maka hal ini yang dapat dikatakan melanggatentuan

sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) UU lKkehant Seharusnya
apa yang dilakukan oleh penyidik lebih memfokuskartuk mencari

bukti-bukti dalam rangka mengungkap hal terséfsu.

a. Pasal 50 ayat (2) huruf a UU No. 41 Tahun 1999%atemt
Kehutanan:

Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan
kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungenusaha
pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, saria
pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, ditaran
melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan Httan

b. Pasal 78 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang téefaun:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atal O

ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling latha
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiaty.

243 pid.
244 bid., Pasal 50 ayat (2) huruf a.
3 |bid., Pasal 78 ayat (1).
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c. Pasal 78 ayat (14) UU No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan:

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasay&0 a
(1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan aeh atau atas
nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan d&si san
pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baikligen
sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana isesua
dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dé#gjan
(sepertiga) dari pidana yang dijatuhi&h.

d. Pasal 41 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang éelagn
Lingkungan Hidup:

Barang siapa yang secara melawan hukum denganjasenga
melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan
pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan dpatiag
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupfah).

e. Pasal 41 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1997 tentang &elagn
Lingkungan Hidup:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada dyat (
mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelakdak
pidana diancam dengan pidana penjara paling lama i
belas tahun dan denda paling banyak Rp750.000000,0
(tujuh ratus lima puluh juta rupiah’®

2% |bid., Pasal 78 ayat (14).
47 Indonesia (h)Op. Cit, Pasal 41 ayat (1).
28 |bid., Pasal 41 ayat (2).
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f. Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Ayat (1): Jika tindak pidana sebagaimana dimaksaldnd
Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum,
perseroan, perserikatan, yayasan atau organigasiuatutan
pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tinda&&ntéertib
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik
terhadap badan hukum, perseroan, perserikatansgaysdau
organisasi lain tersebut maupun terhadap merekay yan
memberi perintah untuk melakukan tindak pidanaetars
atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuaia
atau terhadap kedua-duanya.

Ayat (2): Jika tindak pidana sebagaimana dimaksaldnd
Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum,
perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi dan
dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar huburigara
maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam
lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatayasga
atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan danksi
pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberntaéri
atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa menginga
apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubukeyga
maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindakngid
secara sendiri atau bersama-sama.

Ayat (3): Jika tuntutan dilakukan terhadap badakuhny
perseroan, perserikatan atau organisasi lain, planggntuk
menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu
ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal meratay di
tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.

Ayat (4): Jika tuntutan dilakukan terhadap badafkuu
perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasiykang
pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengumakim
dapat memerintahkan supaya pengurus menghadapiséndi
pengadilarf*®

Ad. 6) Terkait dengan IUPHHK-HT (Perusakan lingkanghidup dan
hutan) dengan pelaku PT. MP, PT. BDL

Sebagaimana dimaksud dalam rumusan:

29 pid., Pasal 46.
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a. Primer: Pasal 41 jo.Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1887nhg
Pengelolaan Lingkungan Hidup

b. Subsidair: Pasal 50 ayat (3) huruf a, |, k, Jo.P&é&ayat (2),
(9),(10) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peristiwa pidana terkait dengan IUPHHK-HT dengatalpe PT.
MP, PT. BDL terkait dengan ketentuan sebagaimamaakkud dalam
rumusan Pasal 41 jo.Pasal 46 UU No. 23 Tahun 18&%arg Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Pasal 50 ayat (3) huruf &,jp.Pasal 78 ayat (2),
(9), (10) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

a. Pasal 41 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang éelagn
Lingkungan Hidup:

Barang siapa yang secara melawan hukum denganjasenga
melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan
pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan dpatiag
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupfah).

b. Pasal 41 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1997 tentang éelagn
Lingkungan Hidup:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada dyat (
mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelakdak
pidana diancam dengan pidana penjara paling lama i
belas tahun dan denda paling banyak Rp750.000@00,0
(tujuh ratus lima puluh juta rupiahy*

#0bid., Pasal 41 ayat (1).
#11bid., Pasal 41 ayat (2).
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c. Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Ayat (1): Jika tindak pidana sebagaimana dimaksaldnd
Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum,
perseroan, perserikatan, yayasan atau organigasiuatutan
pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tinda&&ntéertib
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik
terhadap badan hukum, perseroan, perserikatansgaysdau
organisasi lain tersebut maupun terhadap merekay yan
memberi perintah untuk melakukan tindak pidanaetars
atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuaia
atau terhadap kedua-duanya.

Ayat (2): Jika tindak pidana sebagaimana dimaksaldnd
Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum,
perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi dan
dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar huburigara
maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam
lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatayasga
atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan danksi
pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberntaéri
atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa menginga
apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubukeyga
maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindakngid
secara sendiri atau bersama-sama.

Ayat (3): Jika tuntutan dilakukan terhadap badakuhny
perseroan, perserikatan atau organisasi lain, planggntuk
menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu
ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal meratay di
tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.

Ayat (4): Jika tuntutan dilakukan terhadap badafkuu
perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasiykang
pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengumakim
dapat memerintahkan supaya pengurus menghadapiséndi
pengadilarf>?

d. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU No. 41 Tahun 1999atemt
Kehutanan: mengerjakan dan atau menggunakan dan ata

menduduki kawasan hutan secara tidak’8ah:

#2bid., Pasal 46.
3 |ndonesia (i)Op. Cit, Pasal 50 ayat (3) huruf a.
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e. Pasal 50 ayat (3) huruf ] UU No. 41 Tahun 1999 aagt

Kehutanan:

membawa alat-alat berat dan atau alat-alat laigayg lazim
atau patut diduga akan digunakan untuk mengangasii h
hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabaig ya
berwenang>*

f. Pasal 50 ayat (3) huruf k UU No. 41 Tahun 1999 aegt

Kehutanan:

... membawa alat-alat yang lazim digunakan untukebeang,
memotong, atau membelah pohon di dalam kawasam huta
tanpa izin pejabat yang berwengny.

g. Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang t&etaun:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) auhuiruf

b, atau huruf ¢, diancam dengan pidana penjaragéima

10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiaftf’

h. Pasal 78 ayat (9) UU No. 41 Tahun 1999 tentang téefaun:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf
diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (li@la)yn

#4|bid., Pasal 50 ayat (3) huruf .
#%|bid., Pasal 50 ayat (3) huruf k.
#%|bid., Pasal 78 ayat (2).
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dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (firigar
rupiah)®’

I. Pasal 78 ayat (10) UU No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) Hqruf
diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (t@fa)n

dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (sdiar
rupiah)®®

Ad. 7) Terkait dengan IUPHHK-HT (Perusakan lingkanghidup dan
hutan) dengan pelaku PT. CSS dan PT. BBSI
Sebagaimana dimaksud dalam rumusan:
a. Primer: Pasal 41 ayat (1) jo.Pasal 46 ayat (1) U BB
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
b. Subsidair: Pasal 50 ayat (3) Jo.Pasal 78 ayafi2),UU No.
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peristiwa pidana terkait dengan IUPHHK-HT dengartalae PT.
CSS dan PT. BBSI sebagaimana dimaksud dalam runResal 41 ayat
(1) jo.Pasal 46 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 tegt&engelolaan
Lingkungan Hidup dan Pasal 50 ayat (3) jo.Pasayé (2), (14) UU No.
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
a. Pasal 41 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang &elagn
Lingkungan Hidup:

%7 |bid., Pasal 78 ayat (9).
#8|bid., Pasal 78 ayat (10).
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Barang siapa yang secara melawan hukum denganjaenga
melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan
pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan dpatiag
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupfah).

b. Pasal 46 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang éelagn
Lingkungan Hidup:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab i
dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroa
perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tumtpidana
dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tatdibter
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik
terhadap badan hukum, perseroan, perserikatansgaasau
organisasi lain tersebut maupun terhadap merekay yan
memberi perintah untuk melakukan tindak pidanaetars
atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuaia
atau terhadap kedua-duarfya.

c. Pasal 50 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang t&staun.

Setiap orang dilarang:

a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduk
kawasan hutan secara tidak sah;
b. Merambah kawasan hutan;
c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan
dengan radius atau jarak sampai dengan:
1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan Kiri
kanan sungai di daerah rawa;
3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak
sungai;

9 ndonesia (h)Op. Cit, Pasal 41 ayat (2).
0 |pid., Pasal 46 ayat (1).
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5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tggin
dan pasang terendah dari tepi pantai.

d. Membakar hutan;

e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil
hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izami d
pejabat yang berwenang;

f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar,
menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasitamu
yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawas
hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksploras
atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasamhut
tanpa izin Menteri;

h. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutangya
tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat ketanang
sahnya hasil hutan;

I. Menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang
tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersehait
pejabat yang berwenang;

J. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat |lanygng
lazim atau patut diduga akan digunakan untuk
mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan,atanp
izin pejabat yang berwenang;

k. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk
menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam
kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

I. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan
kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberada
atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasamhut
dan

m.Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-
tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi urgdan
undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa &in d
pejabat yang berwenang)

d. Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang t&etaun:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) auhufruf
b, atau huruf ¢, diancam dengan pidana penjarag&ima

%1 ndonesia (i)Op. Cit, Pasal 50 ayat (3).
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10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiafff.

e. Pasal 78 ayat (14) UU No. 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan:

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasay&0 a
(1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan aleh atau atas
nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan d&si san
pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baiklisen
sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana isesua
dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dérgan
(sepertiga) dari pidana yang dijatuhkah.

Ad. 8) Terkait dengan IUPHHK-HT (Perusakan lingkanghidup dan
hutan) dengan pelaku PT. RML, sebagaimana dimakislam
rumusan:

a. Primer: Pasal 41 ayat (1) jo.Pasal 46 ayat (1) UiJ 2B
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

b.  Subsidair: Pasal 50 ayat (2), ayat (3) huruf Jd&Pasal 78
ayat (1), (9),(10), (14) UU No. 41 Tahun 1999 tegta
Kehutanan

Peristiwa pidana terkait dengan IUPHHK-HT dengartake PT.
RML dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalarasamm Pasal 41
ayat (1) jo.Pasal 46 ayat (1) UU No. 23 tentanggBkriaan Lingkungan
Hidup dan Pasal 50 ayat (2), ayat (3) huruf j,0kPasal 78 ayat (1), (9),
(10), (14), UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

a. Pasal 41 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1998 tentang éelagn
Lingkungan Hidup:

%2 |pid., Pasal 78 ayat (2).
%3 |pid., Pasal 78 ayat (14).
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Barang siapa yang secara melawan hukum denganjzenga
melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan
pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan dpatiag
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupfah).

b. Pasal 46 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1998 tentang éelagn
Lingkungan Hidup:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab i
dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroa
perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tumtdgam
Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukumgepmEs,
perserikatan, yayasan atau organisasi lain terseifawpun
terhadap mereka yang memberi perintah untuk metakuk
tindak pidana tersebut atau yang bertindak seh@gaimpin
dalam perbuatan atau terhadap kedua-duétya.

c. Pasal 50 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang t&etaun:

Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan
kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungenusaha
pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, s$aria
pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dijaran
melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan Hbtan

%4 ndonesia (h)Op. Cit, Pasal 41 ayat (1).
% |bid., Pasal 46 ayat (1).
%% |ndonesia (i)Op. Cit, Pasal 50 ayat (2).
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d. Pasal 50 ayat (3) huruf ] UU No. 41 Tahun 1999 aagt

Kehutanan:

. membawa alat-alat berat dan atau alat-alahyainyang
lazim atau patut diduga akan digunakan untuk megiggn
hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izinbag¢jgang
berwenang®’

e. Pasal 50 ayat (3) huruf k UU No. 41 Tahun 1999 aegt

Kehutanan:

... membawa alat-alat yang lazim digunakan untukebeang,
memotong, atau membelah pohon di dalam kawasam huta
tanpa izin pejabat yang berwengfy.

f. Pasal 78 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang téetaun:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atal B0

ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling latha
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiafy.

g. Pasal 78 ayat (9) UU No. 41 Tahun 1999 tentang té&etaun:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf

%7 bid., Pasal 50 ayat (3) huruf .
%8 bid., Pasal 50 ayat (3) huruf k.
?9|bid., Pasal 78 ayat (1).
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diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (li@la)yn
dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (fimigar
rupiah)?’®

h. Pasal 78 ayat (10) UU No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) hyruf
diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (taa)n

dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (sdyar
rupiah)?™

I. Pasal 78 ayat (14) UU No. 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan:

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayatydl)(2),
ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (¥)ata8), ayat
(9), ayat (10), ayat (11), adalah kejahatan, dagalt pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (Ehad
pelanggaran’?

Ad. 9) Terkait Perusakan lingkungan hidup dan hutangan pelaku PT.
IHP, sebagaimana dimaksud dalam rumusan:
a. Primer: Pasal 41 ayat (1) jo.Pasal 46 ayat (1) Ui 2B
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
b.  Subsidair: Pasal 50 ayat (2), Jo.Pasal 78 ayat(14), UU
No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

270 bid., Pasal 78 ayat (9).
?bid., Pasal 78 ayat (10).
?"2|pid., Pasal 78 ayat (14).

Universitas Indonesia

Limitasi penghentian..., Herbet Pardamean Tambunan, FH Ul, 2012.



153

c. Lebih subsidair: Pasal 50 ayat (3) huruf a jo.P@8ahyat
(2), (14) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peristiwa pidana terkait dengan perusakan lingknndangan
pelaku PT. IHP dengan ketentuan sebagaimana dimaleam rumusan:
Pasal 41 ayat (1) jo.Pasal 46 ayat (1) UU Mo. 2Bufal997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 50 aygb(Ransal 78 ayat (1),
(14) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, deasal 50 ayat (3)
huruf a jo.Pasal 78 ayat (2), (14) UU No. 41 Tahl®B9 tentang

Kehutanan

a. Pasal 41 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1998 tentang éelagn
Lingkungan Hidup:

Barang siapa yang secara melawan hukum denganjaenga
melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan
pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan dpatiag
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupfah).

b. Pasal 46 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1998 tentang éelagn
Lingkungan Hidup:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab i
dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroa
perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tumtdam
Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukumgepmas,
perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersetawpun
terhadap mereka yang memberi perintah untuk metakuk
tindak pidana tersebut atau yang bertindak selzagaimpin
dalam perbuatan atau terhadap kedua-du&fya.

2% ndonesia (h)Op. Cit, Pasal 41 ayat (1).
2 |bid., Pasal 46 ayat (1).
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c. Pasal 50 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang t&staun:

Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan
kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungenusaha
pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, saria
pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, digaran
melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan Htan

d. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU No. 41 Tahun 1999atemt
Kehutanan: Setiap orang dilarang mengerjakan dao at
menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara
tidak sal’.”

e. Pasal 78 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang t&etaun:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atal 50

ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling latha
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiat).

f. Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang téefaun:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) &uhufruf

b, atau huruf ¢, diancam dengan pidana penjaragéima

10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiafi§

25 Indonesia (i)Op. Cit, Pasal 50 ayat (2).
2% |bid., Pasal 50 ayat (3) huruf a.

' \bid., Pasal 78 ayat (1).

281bid., Pasal 78 ayat (2).
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g. Pasal 78 ayat (14) UU No. 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan:

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayatydl)(2),
ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (Fata8), ayat
(9), ayat (10), ayat (11), adalah kejahatan, dadal pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (Eahad
pelanggaraf’®

Ad. 10) Terkait dengan IUPHHK-HT (Perusakan linggan hidup dan

hutan) dengan pelaku PT. NPM

Sebagaimana dimaksud dalam rumusan:

a. Primer: Pasal 41 jo.Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1887ahg
Pengelolaan Lingkungan Hidup

b. Subsidair: Pasal 50 ayat (3) huruf a, |, k, Jo.P&8ayat (2),
(9),(10), (14) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehatan
Jo.Pasal 55,56 KUHPidana

Peristiwa pidana terkait dengan IUPHHK-HT dengaftalae PT.
NPM terkait dengan ketentuan sebagaimana dimaksiammdrumusan.
Pasal 41 jo.Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997 tentaeggétolaan
Lingkungan Hidup dan Pasal 50 ayat (3) huruf &,jp.Pasal 78 ayat (2),
(9), (10), (14) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehatajo.Pasal 55, 56
KUHPidana.

a. Pasal 41 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1998 tentang éelagn
Lingkungan Hidup:

2 bid., Pasal 78 ayat (14).
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Barang siapa yang secara melawan hukum dengqgaajaeng
melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan
pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan dpatiag
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupf&h).

b. Pasal 41 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1997 tentang éelagn
Lingkungan Hidup:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada dyat (
mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelakdak
pidana diancam dengan pidana penjara paling lama i
belas tahun dan denda paling banyak Rp750.000@00,0
(tujuh ratus lima puluh juta rupiah*

c. Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Ayat (1): Jika tindak pidana sebagaimana dimaksaidnd

Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum,
perseroan, perserikatan, yayasan atau organigasiuatutan
pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tinda&tntertib
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik
terhadap badan hukum, perseroan, perserikatansgayaau
organisasi lain tersebut maupun terhadap merekag yan
memberi perintah untuk melakukan tindak pidanaetars
atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuaia
atau terhadap kedua-duanya.

Ayat (2): Jika tindak pidana sebagaimana dimaksaldnd

Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum,
perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi dan
dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar huburigaya
maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam
lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatayasga
atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan danksi
pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberntadéri

%0 Indonesia (h)Op. Cit, Pasal 41 ayat (1).
%1)bid., Pasal 41 ayat (2).
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atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa menginga
apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubukeyga
maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindaknpid
secara sendiri atau bersama-sama.

Ayat (3): Jika tuntutan dilakukan terhadap badafkuu
perseroan, perserikatan atau organisasi lain, planggntuk
menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu
ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal meratay di
tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.

Ayat (4): Jika tuntutan dilakukan terhadap badakuhny
perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasiyiang
pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengumakim
dapat memerintahkan supaya pengurus menghadapis#ndi
pengadilarf®

d. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU No. 41 Tahun 1999atemt
Kehutanan: Setiap orang dilarang mengerjakan dao at
menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara
tidak sat’®

e. Pasal 50 ayat (3) huruf j UU No. 41 Tahun 1999 aegt

Kehutanan:

. membawa alat-alat berat dan atau alat-alahyairnyang
lazim atau patut diduga akan digunakan untuk megigén
hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izinbaéjgang
berwenang®*

f. Pasal 50 ayat (3) huruf k UU No. 41 Tahun 1999 aegt
Kehutanan:

282 |bid., Pasal 46.
83 Indonesia (i)Op. Cit, Pasal 50 ayat (3) huruf a.
24 |bid., Pasal 50 ayat (3) huruf .
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... membawa alat-alat yang lazim digunakan untukeheang,
memotong, atau membelah pohon di dalam kawasam huta
tanpa izin pejabat yang berwendgfy.

g. Pasal 78 ayat (9) UU No. 41 Tahun 1999 tentang té&staun:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf
diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (litaa)yn

dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (fiigar
rupiah)?2®

h. Pasal 78 ayat (10) UU No. 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) Hyruf
diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (taayn

dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (sdyar
rupiah)?®’

I. Pasal 78 ayat (14) UU No. 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan:

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayatydf)(2),

ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (F)ata8), ayat
(9), ayat (10), ayat (11), adalah kejahatan, dagak pidana

2% bid., Pasal 50 ayat (3) huruf k.
2% |bid., Pasal 78 ayat (9).
%7 bid., Pasal 78 ayat (10).
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sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (Eahad
pelanggarar®®

Pada dasarnya banyak terdapat kesamaan pasalpagaligunakan dari
setiap pengelompokan tindak pidana oleh empat ppelasahaan tersebut,
karena itu pada akhirnya beberapa pasal yang djtidak lagi dijelaskan.

4.2.6. Prosedur Dan Penerapan Yang Harus Dilakukan Oleh
Penyidik Dalam Menjalani Suatu Penghentian Penyidilan
Terhadap Suatu Tindak Pidana.

Pada dasarnya mengenai prosedur dan peneraparsgfaagisnya
dilakukan oleh penyidik dalam menetapkan suatu grark harus
dihentikan, harus berdasarkan Peraturan Kepala fkpudonesia No.
12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendatiaandanan
Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Republikiomesia. Akan
tetapi apabila dikaitkan dengan kasus penerbitad $&thadap 14
perusahaan di Riau ini, Perkap No. 12 Tahun 2009tidak dapat
digunakan karena penerbitan SP3 terhadap kasugrjadi pada bulan
Desember 2008.

Pasal 109 KUHAP tidak memberikan prosedur secartilde
mengenai penghentian penyidikan. Hanya dinyatakanwh terdapat
kewajiban dari penyidik dalam melakukan penghenfiemyidikannya
untuk memberitahukan kepada Penuntut Umum. Mengeeaghentian
penyidikan dan penghentian penuntutan itu Mentetakiman di dalam
Keputusannya tanggal 10 Desember 1983 No.M.14-P\d30&hun 1983
telah memberikan petunjuknya sebagai berikut.

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikannya seabmagna
dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dan Penuntut Umemghentikan
penuntutannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasalyd4(2) KUHAP,
selain harus memberitahukannya kepada tersangka katiaiarga atau

penasihat hukumnya, juga kepada saksi pelaporkatdan, agar mereka

8 |bid., Pasal 78 ayat (14).
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mengetahuinya, sehingga terhindar kemungkinan Idiajpya pra
peradilan.

Dalam hal ini, maka harus dilihat apakah Penyididdah
memberitahukan mengenai penghentian penyidikarna Jitak, maka
dapat diduga terjadi pelangkahan prosedur. kepada:

a. Penuntut Umum

b. Tersangka/penasehat hukum/keluarganya

C. Saksi pelapor/korbaff’

Berdasarkan wawancara penulis dengan Emerson Yudéno
Indonesia Corruption Watch (ICW), sebagai dasar gadoman dari
prosedur penghentian ada baiknya tetap mengacu&dperaturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahw0® tentang
Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkana Bidangkungan
Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya IPag84 sampai
dengan Pasal 123. Hal ini sebagai pembanding teph@dosedur yang
seharusnya dilakukan oleh penyidik. Menurut beliagbelum adanya
Perkap No. 12 Tahun 2009 mengenai prosedur terhaéaghentian
penyidikan tidak jauh berbeda dengan Perkap Nold#in 2009 karena
pasti dilakukan gelar perkara sebelumnya. Apabdéard penghentian
penyidikan dalam kasus ini tidak dilakukan gelarkpea luar biasa
sebelumnya, maka patut diduga bahwa penghentiayidikem tersebut
belum dilakukan sesuai dengan prosedbr.

Selain itu, terhadap Surat Ketetapan Penghentiagiditikan dapat
dikatakan terlalu sumir, karena tidak mencantumkan:

a. Modus operandi / Kasus posisi.

b. Tidak mencantumkan pasal tindak pidana yang dissagk

secara tepat.

89 Flora Dianti,Op. Cit, him. 10.
*Opid., him. 12.
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C. Tidak jelas menyebutkan alasan penghentian perandik
apakah karena tidak cukup bukti atau bukan tindd&ra
atau karena demi hukum.

d. Tidak jelas apakah tersangka sebagai perorangsatzagai
Badan Usaha atau keduanya.

e. Antara Pasal 41 (1) UU No0.23/1997 dan Pasal 50U2)
No. 41/1999 saling mengecualikan sehingga tidakadap
dikumulasikaf®

21 Adnan Paslyadja dan Widyaiswara, “Legal Anotasighentian Penyidikan (SP 3)
Atas 14 Perusahaan Menyangkut Penerbitan IUPHHKdHPropinsi Riau”, (Jakarta: Badiklat
Kejaksaan RI, 2011).
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BAB 5
PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Dari pembahasan dan analisis pada bab-bab sebgymdapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Batasan atau limitasi yang menjadi syarat pengaenenyidikan oleh
penyidik berdasarkan kurang alat bukti yaitu bemdesn Pasal 183
KUHAP dimana disebutkan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seofauyali
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukig y&ah ia
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana rdmsrar
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah meatua®>

Alat bukti yang sah itu sendiri berdasarkan Pasi ayat (1)
KUHAP terdiri dari: keterangan saksi, keterangafi, aurat, petunjuk,
dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, penyudja berpedoman pada
Pasal 183 KUHAP pengertian cukup alat bukti dalarenemtukan
penyidikan dapat dilanjutkan atau harus dihentikan.

Adapun syarat menentukan suatu perbuatan sebagti 8ndak
pidana berdasarkan unsur pasal yang disangkakaad&epersangka.
Selain itu, apabila penyidik merasa ragu dalam meehken suatu
perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan, pé&ngdpat meminta
keterangan ahli yang bertujuan untuk membuat tersuegu peristiwa
pidana. Adanya keterangan ahli dalam menentukaru sparbuatan
sebagai suatu tindak pidana berdasarkan keahlianpdagetahuan dari

ahli tersebut. Keterangan ahli tersebut dapat pitsasukkan ke dalam

2 Indonesia (a)Qp. Cit.,Pasal 183.
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alat bukti di dalam penyidikan dalam rangka untudngapai minimal dua
alat bukti yang sah. Apabila seorang ahli mengaiddenar telah terjadi
suatu tindak pidana maka keterangannya dapat [jadikin sebagai alat
bukti, bila menurut seorang ahli tidak terjadi tkd pidana maka
keterangan ahli tersebut tidak dapat dijadikan btdti untuk menjerat
tersangka ke proses penuntutan karena keterangtdalalapat menjerat
tersangka. Untuk memperkuat keyakinan penyidiki ydrhg dimintakan
keterangannya di dalam sebuah proses penyidikans hberjumlah
minimal dua orang karena apabila penyidik hanygpdgangan kepada
keterangan satu orang ahli saja belum dapat mentbtetg peristiwa
hukum yang terjadi dan belum tentu keterangan sgoahli adalah tepat.
Selain itu, ahli yang dihadirkan oleh penyidik manpoleh penuntut
umum tidak boleh mempunyai kepentingan terhadapuskagang
berhubungan dengannya. Hal ini untuk menghindaginga conflict of
interest antara ahli dengan terdakwa. Ahli yang seharusfigadirkan
oleh penyidik maupun penuntut umum dalam prosegigdan harusnya
ahli yang independen yang tidak mempunyai huburagapun termasuk
mempunyai kepentingan terhadap kasus tersebut.

Prosedur dan penerapan yang harus dilakukan ol@lyidide dalam
menjalani suatu penghentian penyidikan terhadaju dunglak pidana pada
dasarnya harus menjalankan proses gelar perkarhiasa terlebih dahulu
berdasarkan Pasal 121 sampai dengan Pasal 123urBeraepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Peagaw dan
Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkukggpolisian

Negara Republik Indonesia. Adapun prosedur yangkisond, yaitu:

a. Pasal 121
Ayat (1): Penghentian Penyidikan hanya dapat diaikan
setelah dilakukan tindakan penyidikan secara maksidan
hasilnya ternyata penyidikan tidak dapat dilanjatkigarena
alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116.
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Keputusan penghentian penyidikan sebagaan

dimakud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakatabeteelalui

2 (dua) tahapan gelar perkara luar biasa.

Ayat (3): Gelar perkara untuk penghentian penyidikgimpin

oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya:

a.
b.

C.

d.
b. Pasal 122
Ayat (1):

Karo Analis pada Bareskrim Polri;

Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda;
Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil;
atau

Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres.

Gelar perkara luar biasa tahap pertamaukun

penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud datesal R21

ayat (2) dihadiri sekurangkurangnya:

a.
b.

~ ® 2 o

- @

Ayat (2):

Penyidik dan Pengawas Penyidik;

Pejabat atasan Perwira Pengawas Penyidik atau
pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan;
ltwas Polri;

Binkum Polri;

Propam Polri;

Saksi Ahli;

dapat menghadirkan pihak pelapor; dan

dapat menghadirkan pihak terlapor.

Gelar perkara luar biasa tahap keduaukunt

penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud datesal R21

ayat (2) dihadiri sekurangkurangnya:

a.
b.

Penyidik dan Pengawas Penyidik;

Pejabat atasan Perwira Pengawas Penyidik atau
pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan;
ltwas Polri;

Binkum Polri

Propam Polri;
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g.
h.
c. Pasal 123
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Pihak pelapor beserta penasihat hukumnya;
Pihak terlapor beserta penasihat hukumnya; dan

Pejabat JPU bila sangat diperlukan.

Ayat (1): Pelaksanaan gelar perkara luar biasakymtnghentian

penyidikan perkara meliputi:

a.
b.

e.

pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar;
paparan Tim Penyidik tentang pokok perkara,
pelaksanaan penyidikan, dan hasil penyidikan yang
telah dilaksanakan;

paparan penyidik tentang alasan penghentian
penyidikan;

tanggapan dan diskusi para peserta gelar perkara;
dan

kesimpulan hasil gelar perkara

Ayat (2): Tahap kelanjutan hasil gelar perkara mii

a.
b.

Pedoman bagi

pembuatan laporan hasil gelar perkara;

penyampaian laporan kepada pejabat yang
berwenang dengan melampirkan hasil notulen;

arahan dan disposisi pejabat yang berwenang;
pelaksanaan hasil gelar oleh Tim Penyidik; dan
pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan
hasil gelar oleh Perwira Pengawas Penyidik.

hakim dalam memutus perkara prapanadijang

menyatakan batasan mengenai kurangnya alat buktbalean merupakan
suatu tindak pidana berdasarkan Pasal 184 KUHARnDA&al ini, hakim
bertanya melihat BAP dan bertanya langsung kepadiai.pSelain itu,

hakim melihat keterangan saksi karena keterangisi adalah hal yang

paling utama dalam proses pembuktian karena saldala orang yang

melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatistyeat pidana. Pada
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umumnya hakim tidak mempertimbangkan kesaksianakevd karena
terdakwa tidak disumpah, berhak untuk ingkar, damrhki hak untuk
diam.

Pada Pasal 185 KUHAP, keterangan saksi sebagdbaétyang
sah adalah apa yang saksi katakan di pengadilarg Mengukur apakah
keterangan ini sesuai dengan Pasal 185 KUHAP adekim dan bukan
polisi. Jadi apabila keterangan saksi tersebutateuen di dalam BAP
maka belum dapat menjadi satu alat bukti. Apabélautsampai di polisi
belum dapat dijadikan satu alat bukti. Untuk dagiktakan sebagai alat
bukti yang sah, maka kembali lagi ke Pasal 184 KIBPHAIleh karena itu,
dua orang saksi merupakan dua alat bukti sedanghkfin orang saksi
merupakan satu alat bukti. Jika beberapa saksikatanangan ahli yang
memberi kesaksian sepotong-sepotong yang apabdagiiai jadi satu,
baru merupakan satu alat bukti. Jadi apabila datutspandang hakim
dalam perkara yang dipraperadilankan sudah adaodhray saksi maka
sudah ada dua alat bukti sehingga SP3 dengan atasang alat bukti
tidak sah. Hal ini berbeda kalau keterangan sateii ahli sepotong-
sepotong dan berdiri sendiri-sendiri maka baru asirgatu alat bukti dan
SP3 tersebut adalah sah. Oleh karena itu, yangelp@mwg menentukannya
adalah hakim. Akan tetapi apakah polisi tidak boletengadopsi
kesimpulan tersebut dalam SP3? Jawabannya adalah baja karena
mereka punya kewenangan terhadap hal tersebutaasalka dapat
menjelaskan secara komprehensif alasannya. Ketamarahli yang
diberikan di penyidikan ke depan penyidik merupadkat bukti, tapi tidak
mengikat karena ahli dalam memberikan keterangaryehanemperoleh
keterangan-keterangan dari satu pihak saja yaitwyig&. Sedangkan
dalam proses penyidikan, ahli tidak memperoleh reegan-keterangan
dari pihak lawan (terdakwa) sehingga ahli dalam enérkan suatu tindak
pidana hanya berdasarkan keterangan dari satu pdjaklan hal ini dapat
saja dibantah oleh pihak lawan apabila pihak lawempunyai bukti —
bukti lain. Jadi keterangan ahli hanya untuk metigra penyidik saja,
tapi bisa saja keterangannya tidak digunakan diige@ngan.
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Selanjutnya, dalam menentukan suatu peristiwa na&arp suatu
tindak pidana atau tidak harus diperhatikan baik-lperbuatannya dan
pasal yang disangkakan kepadanya. Sebagai contadudsiah masalah
hutang-piutang. Hal ini dapat masuk ke dalam tingiglana penggelapan
dan dapat juga masuk ke dalam wanprestasi sehipggaedaannya
menjadi sangat tipis. Ada beberapa pasal-pasaindgldHP yang masuk
ke dalam ranah perdata. Seperti halnya penagimgyuitas dapat masuk ke
ranah perdata.

Dalam menentukan kompetensi ahli pada dasarny& fodailu
mempersalahkan ahli mana yang berhak dan seharuseyaberikan
keterangan karena pada dasarnya ahli adalah omamy pengerti akan
suatu ilmu yang dapat menjelaskan dan membuatgesaatu perkara
sehingga dapat membantu penyelesaian perkara.

Inti dari permasalahan yang ada adalah tidak adgeyaturan
yang cukup jelas mengatur tentang suatu penghenpi@myidikan
dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti atauabuttindak pidana.
Selain itu, KUHAP juga memberikan wewenang yangupukesar kepada
penyidik, dalam hal ini adalah polisi, untuk melk&o penyidikan serta
melakukan wupaya hukum tanpa adanya pengawasan Yahaf.
Pengawasan yang ada selama ini, yaitu praperadiiamggap belum

cukup tegas dalam pelaksanaanya.

Saran
Terhadap pokok-pokok permasalahan yang ada, igenuli

merekomendasikan agar:

. Dibuatnya suatu peraturan yang mengatur emangalasan penghentian

penyidikan secara rinci agar tidak menimbulkan mtdfsir diantara
penegak hukum maupun masyarakat yang belajar dagerte hukum
pada khususnya serta masyarakat yang awan terhlagleygm pada

umumnya.

. Dibentuknya hakim komisaris yang konsepnya ad®&ll) KUHAP untuk

menentukan kapan dimulainya suatu penyidikan danentekan kapan
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suatu penyidikan harus dihentikan. Hakim komisarisdiperlukan agar
polisi sebagai penyidik tidak bertindak secara ekiif] dikarenakan
kewenangannya yang cukup besar.

Dalam pelaksanaan dan penerapan Peraturan Kepptdid{an Republik
Indonesia No. 12 Tahun 2009 tentang PengawasanPeagendalian
Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepoliskepublik
Indonesia terutama pasal 124 menyebutkan bahwa delsir perkara
penghentian penyidikan dilaporkan kepada pejalzetaat pimpinan gelar
perkara untuk mendapatkan arahan dan keputusaaktladjut hasil gelar
perkara. Peranan pejabat atasan pimpinan ini sabgsar dalam
menentukan berhenti atau dilanjutkannya suatu parigin penyidikan.
Hal ini merupakan wewenang yang cukup besar yamgiliki oleh
penyidik. Oleh karena itu, penulis merekomendasilk@anya hakim
komisaris yang konsepnya ada di RUU KUHAP karenaveveang yang
dimilikinya jauh lebih luas daripada lembaga prapgéan. Hal ini karena
wewenang hakim komisaris tidak hanya terbatas pesteangkapan dan
penahanan ataupun penghentian penyidikan dan peaonmelainkan
juga perihal perlu tidaknya diteruskan penahanampatn perpanjangan
penahanan, perlu tidaknya penghentian penyidikan p&nuntutan, perlu
tidaknya pencabutan atas penghentian penyidikam pémuntutan, sah
atau tidaknya penyitaan dan penggeledahan, sextenvamg memerintah
penyidik atau penuntut umum untuk membebaskan rigksa atau
terdakwa jika terdapat dugaan kuat adanya penyikatmupun kekerasan
pada tingkat penyidikan ataupun penuntidfdnDengan dibentuknya
lembaga hakim komisaris, maka diharapkan dapapdicajuan hukum
acara pidanadue process of lawatau behoorlijk procesrecht Tujuan
hukum acara pidana ialah mencari kebenaran matehbgctive truth)dan
melindungi hak asasi terdakwa jangan sampai tegeatig tidak bersalah

dijatuhi pidana di samping perhatian kepada koksahatarf>*

293 Jodi SantosdQp.Cit.
29 Indriyanto Seno AdjiDp. Cit,.him. 26.
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Perlu dibuatnya suatu penyeragaman pedoman yang bagi hakim

dalam hal menilai suatu penghentian penyidikan dsardkan alasan
kurang cukup bukti atau bukan suatu tindak pidaded. ini dikarenakan

dalam pelaksanaan selama ini terhadap praperaditargenai sah atau
tidaknya penghentian penyidikan hanya didasarkapad&@ penilaian
hakim itu sendiri serta subjektifitas hakim. Sepé&ita ketahui bahwa
praperadilan dilakukan oleh hakim tunggal sehindglam hal ini akan

timbul suatu keraguan akan independensi hakimeitalisi.
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PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa tugas dan wewenang penanganan perkara
pidana yang merupakan pelaksanaan dari peran
kepolisian di bidang penyidikan yang diemban oleh
satuan fungsi reserse dalam pelaksanaannya sangat
rawan terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan
pelanggaran hak asasi manusia;

bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan
penyidikan dan untuk menghindari terjadinya
penyimpangan atau penyalahgunaan penggunaan
kewenangan oleh aparat Kepolisian Negara Republik
Indonesia selaku penyidik dan penyelidik dari Markas
Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai
kesatuan  wilayah  terdepan, harus dilakukan
pengawasan dan pengendalian yang efektif;

bahwa untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan
pengendalian serta pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas dan kewenangan di bidang penyidikan perlu
disusun aturan yang jelas sebagai pedoman
pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan
penyidikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia tentang Pengawasan dan
Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di
Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang .....

Limitasi penghentian..., Herbet Pardamean Tambunan, FH Ul, 2012.



Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4168);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Nomor
3258);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang
Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4256);

6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik
Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia No. Pol. : 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik
Profesi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI
LINGKUNGAN  KEPOLISIAN  NEGARA REPUBLIK
INDONESIA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Administrasi penyidikan adalah penatausahaan dan segala kelengkapan
yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan, meliputi
pencatatan, pelaporan, pendataan dan pengarsipan atau dokumentasi
untuk menjamin ketertiban, kelancaran dan keseragaman administrasi baik
untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan.

2. Laporan .....
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10.

11.

12.

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena
hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang
berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya
peristiwa pidana.

Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri
tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena
hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang nahwa akan, sedang,
atau telah terjadi peristiwa pidana.

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang
berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut
hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan
yang merugikannya.

Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan
menemukan suatu peristiva yang diduga sebagai tindak pidana guna
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang
diatur oleh undang-undang.

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi
wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Atasan penyidik adalah penyidik yang berwenang menerbitkan surat
perintah tugas, surat perintah penyelidikan dan surat perintah penyidikan di
wilayah hukum atasan penyidik sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Atasan Langsung adalah pejabat struktural yang mempunyai tugas dan
kewenangan melakukan penilaian terhadap kinerja para pejabat atau
anggota yang berada di bawah lingkup tanggung jawabnya.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pengawasan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pengawas berupa
pemantauan terhadap proses penyidikan, berikut tindakan koreksi terhadap
penyimpangan yang ditemukan dalam rangka tercapainya proses
penyidikan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku
serta menjamin proses pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara dilakukan
secara profesional, proporsional dan transparan.

Pengawas penyidikan adalah pejabat Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang diberi tugas berdasarkan Surat Keputusan/Surat Perintah
untuk melakukan pengawasan proses penyidikan perkara dari tingkat
Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai dengan
tingkat Kepolisian Sektor.

13. Pengendalian .....

Limitasi penghentian..., Herbet Pardamean Tambunan, FH Ul, 2012.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

4

Pengendalian penyidikan adalah kegiatan pemantauan, pengarahan,
bimbingan dan petunjuk kepada penyidik agar proses penyidikan dapat
berjalan lebih lancar dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan
sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat
cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau
peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat
tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan
penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-
undang.

Pengalihan Jenis Penahanan adalah mengalihkan status penahanan dari
jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain oleh
Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.

Penahanan Lanjutan adalah menempatkan kembali tersangka yang pernah
ditangguhkan penahanannya dengan pertimbangan-pertimbangn tertentu
guna mempermudah penyelesaian perkara.

Pembantaran Penahanan adalah penundaan penahanan sementara
terhadap tersangka karena alasan kesehatan (memerlukan rawat jalan/
rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter sampai dengan yang
bersangkutan dinyatakan sembuh kembali.

Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah
tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan
pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih
dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak
bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian
dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat
dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain
dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang-barang bukti yang
berhubungan dengan tindak pidana tersebut ditemukan.

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang
melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat
tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak
ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian
padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk
melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya
atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

24. Kesatuan .....
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24.

25.

26.

27.

Kesatuan Kewilayahan Operasional yang selanjutnya disingkat KKO
adalah Sentra Pelayanan Kepolisian pada tingkat Kepolisian Wilayah Kota
Besar/Kepolisian Kota Besar/Kepolisian Resor Metro/Kepolisian Resor/
Kepolisian Resor Kota.

Laporan Hasil Penyelidikan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan
secara lisan atau tertulis kepada atasan yang memberi perintah mengenai
hasil penyelidikan.

Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP
adalah surat yang menyatakan berdasarkan bukti permulaan yang cukup
sudah dapat dilakukan penyidikan.

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemyidikan yang selanjutnya
disingkat SP2HP adalah surat pemberitahuan terhadap si pelapor tentang
hasil perkembangan penyidikan.

Pasal 2

Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penanganan perkara serta
pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana di lingkungan tugas kepolisian
menggunakan asas-asas sebagai berikut:

a.

legalitas, yaitu setiap tindakan penyidik senantiasa berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

proporsionalitas, yaitu setiap penyidik melaksanakan tugasnya sesuai
legalitas kewenangannya masing-masing;

kepastian hukum, yaitu setiap tindakan penyidik dilakukan untuk menjamin
tegaknya hukum dan keadilan;

kepentingan umum, yaitu setiap penyidik Polri lebih mengutamakan
kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan;

akuntabilitas, yaitu setiap penyidik dapat mempertanggungjawabkan
tindakannya secara yuridis, administrasi dan teknis;

transparansi, Yyaitu setiap tindakan penyidik memperhatikan asas
keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak-pihak terkait;

efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan, yaitu dalam proses penyidikan,
setiap penyidik wajib menjunjung tinggi efektivitas dan efisiensi waktu
penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan ini;

kredibilitas, yaitu setiap penyidik memiliki kemampuan dan keterampilan
yang prima dalam melaksanakan tugas penyidikan;

Pasal 3

Ruang lingkup pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana yang
diatur di dalam Peraturan Kapolri ini meliputi:

a.
b.
C.

penerimaan dan penyaluran Laporan Polisi;
penyelidikan;
proses penanganan perkara;
d. pemanggilan .....
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(4)

(1)

(2)

pemanggilan;

penangkapan dan penahanan;

pemeriksaan;

penggeledahan dan penyitaan;

penanganan barang bukiti;

penyelesaian perkara;

pencarian orang, pencegahan dan penangkalan; dan
tindakan koreksi dan sanksi.

Pasal 4

Proses penyidikan perkara harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Proses penyidikan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan merupakan proses yang tidak dapat diintervensi oleh
siapapun.

Terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dalam pelaksanaan

penyidikan harus dilakukan tindakan koreksi agar berlangsung dengan
benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terhadap penyidik yang melakukan penyimpangan atau menyalahgunakan
kewenangan harus dikenakan tindakan koreksi dan diterapkan sanksi
administrasi atas tindakan pelanggaran yang dilakukannya secara
proporsional.
BAB I
PENERIMAAN DAN PENYALURAN LAPORAN POLISI

Bagian Kesatu
Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK)

Pasal 5

Laporan atau pengaduan kepada Polisi tentang dugaan adanya tindak
pidana, diterima di SPK pada setiap kesatuan kepolisian.

Pada setiap SPK yang menerima laporan atau pengaduan, ditempatkan
anggota reserse kriminal yang ditugasi untuk:

a. menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan Laporan Polisi;

b. melakukan kajian awal untuk menyaring perkara yang dilaporkan
apakah termasuk dalam lingkup Hukum Pidana atau bukan Hukum
Pidana;

c. memberikan .....
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C. memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang
melaporkan atau mengadu kepada Polri.

Petugas reserse yang ditempatkan di SPK sekurang-kurangnya memiliki
kemampuan sebagai berikut:

a. berpangkat Bintara untuk satuan tingkat Polsek dan Perwira untuk
satuan tingkat Polres ke atas;

b. telah mengikuti pendidikan kejuruan reserse dasar dan/atau
lanjutan;

C. telah berpengalaman tugas di bidang reserse paling sedikit 2 (dua)
tahun;

d. memiliki dedikasi dan prestasi yang tinggi dalam tugasnya;

e. memiliki keahlian dan keterampilan di bidang pelayanan reserse
kepolisian.

Bagian Kedua
Laporan Polisi

Pasal 6

Laporan Polisi tentang adanya tindak pidana dibuat sebagai landasan
dilakukannya proses penyelidikan dan/atau penyidikan, terdiri dari Laporan
Polisi Model A, Laporan Polisi Model B dan Laporan Polisi Model C.

Laporan Polisi Model A dibuat oleh anggota Polri yang mengetahui adanya
tindak pidana;

Laporan Polisi Model B dibuat oleh petugas di SPK berdasarkan laporan
atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang.

Laporan Polisi Model C dibuat oleh penyidik yang pada saat melakukan
penyidikan perkara telah menemukan tindak pidana atau tersangka yang
belum termasuk dalam Laporan Polisi yang sedang diproses.

Pasal 7

Laporan Polisi Model A harus ditandatangani oleh anggota Polri yang
membuat laporan.

Laporan Polisi Model B harus ditandatangani oleh petugas penerima
laporan di SPK dan oleh orang yang menyampaikan Laporan kejadian
tindak pidana.

Laporan Polisi Model C harus ditandatangani oleh penyidik yang
menemukan tindak pidana atau tersangka yang belum termasuk dalam
Laporan Polisi yang sedang diproses dan disahkan oleh Perwira Pengawas
Penyidik.

(4) Laporan .....
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Laporan Polisi Model A dan Model B dan Model C yang telah
ditandatangani oleh pembuat Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), selanjutnya harus disahkan oleh Kepala SPK
setempat agar dapat dijadikan dasar untuk proses penyidikan perkaranya.

Bagian Ketiga
Penerimaan Laporan

Pasal 8

Setiap laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang
secara lisan atau tertulis, karena hak atau kewajibannya berdasarkan
undang-undang, wajib diterima oleh anggota Polri yang bertugas di SPK.

Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan/diadukan oleh seseorang tempat
kejadiannya (locus delicti) berada di luar wilayah hukum kesatuan yang
menerima laporan, petugas SPK wajib menerima laporan untuk kemudian
diteruskan/dilimpahkan ke kesatuan yang berwenang guna proses
penyidikan selanjutnya.

Pasal 9

SPK yang menerima laporan/pengaduan, wajib memberikan Surat Tanda
Terima Laporan (STTL) kepada pelapor/pengadu sebagai tanda bukti telah
dibuatnya Laporan Polisi.

Pejabat yang berwenang menandatangani STTL adalah Kepala SPK atau
petugas yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Tembusan STTL wajib dikiimkan kepada Atasan Langsung dari Pejabat
yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

Dalam proses penerimaan Laporan Polisi, petugas reserse di SPK wajib
meneliti identitas pelapor/pengadu dan meneliti kebenaran informasi yang
disampaikan.

Guna menegaskan keabsahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), petugas meminta kepada pelapor/pengadu untuk mengisi formulir
pernyataan bahwa:

a. perkaranya belum pernah dilaporkan/diadukan di kantor kepolisian
yang sama atau yang lain;

b. perkaranya belum pernah diproses dan/atau dihentikan
penyidikannya;

C. bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku,

bilamana pernyataan atau keterangan yang dituangkan di dalam
Laporan Polisi ternyata dipalsukan, tidak sesuai dengan keadaan
yang sebenarnya atau merupakan tindakan fitnah.

(3) Dalam hal .....
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Dalam hal pelapor dan/atau pengadu pernah melaporkan perkaranya ke
tempat lain, atau perkaranya berkaitan dengan perkara lainnya,
pelapor/pengadu diminta untuk menjelaskan nama kantor Kepolisian yang
pernah menyidik perkaranya.

Bagian Keempat
Penyaluran Laporan Polisi

Pasal 11

Laporan Polisi yang dibuat di SPK wajib segera diserahkan dan harus
sudah diterima oleh Pejabat Reserse yang berwenang untuk
mendistribusikan Laporan Polisi paling lambat 1 (satu) hari setelah Laporan
Polisi dibuat.

Laporan Polisi yang telah diterima oleh pejabat reserse yang berwenang
selanjutnya wajib segera dicatat di dalam Register B 1.

Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya harus
sudah disalurkan kepada penyidik yang ditunjuk untuk melaksanakan
penyidikan perkara paling lambat 3 (tiga) hari sejak Laporan Polisi dibuat.

Pasal 12

Dalam hal Laporan Polisi harus diproses oleh kesatuan lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), setelah dicatat dalam register B 1
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Laporan Polisi harus
segera dilimpahkan ke kesatuan yang berwenang menangani perkara
paling lambat 3 (tiga) hari setelah Laporan Polisi dibuat.

Tembusan surat pelimpahan Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada pihak Pelapor.

Pasal 13

Pejabat yang berwenang menyalurkan Laporan Polisi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) adalah pejabat reserse yang ditunjuk di setiap tingkatan
daerah hukum sebagai berikut:

a.
b.

o

o

Karo Analis pada tingkat Bareskrim Polri;
Kabag Analis Reskrim pada tingkat Polda;
Kasubbag Reskrim pada tingkat Polwil,
Kaurbinops Satuan Reserse tingkat KKO;

Kepala/Wakil Kepala Polsek.
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Bagian Kelima
Klasifikasi Perkara

Pasal 14

Setiap Laporan/Pengaduan harus diproses secara profesional,
proporsional, objektif, transparan, dan akuntabel melalui penyelidikan dan
penyidikan.

Setiap penyidikan untuk satu perkara pidana tidak dibenarkan hanya
ditangani oleh satu orang penyidik, melainkan harus oleh Tim Penyidik
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. setiap tim penyidik sekurang-kurangnya terdiri dua orang penyidik;

b. dalam hal jumlah penyidik tidak memadai dibandingkan dengan
jumlah perkara yang ditangani oleh suatu kesatuan, satu orang
penyidik dapat menangani lebih dari satu perkara, paling banyak tiga
perkara dalam waktu yang sama.

Pasal 15

Laporan Polisi untuk Perkara tindak pidana luar biasa (extra ordinary)
seperti narkotika dan terorisme disalurkan kepada penyidik profesional dari
satuan yang bersangkutan (satuan reserse narkoba dan satuan khusus anti
teror).

Dalam hal penanganan perkara luar biasa (extra ordinary) atau faktor
kesulitan dalam penyidikan, dalam penanganan perkara dan
pengungkapan jaringan pelaku tindak pidana luar biasa narkoba dan
terorisme, ketentuan tentang pembatasan jumlah penyidik sebagaimana
diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dapat diabaikan.

Dalam hal sangat diperlukan, pejabat penyalur Laporan Polisi dapat
menugasi penyidik untuk melakukan penyidikan perkara yang
membutuhkan prioritas, atas persetujuan dari atasan yang berwenang.

Pasal 16

Dalam perkara tertangkap tangan atau dalam keadaan tertentu atau dalam
keadaan sangat mendesak yang membutuhkan penanganan yang sangat
cepat, penyidik dapat melakukan tindakan penyidikan dengan seketika di
Tempat Kejadian Perkara tanpa harus dibuat Laporan Polisi terlebih
dahulu.

Dalam hal penanganan perkara yang mendesak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Laporan Polisi dan administrasi penyidikannya harus segera
dilengkapi setelah penyidik selesai melakukan tindakan pertama di tempat
kejadian perkara.

(3) Tindakan .....
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Tindakan penyidikan yang dapat dilakukan secara seketika atau langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

a. melarang saksi mata yang diperlukan agar tidak meninggalkan TKP;
b. mengumpulkan keterangan dari para saksi di TKP;

c menutup dan menggeledah lokasi TKP;

d. menggeledah orang di TKP yang sangat patut dicurigai;

e mengumpulkan, mengamankan dan menyita barang bukti di TKP;

f menangkap orang yang sangat patut dicurigai;

g. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan

penyidikan.

Tindakan langsung yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus dilakukan dengan tetap memedomani prosedur penyidikan menurut
KUHAP.

Pasal 17

Dalam hal penanganan suatu perkara tindak pidana yang menyangkut
objek yang sama atau pelaku yang sama, namun dilaporkan oleh beberapa
pelapor pada suatu kesatuan atau di beberapa kesatuan yang berbeda,
dapat dilakukan penyatuan penanganan perkara pada satu kesatuan
reserse.

Penyatuan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilaksanakan dalam hal sebagai berikut:

a. suatu perkara yang lokasi kejadiannya mencakup beberapa wilayah
kesatuan;
b. perkaranya merupakan sengketa antara dua pihak atau lebih yang

masing-masing saling melaporkan ke SPK pada kesatuan yang
sama atau melaporkan ke SPK di lain kesatuan;

C. perkaranya merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka
yang sama dengan beberapa korban yang masing-masing membuat
Laporan Polisi di SPK yang sama atau SPK di beberapa kesatuan
yang berbeda; dan

d. perkaranya merupakan tindak pidana berganda yang dilakukan oleh
tersangka dengan banyak korban dan dilaporkan di SPK kesatuan
yang berbeda-beda.

Penyatuan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
perlu dilakukan untuk tujuan:
a. mempercepat proses penyidikan;
b. memudahkan pengendalian dan pengawasan penyidikan;
c. memudahkan .....

Limitasi penghentian..., Herbet Pardamean Tambunan, FH Ul, 2012.
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C. memudahkan pengumpulan, pengamanan dan proses penggunaan
barang bukti untuk kepentingan penyidikan; dan
d. memudahkan komunikasi pihak-pihak yang terkait dalam proses
penyidikan.
Pasal 18

Terhadap perkara yang merupakan sengketa antara pihak yang saling
melapor kepada kantor polisi yang berbeda, penanganan perkaranya
dilaksanakan oleh kesatuan yang lebih tinggi atau kesatuan yang dinilai
paling tepat dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi.

Pejabat yang berwenang untuk menentukan penyatuan tempat penyidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Kepala Kesatuan Kewilayahan untuk perkara yang disidik oleh dua
atau lebih kesatuan reserse yang berada di bawah wilayah hukum
kesatuannya.

b. Kepala Bareskrim Polri untuk perkara yang disidik oleh beberapa
Polda.

Pejabat yang berwenang menyatukan penanganan perkara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menetapkan kesatuan reserse yang diperintahkan
untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana yang dimaksud pada ayat
(1) berdasarkan hasil gelar perkara yang diselenggarakan dengan
menghadirkan para penyidik yang menangani Laporan Polisi yang akan
disatukan penanganannya.

Pasal 19

Dalam menangani suatu perkara yang sangat kompleks, atau jenis
pidananya atau lingkup kejadiannya mencakup antar fungsi atau antar
wilayah kesatuan, dapat dibentuk Tim Penyidik Gabungan.

Tim Penyidik Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibentuk dalam hal:

a. perkara yang ditangani sangat kompleks membutuhkan tindakan
koordinasi secara intensif antara penyidik, PPNS, instansi terkait
dan/ atau unsur peradilan pidana (CJS);

b. perkara terdiri dari berbagai jenis tindak pidana, berada di bawah
kewenangan beberapa bidang reserse Polri atau kewenangan
beberapa instansi;

C. kejadian perkara yang ditangani mencakup beberapa wilayah
kesatuan.

Tim Gabungan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh
Perwira Pengawas Penyidik yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang
serendah-rendahnya:

a. Direktur .....
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a. Direktur Reserse/Kadensus di Bareskrim Polri yang ditunjuk oleh
Kabareskrim Polri untuk perkara yang berlingkup nasional dan
mencakup beberapa bidang reserse atau perkara yang mencakup
wilayah antar Polda;

b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda yang ditunjuk oleh
Kapolda untuk perkara yang berlingkup dalam wilayah suatu Polda;
dan

C. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil yang ditunjuk
Kapolwil untuk perkara yang berlingkup dalam suatu Polwil.

BAB li
PENYELIDIKAN

Bagian Kesatu
Penyelidikan di Dalam Wilayah Hukum

Pasal 20

Kegiatan penyelidikan dilakukan guna memastikan bahwa Laporan Polisi
yang diterima dan ditangani penyelidik/penyidik merupakan tindak pidana
yang perlu diteruskan dengan tindakan penyidikan.

Terhadap perkara yang secara nyata telah cukup bukti pada saat Laporan
Polisi dibuat, dapat dilakukan penyidikan secara langsung tanpa melalui
penyelidikan.

Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan penyidikan.

Pasal 21

Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi segala
upaya untuk melengkapi informasi, keterangan, dan barang bukti berkaitan
dengan perkara yang dilaporkan, dapat dikumpulkan tanpa menggunakan
tindakan atau upaya paksa.

Kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam rangka penyelidikan antara lain:

a. pengamatan (observasi);
b. wawancara;
C. pembuntutan;
d. penyamaran;
e. mengundang/memanggil seseorang secara lisan atau tertulis tanpa
paksaan atau ancaman paksaan guna menghimpun keterangan;
f. memotret dan/atau merekam gambar dengan video;
g. merekam .....

Limitasi penghentian..., Herbet Pardamean Tambunan, FH Ul, 2012.
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g. merekam pembicaraan terbuka dengan atau tanpa seizin yang
berbicara; dan

h. tindakan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan penyelidikan dapat dilaksanakan dengan menggunakan bantuan
peralatan teknis kepolisian meliputi laboratorium forensik, identifikasi
forensik, dan kedokteran forensik.

Pasal 22

Dalam hal untuk memudahkan mencapai sasaran dan pengawasan serta
pengendalian, sebelum melakukan penyelidikan, penyelidik membuat
rencana penyelidikan.

Sarana pengendalian dan pengawasan kegiatan penyelidikan harus
dilengkapi Surat Perintah Penyelidikan yang dikeluarkan oleh Atasan
Penyidik.

Dalam keadaan tertentu atau sangat mendesak termasuk kejadian
tertangkap tangan sehingga dibutuhkan kecepatan kegiatan penyelidikan,
petugas dapat melakukan penyelidikan secara langsung, dengan meminta
persetujuan atasannya secara lisan, atau dengan segera melaporkan
kepada atasannya sesaat setelah melaksanakan tindakan penyelidikan.

Bagian Kedua
Penyelidikan di Luar Wilayah Hukum

Pasal 23

Kegiatan penyelidikan di luar wilayah hukum yang tidak berada di bawah
tanggung jawab pelaksana penyidikan, harus dilengkapi dengan Surat Perintah
Penyelidikan dan Surat Izin Jalan dari Atasan Penyidik.

(1)

(2)

Pasal 24

Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penyelidikan ke
Luar Wilayah Hukum dan Surat Izin Jalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 oleh Pejabat Atasan penyelidik/penyidik setingkat:

a. Direktur/ Wakil Direktur Bareskrim;
b. Direktur/ Wakil Direktur Reskrim Polda;

C. Kepala Polwil untuk wilayah di luar Polwil;
d. Kepala Polres untuk wilayah di luar Polres; dan
e. Kepala Kapolsek untuk wilayah di luar Polsek.

Tembusan Surat Perintah Penyelidikan ke Luar Wilayah Hukum dan Surat
Izin Jalan wajib dikirimkan/dibawa oleh petugas kepada Pejabat yang
berwenang setempat.

Pasal 25 .....
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Pasal 25

Atasan yang memberi perintah untuk pelaksanaan penyelidikan di luar
wilayah hukum, dapat meminta bantuan kepada pejabat yang berwenang
di wilayah dilaksanakannya penyelidikan.

Atas permintaan bantuan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pejabat wilayah setempat wajib memberikan bantuan guna kelancaran
dan keberhasilan penyelidikan.

Dalam hal menghindarkan salah pengertian, petugas yang melakukan
penyelidikan di luar wilayah hukum wajib memberitahukan kegiatannya
kepada pejabat yang berwenang setempat, terkecuali jika terdapat
petunjuk/arahan dari atasan yang memberi perintah untuk merahasiakan
kegiatan penyelidikan.

Bagian Ketiga
LHP

Pasal 26

Penyelidik yang melakukan kegiatan penyelidikan wajib melaporkan hasil
penyelidikan secara lisan atau tertulis kepada atasan yang memberi
perintah pada kesempatan pertama.

Hasil penyelidikan secara tertulis dilaporkan dalam bentuk LHP paling
lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa penyelidikan kepada pejabat
yang memberikan perintah.

Laporan penyelidikan secara lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila ada ketetapan lain dari Atasan
Penyelidik.

Pasal 27

LHP sekurang-kurangnya berisi laporan tentang waktu, tempat kegiatan,
hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran.

LHP yang dilaksanakan oleh Tim Penyelidik dibuat dan ditandatangani oleh
Ketua Tim Penyelidik.

Pasal 28

LHP atas dasar Laporan Polisi dapat dijadikan pertimbangan untuk
melakukan:

a. tindakan penghentian penyelidikan dalam hal tidak ditemukan
informasi atau bukti bahwa perkara yang diselidiki bukan merupakan
tindak pidana;

b. tindakan .....
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b. tindakan Penyelidikan lanjutan dalam hal masih diperlukan informasi
atau keterangan untuk menentukan bahwa perkara yang diselidiki
merupakan tindak pidana; dan

C. peningkatan kegiatan menjadi penyidikan dalam hal hasil
penyelidikan telah menemukan informasi atau keterangan yang
cukup untuk menentukan bahwa perkara yang diselidiki merupakan
tindak pidana.

Proses penentuan tindak lanjut hasil penyelidikan dapat dilaksanakan
secara langsung oleh pejabat yang berwenang atau melalui mekanisme
gelar perkara, terutama untuk perkara yang cukup kompleks.

Dalam hal sangat diperlukan, gelar perkara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mengundang fungsi atau
instansi/pihak di luar Polri.

Dalam hal telah ditetapkan hasil penyelidikan ternyata bukan merupakan
tindak pidana, Pejabat yang berwenang dapat menetapkan bahwa Laporan
Polisi tidak dapat diproses dan dihentikan penyelidikannya serta
selanjutnya diberitahukan kepada Pelapor.

Bagian Keempat
Pengendalian Penyelidikan

Pasal 29

Dalam melaksanakan penyelidikan, Penyelidik dilarang:

melaksanakan penyelidikan tanpa alasan yang sah untuk tugas kepolisian;

melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk
mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;

menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan
di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang untuk mendapatkan
informasi/keterangan;

memberitakan/memberitahukan rahasia penyelidikan kepada orang yang
tidak berhak;

melakukan penyelidikan untuk kepentingan pribadi secara melawan
hukum;

melaksanakan penyelidikan di luar wilayah hukum penugasannya, kecuali
atas seizin atasan yang berwenang dan dilengkapi dengan Surat Perintah
Penyelidikan dan Surat Izin Jalan ke luar wilayah hukum yang diberikan
oleh atasan/ pejabat yang berwenang atau atas seizin Pejabat di wilayah
hukum dimana dilakukan penyelidikan; atau

menyalahgunakan wewenang penyelidikan.

Limitasi penghentian..., Herbet Pardamean Tambunan, FH Ul, 2012.
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BAB IV
PROSES PENANGANAN PERKARA

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Rencana Penyidikan

Pasal 30
Sebelum melaksanakan kegiatan penyidikan, penyidik wajib menyiapkan
administrasi penyidikan pada tahap awal meliputi:
a. pembuatan tata naskah; dan
b. rencana penyidikan.
Pembuatan tata naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sekurang-kurangnya meliputi:

Laporan Polisi;
LHP bila telah dilakukan penyelidikan;

a
b
C. Surat Perintah Penyidikan;
d SPDP;

e Rencana Penyidikan;

f. Gambar Skema Pokok Perkara; dan

Matrik untuk Daftar Kronologis Penindakan.

Q

Penyiapan Rencana Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:

a. rencana kegiatan;

b rencana kebutuhan;

c target pencapaian kegiatan;

d. skala prioritas penindakan; dan
e target penyelesaian perkara.

Paragraf 2
Batas Waktu Penyelesaian Perkara

Pasal 31

Batas waktu penyelesaian perkara ditentukan berdasarkan kriteria tingkat
kesulitan atas penyidikan:

a. sangat sulit;
b. sulit .....
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b. sulit;
sedang; atau
mudah.

Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat
Perintah Penyidikan meliputi:

a. 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit;
b. 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit;
C. 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau

d. 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudabh;

Dalam hal menentukan tingkat kesulitan penyidikan, ditentukan oleh
pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah penyidikan.

Penentuan tingkat kesulitan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah
Penyidikan.

Pasal 32

Dalam hal batas waktu penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (1) penyidikan belum dapat diselesaikan oleh penyidik maka dapat
mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat
yang memberi perintah melalui Pengawas Penyidik.

Perpanjangan waktu penyidikan dapat diberikan oleh pejabat yang
berwenang setelah memperhatikan saran dan pertimbangan dari
Pengawas Penyidik.

Dalam hal diberikan perpanjangan waktu penyidikan maka diterbitkan surat
perintah dengan mencantumkan waktu perpanjangan.

Paragraf 3
Surat Perintah Penyidikan

Pasal 33

Setiap tindakan penyidikan wajib dilengkapi Surat Perintah Penyidikan.

Surat Perintah Penyidikan wajib diperbaharui apabila dalam proses
penyidikan terjadi pergantian petugas yang diperintahkan untuk
melaksanakan penyidikan.

Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penyidikan
serendah-rendahnya oleh pejabat:

a. Direktur pada Bareskrim Polri di tingkat Mabes Polri;

b. Kepala Satuan Reserse untuk Tingkat Polda;
c. Kepala .....
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C. Kepala Satuan Reserse untuk tingkat Polres/Poltabes/Polwiltabes;
atau

d. Kapolsek untuk tingkat Polsek.

Surat Perintah Penyidikan yang ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tembusannya wajib
disampaikan kepada Atasan Langsung.

Pasal 34

Penyidik yang telah mulai melakukan tindakan penyidikan wajib membuat
SPDP.

SPDP harus sudah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelum
penyidik melakukan tindakan yang bersifat upaya paksa.

SPDP harus diperbaharui apabila selama dalam proses penyidikan
perkara, penyidik mendapatkan/mengidentifikasi adanya tersangka baru
yang belum termasuk dalam SPDP yang telah dibuat pada awal
penyidikan.

Pejabat yang berwenang menandatangani SPDP merupakan pejabat yang
berwenang menandatangani Surat Perintah Penyidikan yaitu:

a. Direktur pada Bareskrim Polri di tingkat Mabes Palri.

b. Kepala Satuan reserse untuk Tingkat Polda;

C. Kepala Satuan Reserse untuk Tingkat Polres/ Poltabes/ Polwiltabes;
atau

d. Kapolsek untuk tingkat Polsek.

SPDP yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan
Langsung.

Paragraf 4

Perwira Pengawas Penyidik
Pasal 35

Dalam hal penanganan setiap perkara pidana, Pejabat yang mengeluarkan
Surat Perintah Penyidikan wajib menunjuk Perwira Pengawas Penyidik dan
membuat Surat Perintah Pengawasan Penyidik.

Perwira Pengawas Penyidik merupakan Atasan Penyidik yang ditunjuk oleh
pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 36

Perwira Pengawas Penyidik yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (2) bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan
penyidikan dan melaporkan perkembangan serta hasilnya kepada pejabat
yang memberikan Surat Perintah.

(2) Perwira .....
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Perwira Pengawas Penyidik bertugas:
memberi arahan dan bantuan untuk kelancaran penyidikan;
melakukan pengawasan terhadap tindakan penyidik;

a.

b

C. mencegah pencegahan terjadinya hambatan penyidikan;

d mengatasi hambatan yang menyulitkan penyidikan;

e menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja penyidik;
f.

meningkatkan kinerja penyidik di bidang penegakan hukum maupun
pelayanan Polri;

g. membantu kelancaran komunikasi pihak yang berkepentingan dalam
hal ini adalah korban, saksi dan tersangka; dan

h. melaporkan perkembangan dan/atau hasil penyidikan kepada
pimpinan/ pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Pengendalian Perkembangan Penyidikan

Pasal 37

Pengendalian perkembangan penyidikan terdiri dari:

a.
b.

(1)

(2)

®3)

(1)

(2)

®3)

laporan perkembangan penyidikan; dan
koreksi hambatan penyidikan.

Pasal 38

Laporan perkembangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 huruf a, penyidik melaporkan secara berkala kepada Perwira Pengawas
Penyidik atau pada saat diminta oleh Pejabat yang berwenang.

Laporan perkembangan penyidikan terhadap perkara yang menjadi atensi
pimpinan atau publik, penyidik wajib membuat laporan kemajuan berkala
yang disampaikan kepada pimpinan melalui Perwira Pengawas Penyidik.

Setiap laporan perkembangan penyidikan wajib dilaporkan oleh Perwira
Pengawas Penyidik kepada Pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah
Penyidikan.

Pasal 39

Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik
wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak
diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan.

Laporan perkembangan hasil penyidikan dapat disampaikan kepada pihak
pelapor baik dalam bentuk lisan atau tertulis.

Ketentuan mengenai pemberian waktu SP2HP diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Kapolri.

Pasal 40 ......
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Pasal 40

SP2HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sekurang-
kurangnya memuat tentang:

a. pokok perkara;

b tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya;

c masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan;

d. rencana tindakan selanjutnya; dan

e himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan

kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan.

SP2HP yang dikirimkan kepada Pelapor, ditandatangani oleh Ketua Tim
Penyidik dan diketahui oleh Pengawas Penyidik, tembusannya wajib
disampaikan kepada Atasan Langsung.

Pasal 41

Dalam hal terdapat keluhan baik dari pelapor, saksi, tersangka maupun
pihak lain terhadap perkara yang sedang ditangani, penyidik wajib
memberikan penjelasan secara lisan atau tertulis yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Dalam hal masih terdapat ketidakpuasan pihak yang berkeberatan, Perwira
Pengawas Penyidik wajib melakukan upaya klarifikasi.

Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa konsultasi,
penjelasan langsung atau melalui penyelenggaraan gelar perkara dengan
menghadirkan para pihak yang berperkara.

Pasal 42
Koreksi hambatan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
huruf b, harus dilakukan dengan tindakan koreksi atau pemecahan
masalah demi kelancaran penyidikan.

Tindakan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. arahan Perwira Pengawas Penyidik;

b. penyelenggaraan gelar perkara;

C. penambahan dan/atau penggantian petugas penyidik;

d. pemberian bantuan/back-up penyidikan oleh satuan atas;

e. peningkatan koordinasi dengan satuan, instansi terkait dan/atau
unsur peradilan pidana (CJS); atau

f. penggmbilalihan penanganan penyidikan oleh satuan yang lebih
tinggi.

Pasal 43 .....
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Pasal 43

Dalam hal terdapat temuan atau indikasi terjadinya penyimpangan dalam
proses penyidikan, harus dilakukan tindakan koreksi oleh Perwira
Pengawas Penyidik dan/atau oleh Atasan Perwira Pengawas Penyidik.

Tindakan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. arahan dan/atau bimbingan kepada penyidik;

b. konsultasi terhadap pelapor dan/atau para pihak yang berperkara;

c pemeriksaan instensif oleh Perwira Pengawas penyidik;

d. tindakan penghentian kegiatan penyidik;

e. tindakan administratif penggantian penyidik; atau

f. tindakan disiplin bagi penyidik.

Dalam hal terbukti telah terjadi pelanggaran hukum, harus dilakukan

penindakan sesuai dengan bobot dan klasifikasi pelanggaran menurut
prosedur yang berlaku berupa:

a. hukum disiplin;
b. kode etik profesi; atau
C. proses peradilan umum.

Bagian Ketiga
Gelar Perkara

Pasal 44

Dalam hal kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan gelar perkara:

a.
b.

(1)

(2)

®3)

biasa; dan
luar biasa.
Pasal 45
Gelar perkara Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a
dilaksanakan pada tahap:
a. awal penyidikan;
b. pertengahan penyidikan; dan
c.  akhir penyidikan.

Gelar perkara Biasa diselenggarakan oleh Tim Penyidik atau pengemban
fungsi analisis di masing-masing kesatuan reserse.

Gelar perkara Biasa dipimpin oleh Perwira Pengawas Penyidik atau
pejabat yang berwenang sesuai dengan jenis gelar yang dilaksanakan.

(4) Dalam hal .....
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Dalam hal sangat diperlukan, penyelenggaraan gelar perkara Biasa dapat
menghadirkan unsur-unsur terkait lainnya dari fungsi internal Polri, unsur
dari CJS, instansi terkait lainnya dan/atau pihak-pihak yang melapor dan
yang dilaporkan sesuai dengan kebutuhan gelar perkara.

Pasal 46

Gelar perkara Biasa yang dilaksanakan tahap awal penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a bertujuan:

meningkatkan tindakan penyelidikan menjadi tindakan penyidikan;
menentukan kriteria kesulitan penyidikan;

merumuskan rencana penyidikan;

menentukan pasal-pasal yang dapat diterapkan;

menentukan skala prioritas penindakan dalam penyidikan;

-0 Qo0 o ®

menentukan penerapan teknik dan taktik penyidikan; atau
g. menentukan target-target penyidikan.

Gelar perkara biasa pada tahap awal penyidikan dilaksanakan oleh Tim
Penyidik dan dipimpin oleh Perwira Pengawas Penyidik dan dapat dihadiri
oleh penyidik lainnya atau pihak yang melaporkan perkara.

Dalam hal penanganan Laporan Polisi tentang perkara pidana yang
diperkirakan juga bermuatan perkara perdata, gelar perkara yang
diselenggarakan pada awal penyidikan dapat menghadirkan kedua pihak
yang melaporkan dan pihak yang dilaporkan.

Pasal 47
Gelar perkara Biasa yang diselenggarakan pada tahap pertengahan

penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b
bertujuan untuk:

a. penentuan tersangka;

b. pemantapan pasal-pasal yang dapat diterapkan;

C. pembahasan dan pemecahan masalah penghambat penyidikan;
d. pembahasan dan pemenuhan petunjuk JPU (P19);

e. mengembangkan sasaran penyidikan;

f. penanganan perkara yang terlantar;

supervisi pencapaian target penyidikan; dan

= Q

percepatan penyelesaian/penuntasan penyidikan.

Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim
Penyidik dan dipimpin oleh Pejabat Atasan Perwira Pengawas Penyidik
dan dapat dihadiri oleh:

a. pengawas penyidikan;
b. Inspektorat ......
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Inspektorat Pengawasan Umum Polri;
Propam Polri;

Pembinaan Hukum Polri;

CJS; dan/atau

instansi/pihak terkait lainnya.

-~ 0o o0 T

Pasal 48

Gelar perkara Biasa yang diselenggarakan pada tahap akhir penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf ¢ bertujuan untuk:

a. penyempurnaan berkas perkara;

b. pengembangan penyidikan;

C. memutuskan perpanjangan penyidikan;

d. melanjutkan kembali penyidikan yang telah dihentikan; dan
e. memutuskan untuk penyerahan perkara kepada JPU;

Gelar perkara pada akhir penyidikan dilaksanakan oleh Tim Penyidik dan
dipimpin oleh Perwira Pengawas Penyidik dan dapat dihadiri oleh penyidik
atau pejabat lainnya yang diperlukan.

Pasal 49

Gelar Perkara Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b
diselenggarakan dalam keadaan tertentu, mendesak, untuk menghadapi
keadaan darurat, atau untuk mengatasi masalah yang membutuhkan
koordinasi intensif antara penyidik dan para pejabat terkait.

Gelar Perkara Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan dengan tujuan untuk:

a. menanggapi/mengkaji adanya keluhan dari pelapor, tersangka,
keluarga tersangka, penasihat hukumnya, maupun pihak-pihak lain
yang terkait dengan perkara yang disidik;

b. melakukan tindakan kepolisian terhadap seseorang yang mendapat
perlakuan khusus menurut peraturan perundang-undangan;

C. menentukan langkah-langkah penyidikan terhadap perkara pidana
yang luar biasa;

d. memutuskan penghentian penyidikan;

e. melakukan tindakan koreksi terhadap dugaan terjadinya

penyimpangan; dan/atau

f. menentukan pemusnahan dan pelelangan barang sitaan.

Perkara pidana luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
meliputi perkara:

a. atensi Presiden atau pejabat pemerintah;
b. atensi .....
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b. atensi pimpinan Polri;

C. perhatian publik secara luas;

d. melibatkan tokoh formal/informal dan berdampak massal,

e. berada pada hukum perdata dan hukum pidana;

f. mencakup beberapa peraturan perundang-undangan yang tumpang
tindih;

g. penanganannya mengakibatkan dampak nasional di bidang idiologi,
politik, ekonomi, sosial, budaya/agama atau keamanan;

h. penanganannya berkemungkinan menimbulkan reaksi massal.

Gelar perkara luar biasa hanya dapat dilakukan oleh pimpinan satuan atas
pembina fungsi dan keputusannya bersifat mengikat dan harus
dilaksanakan.

Pasal 50
Gelar Perkara Luar Biasa diselenggarakan oleh fungsi analis di satuan
reserse dan dipimpin oleh pejabat yang ditunjuk serta dihadiri oleh
instansi/pihak terkait.

Pejabat yang dapat ditunjuk untuk memimpin Gelar Perkara Luar Biasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serendah-rendahnya:

a. Direktur/Karo Analis pada Bareskrim Polri;
b. Direktur Reserse/Kadensus untuk Tingkat Polda; atau
C. Kepala Satuan Reserse untuk Tingkat Polres/Poltabes/Polwiltabes.

Dalam hal penanganan perkara yang sangat luar biasa, Gelar Perkara Luar
Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serendah-rendahnya dipimpin
oleh:

a. Kepala Bareskrim Polri di tingkat Mabes Polri.
b. Kapolda untuk Tingkat Polda; atau

C. Kepala Kesatuan Kewilayahan untuk Tingkat Polres/Poltabes/
Polwiltabes.

Pasal 51

Instansi/pihak terkait yang dapat dihadirkan dalam Gelar Pekara Luar Biasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), antara lain:

a. pengawas penyidikan;
b. Inspektorat Pengawasan Umum Polri;
C. Propam Polri;

d. Pembinaan .....
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d. Pembinaan Hukum Polri;
e. CJS; dan/atau

f. instansi/pihak terkait lainnya.

Dalam hal dibutuhkan konfrontasi antara pihak-pihak yang berkepentingan
di dalam proses penyidikan, Gelar Perkara Luar Biasa dapat menghadirkan
pihak pelapor dan terlapor beserta penasihat hukum masing-masing serta
saksi ahli yang diperlukan.

Bagian Keempat
Tata Cara Gelar Perkara

Pasal 52

Penyelenggaraan gelar perkara meliputi 3 (tiga) tahapan, yaitu:

a. persiapan;
b. pelaksanaan; dan
C. kelanjutan hasil gelar perkara.

Tahap persiapan gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a meliputi:

a. penyiapan bahan paparan gelar perkara oleh Tim Penyidik;
b. penyiapan sarana dan prasarana gelar perkara; dan
C. pengiriman surat undangan gelar perkara.

Tahap pelaksanaan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:

a. pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar perkara;

b. paparan Tim Penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan
penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan;

tanggapan para peserta gelar perkara,
diskusi permasalahan yang terkait dalam penyidikan perkara; dan
e. kesimpulan gelar perkara.

Tahap kelanjutan hasil gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ meliputi:

a. pembuatan laporan hasil gelar perkara;

b penyampaian laporan kepada pejabat yang berwenang;
c arahan dan disposisi pejabat yang berwenang;

d. pelaksanaan hasil gelar oleh Tim penyidik; dan
e

pengecekan pelaksanaan hasil gelar oleh Perwira Pengawas
Penyidik.
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Bagian Kelima
Keputusan Gelar Perkara

Pasal 53

Keputusan hasil gelar perkara tahap awal penyidikan dilaporkan kepada
pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan dan menjadi pedoman
bagi penyidik untuk melanjutkan tindakan penanganan perkara.

Keputusan hasil gelar perkara tahap pertengahan penyidikan dilaporkan
kepada pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan dan harus
dipedomani bagi Tim Penyidik untuk melanjutkan langkah-langkah
penyidikan sesuai dengan hasil gelar perkara.

Keputusan hasil gelar perkara tahap akhir penyidikan dilaporkan kepada
pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan dan harus ditaati oleh
Tim Penyidik untuk menyelesaikan penyidikan sesuai dengan hasil gelar
perkara.

Dalam hal terjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan keputusan
hasil gelar perkara, penyidik melaporkan kepada pejabat yang berwenang
melalui Perwira Pengawas Penyidik.

Pasal 54

Keputusan hasil gelar perkara luar biasa dilaporkan kepada pejabat atasan
pimpinan gelar perkara.

Pejabat yang berwenang menerima laporan hasil gelar perkara luar biasa
memberikan arahan atau mengesahkan hasil keputusan gelar perkara luar
biasa untuk dilaksanakan oleh Tim Penyidik.

Keputusan hasil gelar perkara luar biasa yang telah dilaporkan kepada
pejabat atasan pimpinan gelar perkara dan mendapat pengesahan dari
pejabat yang berwenang wajib dilaksanakan oleh Tim Penyidik.

Dalam hal terjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan keputusan
hasil gelar perkara luar biasa, penyidik melaporkan kepada Pimpinan
Kesatuan melalui Perwira Pengawas Penyidik.

Pasal 55

Penyidik yang tidak melaksanakan putusan Gelar Perkara Luar Biasa tanpa
alasan yang sah dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

a.
b.
C.

penggantian penyidik yang menangani perkara;
pemberhentian sementara penyidik dari penugasan penyidikan perkara;

pemberhentian tetap atau pemindahan penyidik dari fungsi penyidikan;
atau;

penerapan sanksi hukuman disiplin atau etika profesi.
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BAB V
PEMANGGILAN

Bagian Kesatu
Pemanggilan Tahap Penyelidikan

Pasal 56
Dalam rangka penyelidikan untuk mendapatkan keterangan terhadap
perkara yang diduga merupakan tindak pidana, petugas penyelidik/

penyidik berwenang untuk memanggil orang guna diminta keterangan.

Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara
lisan, melalui telepon atau dengan pengiriman surat.

Pasal 57

Pemanggilan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2)
harus dilakukan dengan cara:

a. disampaikan secara sopan;
b. tidak boleh memaksakan kesediaan pihak yang dipanggil;
C. penentuan tentang waktu dan tempat untuk pelaksanaan

pemanggilan serta pemberian keterangan berdasarkan kesepakatan
antara petugas dengan pihak yang dipanggil;

d. tidak boleh ada pemaksaan atau ancaman kepada pihak yang
dipanggil yang menolak panggilan; dan

e. sebelum melakukan pemanggilan secara lisan, harus meminta izin
kepada atasan penyelidik/penyidik.

Pemanggilan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat
(2) dilakukan dengan cara:

a. pengiriman panggilan dalam bentuk surat undangan; dan

b. materi surat undangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Substansi surat undangan atau surat pemanggilan untuk penyelidikan
sekurang-kurangnya meliputi:

dalam bentuk surat biasa,;

mencantumkan nama dan alamat pihak yang diundang;
penjelasan singkat perkara yang sedang diselidiki;
maksud serta tujuan undangan;

mencantumkan nama dan alamat yang mengundang;

-~ 0o o0 o

pencantuman tempat dan waktu pelaksanaan pemanggilan dan/atau
tempat pemeriksaan;

g. pernyataan .....
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g. pernyataan bahwa apabila pihak yang dipanggil tidak bisa hadir
pada waktu dan tempat yang direncanakan,dapat menentukan
alternatif tempat dan waktu pelaksanaannya; dan

h. pernyataan bahwa pelaksanaan pemeriksaan tergantung kepada
kesediaan pihak yang diundang tanpa disertai catatan sanksi
apabila pihak yang diundang tidak bersedia hadir atau diperiksa.

Bagian Kedua
Pemanggilan Tahap Penyidikan

Paragraf 1
Pengiriman Panggilan

Pasal 58

Surat panggilan kepada saksi dalam tahap penyidikan merupakan bagian dari
upaya paksa dan hanya dapat dibuat setelah SPDP dikirimkan kepada JPU.

Pasal 59

(1) Surat panggilan dapat dibuat terhadap tersangka yang diperkirakan tidak
akan melarikan diri.

(2) Surat panggilan kepada tersangka sebagaimana di maksud pada ayat (1)
hanya dapat dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap
para saksi dan/atau gelar perkara untuk menentukan tersangka.

3) Dalam hal tersangka yang diperkirakan akan melarikan diri, menghilangkan
barang bukti, atau menyulitkan penyidikan, dapat dilakukan penangkapan
tanpa harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu.

4) Dalam hal tersangka yang tidak ditahan, guna kepentingan pemeriksaan
penyidik hanya dapat melakukan pemanggilan paling banyak 3 (tiga) kali.

(5) Dalam hal masih diperlukan pemeriksaan terhadap tersangka yang telah
dipanggil 3 kali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemanggilan
terhadap tersangka harus mendapat persetujuan dari pejabat yang
berwenang/pejabat yang mengeluarkan surat perintah penyidikan.

Pasal 60
(1) Surat panggilan kepada saksi atau tersangka wajib diberikan tenggang
waktu paling singkat 2 (dua) hari setelah panggilan diterima oleh orang
yang dipanggil atau keluarganya.
(2) Dalam hal orang yang dipanggil tidak dapat memenuhi panggilan, Penyidik
wajib memperhatikan alasan yang patut dan wajar dari orang yang
dipanggil guna menentukan tindakan selanjutnya.

(3) Dalam .....
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3) Dalam hal tersangka/saksi yang dipanggil tidak dapat hadir dan
memberikan alasan yang patut atau wajar untuk tidak memenubhi
panggilan, penyidik dapat melakukan pemeriksaan di rumah atau di tempat
dimana dia berada setelah mendapat persetujuan tertulis dari atasan
penyidik.

4) Penyidik yang telah melaksanakan pemeriksaan tersangka/saksi di tempat
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan kepada
Perwira Pengawas Penyidik paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan
pemeriksaan.

Paragraf 2
Panggilan Kepada Ahli

Pasal 61

(1)  Surat panggilan kepada Ahli dikirim oleh penyidik kepada seseorang yang
memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat
terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

(2) Sebelum surat panggilan kepada ahli dikirimkan, demi kelancaran
pemeriksaan penyidik wajib melakukan koordinasi dengan saksi ahli yang
dipanggil guna keperluan:

a. memberikan informasi tentang perkara yang sedang disidik;
b. memberikan informasi tentang penjelasan yang diharapkan dari ahli;
C. untuk menentukan waktu dan tempat pemeriksaan ahli.

Pasal 62

Dalam hal saksi atau ahli bersedia hadir untuk memberikan keterangan tanpa
surat panggilan, surat panggilan dapat dibuat dan ditandatangani oleh penyidik
dan saksi atau ahli, sesaat sebelum pemeriksaan dilakukan.

Paragraf 3
Tanda Tangan Surat Panggilan

Pasal 63

(1) Surat Panggilan kepada saksi, tersangka dan/atau ahli dibuat oleh penyidik
dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/atasan penyidik
serendah-rendahnya setingkat:

a. Direktur di Bareskrim Polri;
b. Kasat di Direktorat Polda;
C. Kepala/Wakil Kepala Subbag Reskrim di Polwil;

d. Kepala/Wakil Kepala Satuan Reserse di Polwiltabes/Poltabes/
Polres;

e. Kapolsek/Wakapolsek.
(2) Surat .....
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Surat Panggilan kepada seseorang yang karena statusnya memerlukan
prosedur khusus dibuat oleh penyidik, setelah mendapatkan persetujuan
tertulis dari pejabat sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan,
dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/atasan penyidik
serendah-rendahnya setingkat:

a. Direktur/Wakil Direktur pada Bareskrim Polri;
b. Direktur/Wakil Direktur Reserse/Kadensus Polda;
C. Kepala/Wakil Kepala Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polwil; atau

d. Kepala/Wakil Kepala Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polres.

Surat Panggilan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan
Langsung.

Bagian Ketiga
Surat Perintah Membawa

Pasal 64

Dalam hal tersangka/saksi yang telah dipanggil 2 (dua) kali tidak hadir
tanpa alasan yang patut dan wajar, dapat dibawa secara paksa oleh
penyidik ke tempat pemeriksaan dengan surat perintah membawa.

Surat Perintah Membawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh atasan penyidik serendah-rendahnya setingkat:

a. Direktur/Wakil Direktur pada Bareskrim Polri;

Direktur/Wakil Direktur Reserse/Kadensus Polda;

Kepala/Wakil Kepala Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polwil;
Kepala/Wakil Kepala Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polres; atau
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Kepala/Wakil Kepala Kesatuan Kewilyahan Tingkat Polsek.

Surat Perintah Membawa yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tembusannya wajib disampaikan
kepada Atasan Langsung.

Bagian Keempat
Pengawasan Dalam Pemanggilan

Pasal 65

Dalam hal melakukan tindakan pemanggilan, setiap Petugas dilarang:

a.

melakukan pemanggilan secara semena-mena/sewenang-wenang dengan
cara yang melanggar peraturan yang berlaku;

b. tidak .....
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tidak memberi waktu yang cukup bagi yang dipanggil untuk
mempersiapkan kehadirannya;

membuat surat panggilan yang salah isi dan/atau formatnya, sehingga
menimbulkan kerancuan bagi yang dipanggil;

melakukan pemanggilan dengan tujuan untuk menakut-nakuti  yang
dipanggil atau untuk kepentingan pribadi yang melanggar kewenangannya;

menelantarkan atau tidak segera melayani orang yang telah hadir atas
pemanggilan; dan/atau

melecehkan atau tidak menghargai hak dan kepentingan orang yang
dipanggil.

Bagian Kelima
Penentuan Status Tersangka

Pasal 66

Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada
seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti
permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.

Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling
sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan melalui gelar perkara.

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani surat penetapan
seseorang berstatus sebagai tersangka serendah-rendahnya sebagai
berikut:

a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan
kepada Kabareskrim Polri;

b. Kasat Reserse pada tingkat Polda dan melaporkan kepada Direktur
Reserse/Kadensus Polda;

C. Kepala Bagian Reskrim pada tingkat Polwil dan melaporkan kepada
Kapolwil;

d. Kepala Satuan reskrim pada tingkat Polres dan melaporkan kepada
Kapolres;

e. Kepala Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

Surat penetapan seseorang berstatus sebagai tersangka sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) wajib ditembuskan kepada kepada atasan
langsung.

Pasal 67

Bukti permulaan yang cukup merupakan dasar untuk menentukan
seseorang menjadi tersangka, penangkapan tersangka, penahanan
tersangka, selain tertangkap tangan.

(2) Bukti .....
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Bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sekurang-kurangnya adanya Laporan Polisi ditambah dengan 2 (dua) jenis
alat bukti sebagai berikut:

a. keterangan saksi yang diperoleh oleh Penyidik;
b. keterangan ahli yang diperoleh oleh Penyidik;
C. surat;

d. petunjuk.
Pasal 68

Penentuan status tersangka untuk perkara biasa dilakukan melalui gelar
perkara yang dilaksanakan oleh Tim Penyidik di bawah pimpinan Perwira
Pengawas Penyidik dan dilaporkan kepada pimpinan kesatuan atau
pejabat yang berwenang untuk mendapatkan pengesahan.

Pejabat yang berwenang untuk menerima laporan dan mengesahkan hasil
gelar perkara dan mengesahkan status tersangka dalam suatu perkara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serendah-rendahnya sebagai
berikut:

a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan
kepada Kabareskrim Polri.

b. Kasat Reserse tingkat Polda dan melaporkan kepada Direktur
Reserse/Kadensus Polda;

c. Kepala Bagian Reskrim tingkat Polwil dan melaporkan kepada
Kapolwil;

d. Kepala Satuan Reskrim tingkat Polres dan melaporkan kepada
Kapolres;

e. Kepala Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.
Pasal 69

Penentuan status tersangka untuk perkara tertentu atau perkara luar biasa
dilakukan melalui gelar perkara yang dilaksanakan oleh Tim Penyidik
dengan menghadirkan fungsi terkait.

Gelar perkara guna menentukan status tersangka dalam perkara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serendah-rendahnya dipimpin oleh
pejabat yang berwenang sebagai berikut:

a. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri dan
melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
b. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus tingkat Polda dan Melaporkan
kepada Kapolda;
C. Kabag Reserse tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
d. Kasat Reserse tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres.
BAB VI .....
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BAB VI
PENANGKAPAN DAN PENAHANAN

Bagian Kesatu
Penangkapan

Paragraf 1
Dasar Penangkapan

Pasal 70

Tindakan penangkapan terhadap seseorang hanya dapat dilakukan
dengan cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Setiap tindakan penangkapan wajib dilengkapi Surat Perintah Tugas dan
Surat Perintah Penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh atasan
penyidik yang berwenang.

Pasal 71

Dalam hal perkara tertangkap tangan, tindakan penangkapan dapat
dilakukan oleh petugas dengan tanpa dilengkapi Surat Perintah
Penangkapan atau Surat Perintah Tugas.

Tindakan penangkapan dalam perkara tertangkap tangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyidik wajib membuat
Berita Acara Penangkapan setelah melakukan penangkapan.

Pasal 72

Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan
sebagai berikut:

a.
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(1)

tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan
yang patut dan wajar;

tersangka diperkirakan akan melarikan diri;

tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya;
tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti;
tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan.

Paragraf 2
Surat Perintah Penangkapan

Pasal 73
Surat perintah penangkapan hanya dapat dibuat berdasarkan adanya bukti
permulaan yang cukup dan hanya berlaku terhadap satu orang tersangka

yang identitasnya tersebut dalam surat penangkapan.
(2) Dalam .....
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Dalam hal membantu penangkapan terhadap seseorang yang terdaftar di
dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), setiap pejabat yang berwenang di
suatu kesatuan dapat membuat Surat Perintah Penangkapan.

Pasal 74

Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat
Perintah Penangkapan serendah-rendahnya:

a. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri;
b. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus di tingkat Polda;

C. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil,

d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres; atau

e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek.

Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang
ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

Paragraf 3
Tindakan Penangkapan

Pasal 75

Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib:

a.

(1)

memahami  peraturan  perundang-undangan, terutama mengenai
kewenangan dan tata cara untuk melakukan penangkapan serta batasan-
batasan kewenangan tersebut;

memiliki kemampuan teknis penangkapan yang sesuai hukum,;

menerapkan prosedur-prosedur yang harus dipatuhi untuk tindakan
persiapan, pelaksanaan dan tindakan sesudah penangkapan; dan

bersikap profesional dalam menerapkan taktis penangkapan, sehingga
bertindak manusiawi, menyangkut waktu yang tepat dalam melakukan
penangkapan, cara-cara penangkapan terkait dengan kategori-kategori
yang ditangkap seperti anak-anak, orang dewasa dan orang tua atau
golongan laki-laki dan perempuan serta kaum rentan.

Pasal 76

Dalam hal melaksanakan penangkapan, petugas wajib mempertimbangkan
hal-hal sebagai berikut:

a. keseimbangan antara tindakan yang dlakukan dengan bobot
ancaman;

b. senantiasa ......
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b. senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang
ditangkap; dan

C. tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi
tersangka.

Tersangka yang telah tertangkap, tetap diperlakukan sebagai orang belum
tentu bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan.
Paragraf 4

Pengawasan Penangkapan

Pasal 77

Dalam hal melakukan penangkapan, setiap petugas wajib untuk:

a.

b.

(1)

(2)

memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;

menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan
tertangkap tangan;

memberitahukan alasan penangkapan;

menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman
hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan;

menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan
memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah
penangkapan;

senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap; dan

memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut,
berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi
oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.

Pasal 78

Dalam hal orang yang ditangkap tidak paham atau tidak mengerti bahasa
yang dipergunakan oleh petugas maka orang tersebut berhak
mendapatkan seorang penerjemah tanpa dipungut biaya.

Dalam hal orang asing yang ditangkap, penangkapan tersebut harus
segera diberitahukan kepada kedutaan, konsulat, atau misi diplomatik
negaranya, atau ke perwakilan organisasi internasional yang kompeten jika
yang bersangkutan merupakan seorang pengungsi atau dalam lindungan
organisasi antar pemerintah.

Paragraf 5 .....
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Paragraf 5
Tersangka Anak dan Perempuan

Pasal 79

Dalam hal anak yang ditangkap, petugas wajib memperhatikan hak tambahan
bagi anak yang ditangkap sebagai berikut:

a.
b.
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hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali;

hak privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya agar anak tidak
menderita atau disakiti akibat publikasi tersebut;

hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
diperiksa di ruang pelayanan khusus;
dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka dewasa; dan

penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.

Pasal 80

Dalam hal perempuan yang ditangkap, petugas wajib memperhatikan perlakuan
khusus sebagai berikut:

a.
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(1)

sedapat mungkin diperiksa oleh petugas perempuan atau petugas yang
berperspektif gender;

diperiksa di ruang pelayanan khusus;

perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;

hal mendapat perlakuan khusus;

dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki; dan
penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

Paragraf 6
Tindakan Setelah Penangkapan

Pasal 81

Setelah melakukan penangkapan, petugas wajib membuat berita acara
penangkapan yang berisi:

a. nama dan identitas petugas yang melakukan penangkapan;
nama identitas yang ditangkap;

tempat, tanggal dan waktu penangkapan;

alasan penangkapan dan/atau Pasal yang dipersangkakan;

® a0 o

tempat penahanan sementara selama dalam masa penangkapan;
dan

f. keadaan kesehatan orang yang ditangkap.
(2) Setelah .....
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Setelah melakukan penangkapan, penyidik wajib:

a. menyerahkan selembar surat perintah penangkapan kepada
tersangka dan mengirimkan tembusannya kepada keluarganya;

b. wajib memeriksa kesehatan tersangka; dan

C. terhadap tersangka dalam keadaan luka parah, penyidik wajib

memberi pertolongan kesehatan dan membuat berita acara tentang
keadaan tersangka.

Pasal 82

Dalam hal seseorang yang tertangkap tangan, harus segera dilaksanakan
pemeriksaan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam guna
menentukan perlu tidaknya dilakukan penahanan.

Hasil pemeriksaan terhadap tersangka yang tertangkap tangan segera
dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penahanan
tersangka atau pembebasan tersangka.

Pasal 83

Dalam hal tersangka yang telah ditangkap, penyidik wajib segera
melakukan pemeriksaan guna menentukan apakah tersangka dapat
ditahan atau dibebaskan, paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat)
jam untuk perkara biasa, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk
perkara narkotika dan/atau tindak pidana lain sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, terhitung mulai saat tersangka dapat diperiksa oleh
penyidik di kantor penyidik.

Dalam hal tersangka tidak bersedia diperiksa, penyidik wajib membuat
berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik,
tersangka dan pihak lain yang menyaksikan.

Paragraf 7
Pembebasan Tersangka

Pasal 84

Dalam hal tersangka yang ditangkap ternyata salah orangnya atau tidak
cukup bukti, penyidik wajib membebaskan tersangka dengan membuat
berita acara pembebasan yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka
dan pihak lain yang menyaksikan.

Pembebasan tersangka wajib dilengkapi dengan Surat Perintah
Pembebasan tersangka dalam hal pemeriksaan telah selesai atau karena
masa penangkapan berakhir.

Surat Perintah pembebasan diserahkan kepada tersangka dan

tembusannya dikirimkan kepada keluarganya.
(4) Pejabat .....

Limitasi penghentian..., Herbet Pardamean Tambunan, FH Ul, 2012.



(4)

(5)

(1)

(2)

®3)

(1)

(2)

39

Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembebasan
Tersangka adalah pejabat sebagai berikut:

a. Kanit di tingkat Bareskrim Polri;

b Kasat Serse di tingkat Polda;

c Kepala/ Kepala Bagian reserse di tingkat Polwil,
d. Kepala Kesatuan Reserse di tingkat Polres; atau
e Kapolsek/Wakapolsek.

Surat Perintah Pembebasan Tersangka yang ditandatangani oleh pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya wajib disampaikan
kepada Atasan Langsung.

Bagian Kedua
Penahanan

Paragraf 1
Prinsip Penahanan

Pasal 85

Dalam rangka menghormati HAM, tindakan penahanan harus
memperhatikan standar sebagai berikut:

a. setiap orang mempunyai hak kemerdekaan dan keamanan pribadi;

b. tidak seorangpun dapat ditangkap ataupun ditahan dengan
sewenang-wenang; dan

C. tidak seorangpun boleh dirampas kemerdekaannya kecuali dengan
alasan-alasan tertentu dan sesuai dengan prosedur seperti yang
telah ditentukan oleh hukum.

Tindakan penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum dan
menurut tata cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Tahanan yang pada dasarnya telah dirampas kemerdekaannya, harus
tetap diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum ada
keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

Paragraf 2
Surat Perintah Penahanan

Pasal 86

Penahanan wajib dilengkapi Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang.

Surat Perintah Penahanan dikeluarkan setelah melalui mekanisme gelar
perkara yang dilaksanakan oleh Tim Penyidik, dibawah pengawasan
Perwira Pengawas Penyidik dan dilaporkan kepada pejabat yang
berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penahanan.

(3) Pejabat .....
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Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penahanan
adalah pejabat serendah-rendahnya sebagai berikut:

a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri;
b Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda;

c Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil,
d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres;

e Kepala Kewilayahan tingkat Polsek.

Surat Perintah Penahanan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan
Langsung.

Pasal 87

Penahanan terhadap seseorang yang mendapat perlakuan khusus
menurut  peraturan  perundang-undangan  dilaksanakan  setelah
mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat sesuai ketentuan peraturan
perundang-perundangan.

Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penahanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat serendah-rendahnya
sebagai berikut:

a. Kabareskrim Polri untuk tingkat Mabes Polri;

b Direktur Reserse/Kadensus untuk tingkat Polda;
C. Kepala Satuan Kewilayahan untuk tingkat Polwil;
d Kepala Satuan Resort untuk tingkat Polres;

Surat Perintah Penahanan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan
Langsung.

Paragraf 3
Penangguhan Penahanan

Pasal 88

Penangguhan Penahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Surat Perintah Penangguhan Penahanan dikeluarkan setelah melalui
mekanisme gelar perkara secara internal di kesatuan fungsi masing-
masing untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan penangguhan
penahanan terhadap tersangka.

Setiap penangguhan penahanan wajib dilaporkan kepada atasan pejabat
yang berwenang menangguhkan penahanan.

(4) Pejabat .....
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Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penangguhan
Penahanan serendah-rendahnya:

a. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri dan
melaporkan kepada Kabareskrim Polri;

b. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus di tingkat Polda dan
melaporkan kepada Kapolda;

C. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan
kepada Kapolwil,

d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada
Kapolres;

e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada
Kapolres.

Paragraf 4

Pencabutan Penangguhan Penahanan

Pasal 89

Terhadap tersangka yang telah diberikan penangguhan penahanan, dapat
dilakukan penahanan kembali melalui penerbitan Surat Pencabutan
Penangguhan Penahanan.

Pencabutan Penangguhan Penahanan wajib dilengkapi dengan Surat
Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan yang dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang.

Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan dikeluarkan
berdasarkan pertimbangan adanya kekhawatiran tersangka akan melarikan
diri dan/atau mengulangi perbuatannya dan/atau merusak/menghilangkan
barang bukti.

Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pencabutan
Penangguhan Penahanan serendah-rendahnya:

a. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri dan
melaporkan kepada Kabareskrim Polri;

b. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus di tingkat Polda dan
melaporkan kepada Kapolda;

C. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan
kepada Kapolwil,

d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada
Kapolres;

e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada
Kapolres.

Paragraf 5

Pengalihan Status Penahanan
Pasal 90

Dalam hal kepentingan penyidikan dan dengan mempertimbangkan kondisi
tersangka, dapat dilakukan pengalihan jenis tahanan.

(2) Pengalihan .....
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Pengalihan Jenis Tahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Surat Perintah Pengalihan Jenis Tahanan dapat dikeluarkan berdasarkan
pertimbangkan:

a. permohonan dari tersangka/keluarganya/kuasa hukumnya;

b hasil penelitian kondisi tersangka;

c saran dari Perwira Pengawas Penyidik berdasar hasil gelar perkara;
d. faktor keamanan/keselamatan tersangka; dan

e faktor kelancaran penyidikan.

Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pengalihan Jenis
Tahanan serendah-rendahnya:

a. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri dan
melaporkan kepada Kabareskrim Polri;

b. Direktur ~ Reserse/Kadensus/Kadensus di tingkat Polda dan
melaporkan kepada Kapolda;

C. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan
kepada Kapolwil;

d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada
Kapolres;

e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada
Kapolres.

Paragraf 6

Pemindahan Tempat Penahanan
Pasal 91
Pemindahan Tempat Penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka

untuk kepentingan:

a. tersangka akan dipindahkan ke rumah tahanan negara lainnya
karena peralihan status tersangka sesuai dengan tahap
perkembangan perkara;

b. pertimbangan keamanan;
C. pertimbangan efisiensi penyelesaian perkara.

Pemindahan Tempat Penahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah
yang dikeluarkan oleh atasan atau pejabat yang berwenang.

Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pemindahan
Tempat Penahanan serendah-rendahnya:

a. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri dan
melaporkan kepada Kabareskrim Polri;

b. Direktur .....
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b. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus di tingkat Polda dan
melaporkan kepada Kapolda;

C. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan
kepada Kapolwil;

d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada
Kapolres;

e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada
Kapolres.

Paragraf 7

Pembantaran Penahanan
Pasal 92

Dalam hal tahanan yang karena kondisi kesehatannya membutuhkan
perawatan yang intensif dan/atau rawat inap di rumah sakit, dapat
dilakukan pembantaran.

Pembantaran Penahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
Surat Perintah Pembantaran Penahanan dikeluarkan berdasarkan:

a. pertimbangan dokter yang menyatakan terhadap tersangka perlu
dilakukan perawatan dirumah sakit;

b. permohonan dari tersangka/keluarga/penasihat hukumnya.

Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembantaran
Penahanan serendah-rendahnya:

a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan
kepada Kabareskrim Polri;

b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada
Kapolda;

C. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan
kepada Kapolwil,

d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada
Kapolres; atau

e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada
Kapolres.

Pasal 93

Dalam hal tersangka yang telah diberikan pembantaran penahanan dan
ternyata kondisi kesehatannya sudah sehat kembali tetapi masih
diperlukan tindakan penahanan, harus dilakukan Pencabutan Pembataran
Penahanan dan selanjutnya dilakukan penahanan lanjutan.

(2) Pencabutan .....
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Pencabutan Pembantaran Penahanan wajib dilengkapi dengan Surat
Perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan dikeluarkan
berdasarkan pertimbangan dokter yang menyatakan kondisi tersangka
telah pulih kembali kesehatannya.

Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pencabutan
Pembantaran Penahanan serendah-rendahnya:

a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan
kepada Kabareskrim Polri;

b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada
Kapolda;

C. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan
kepada Kapolwil;

d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada
Kapolres; atau

e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada
Kapolres.

Paragraf 8

Penahanan Lanjutan
Pasal 94

Penahanan Lanjutan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
Surat Perintah Penahanan Lanjutan dapat dikeluarkan dalam hal:

a. tersangka yang diberikan pembantaran telah sehat kembali
sedangkan tindakan penahanan masih diperlukan; dan

b. tersangka yang diberikan pembataran melarikan diri dan
berhasil ditemukan kembali.

Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penahanan
Lanjutan serendah-rendahnya:

a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan
kepada Kabareskrim Polri;

b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada
Kapolda;

C. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan
kepada Kapolwil,

d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada
Kapolres; atau

e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada
Kapolres.

Paragraf 9 .....
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Paragraf 9
Pengeluaran Tahanan

Pasal 95

(1) Pengeluaran Tahanan dapat dilakukan terhadap tersangka dengan
pertimbangan:

a.

b
C.
d.
e

masa penahanan terhadap tersangka sudah habis;

tersangka akan dipindahkan kerumah tahanan negara lainnya,
tersangka ditangguhkan penahanannya,;

tersangka dibantarkan penahanannya karena sakit; dan/atau
tersangka telah selesai dilakukan pemeriksaan.

(2) Pengeluaran Tahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pengeluaran
Tahanan serendah-rendahnya:

a.

Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan
kepada Kabareskrim Polri;

Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada
Kapolda;

Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan
kepada Kapolwil;

Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada
Kapolres; atau

Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada
Kapolres.

(4) Setelah dilakukan Pengeluaran Tahanan wajib dibuatkan Berita Acara
Pengeluaran Tahanan dengan substansi sekurang-kurangnya meliputi:

a.

b
C.
d

nama dan identitas tersangka yang ditahan;

tempat dan tanggal pengeluaran tahanan;

keadaan kesehatan tahanan yang dikeluarkan; dan

tanda tangan saksi dan pejabat yang mengeluarkan tahanan.

Bagian Ketiga
Perlakuan Tersangka/ Tahanan

Paragraf 1
Tahanan Dewasa

Pasal 96

Tindakan penahanan harus senantiasa menghormati dan menghargai hak-hak
tersangka yang ditahan meliputi:

a. semua .....
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semua orang yang kebebasannya dicabut harus tetap diperlakukan secara
manusiawi dan penuh hormat karena martabatnya yang melekat sebagai
manusia,;

setiap orang yang dituduh telah melakukan tindak pidana harus dikenakan
asas praduga tak bersalah sebelum terbukti bersalah oleh suatu keputusan
peradilan;

tersangka/tahanan berhak mendapat penjelasan mengenai alasan
penahanan dan mengenai tuduhan yang dikenakan kepadanya;

sebelum persidangan dilaksanakan, seorang tersangka dimungkinkan
untuk tidak ditahan dengan jaminan dan alasan tertentu seperti:

1. tidak akan mengulang kejahatan lagi;
2. tidak merusak atau menghilangkan barang bukti; dan
3. tidak melarikan diri.

tahanan tidak boleh disiksa, diperlakukan dengan keji dan tidak manusiawi,
mendapat perlakuan dan hukuman yang merendahkan martabat, atau
diberi ancaman-ancaman lainnya;

tahanan hanya boleh ditahan di tempat penahanan resmi, keluarga serta
penasihat hukum harus diberikan informasi tentang tempat dan status
penahanan;

tahanan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum;

tahanan berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan akses untuk
berhubungan dengan keluarga;

tahanan berhak untuk memperoleh pelayanan medis yang memadai
dengan catatan medis yang harus disimpan;

tahanan harus mendapatkan hak untuk berkomunikasi dengan penasihat
hukum;

tahanan yang tidak begitu paham dengan bahasa yang digunakan oleh
pihak berwenang yang bertanggung jawab atas penahanannya, berhak
untuk memperoleh informasi dalam bahasa yang dia pahami. Jika
mungkin, disediakan penerjemah, tanpa dipungut biaya, untuk proses
pengadilan selanjutnya;

tahanan anak-anak harus dipisahkan dari tahanan dewasa, perempuan
dari laki-laki, dan tersangka dari terpidana;

lama penahanan serta sah atau tidaknya penahanan seseorang diputuskan
oleh hakim atau pejabat yang berwenang;

para tersangka mempunyai hak untuk berhubungan dengan dunia luar,
menerima kunjungan keluarga dan berbicara secara pribadi dengan
penasihat hukumnya;

para tersangka harus ditempatkan pada fasilitas-fasilitas yang manusiawi,
yang dirancang dengan memenuhi persyaratan kesehatan yang tersedia
seperti air, makanan, pakaian, pelayanan kesehatan, fasilitas untuk berolah
raga dan barang-barang untuk keperluan kesehatan pribadi;

p. tahanan .....
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tahanan berhak mendapatkan kesempatan menjalankan ibadah menurut
agamal/kepercayaan atau keyakinannya;

setiap tahanan berhak hadir dihadapan petugas pengadilan untuk
mengetahui keabsahan penahananya;

hak dan status khusus perempuan serta anak-anak harus dihormati;

tahanan tidak dapat dipaksa untuk mengaku dan memberikan kesaksian
yang memberatkan dirinya atau orang lain;

harus ada pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak tahanan;

tahanan tidak boleh dijadikan bahan percobaan medis atau ilmiah yang
dapat mengakibatkan penurunan kesehatannya meskipun atas kesediaan
yang bersangkutan;

situasi dan suasana interogasi harus dicatat secara rinci;
tahanan harus diperlakukan dengan layak dan dipisahkan dari narapidana;

wawancara antara seorang yang ditahan dan penasihat hukumnya boleh
diawasi tetapi tidak boleh didengar oleh petugas penegak hukum;

apabila seseorang yang ditahan atau di rumah tahanan (rutan) meminta,
dapat ditempatkan di tahanan atau rumah tahanan yang cukup dekat
dengan daerah tempat tinggalnya, jika memungkinkan; dan

waktu besuk tahanan ditentukan oleh kepala kesatuan masing-masing.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tindakan penahanan, petugas dilarang:

menyalahgunakan kewenangan investigasi untuk melakukan tindakan
siksaan badan terhadap seseorang;

melakukan ancaman atau tindakan kekerasan fisik, psikis dan/atau seksual
terhadap tersangka untuk mendapatkan keterangan/ pengakuan;

melakukan tindakan pelecehan, penghinaan atau tindakan lain yang dapat
merendahkan martabat manusia; dan/atau

meminta sesuatu atau melakukan pemerasan terhadap tahanan.

Paragraf 2
Tahanan Anak dan Perempuan

Pasal 98

Dalam hal anak yang ditahan, maka wajib diperhatikan hak tambahan bagi anak
sebagai berikut:

hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali;

hak privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya agar anak tidak
menderita atau disakiti akibat publikasi tersebut;
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hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
diperiksa di ruang pelayanan khusus;
dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka dewasa; dan

penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.

Pasal 99

Dalam hal perempuan yang ditahan, maka wajib diperhatikan perlakuan khusus
sebagai berikut:

a.

(1)

(2)

®3)

(1)

(2)

sedapat mungkin diperiksa oleh petugas perempuan atau petugas yang
berperspektif gender;

diperiksa di ruang pelayanan khusus;

perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;

hal mendapat perlakuan khusus;

dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki; dan/atau

penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.
BAB VII

PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Saksi

Pasal 100

Pemeriksa terhadap saksi dilaksanakan di kantor kesatuan penyidik sesuai
dengan yang dinyatakan di dalam surat panggilan.

Pemeriksaan terhadap saksi dapat dilaksanakan di tempat lain sesuai
dengan kesepakatan antara saksi dengan penyidik sepanjang tidak
mengganggu kelancaran pelaksanaan pemeriksaan.

Pelaksanaan pemeriksaan saksi di tempat lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus seizin Pengawas Penyidik.

Pasal 101

Dalam hal pelaksanaan pemeriksaan, saksi dapat didampingi oleh
penasihat hukum.

Penyidik tidak boleh menolak penasihat hukum yang mendampingi saksi.
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Bagian Kedua
Pemeriksaan Tersangka

Pasal 102

Pemeriksa terhadap tersangka dilaksanakan di kantor kesatuan penyidik
sesuai dengan yang dinyatakan di dalam surat panggilan.

Setiap pemeriksaan terhadap tersangka dapat didampingi oleh penasihat
hukumnya.

Dalam hal tersangka meminta salinan hasil berita acara pemeriksaan,
penyidik dapat memberikan salinan kepada tersangka setelah
mendapatkan persetujuan dari Perwira Pengawas Penyidik.

Salinan yang diberikan hanya untuk kepentingan tersangka dan tidak
dibenarkan untuk dipublikasikan agar tidak mengganggu kelancaran
penyidikan.

Pasal 103

Dalam hal petugas melakukan tindakan pemeriksaan terhadap tersangka, wajib:

a.

memberikan kesempatan terhadap tersangka untuk menghubungi dan
didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai;

segera melakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah
direncanakan;

memulai pemeriksaan dengan menanyakan keadaan kesehatan dan
kesiapan yang akan diperiksa;

menjelaskan status keperluan tersangka dan tujuan pemeriksaan;

mengajukan pertanyaan secara jelas, sopan dan mudah dipahami oleh
tersangka;

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan tujuan
pemeriksaan;

memperhatikan dan  menghargai hak tersangka untuk memberikan
keterangan secara bebas;

menghormati hak tersangka untuk menolak memberikan informasi
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;

melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya dengan
memperhatikan kondisi dan kesediaan yang diperiksa;

memberikan kesempatan kepada tersangka untuk istirahat, melaksanakan
ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya sesuai peraturan yang
berlaku;

membuat berita acara pemeriksaan semua keterangan yang diberikan oleh
tersangka sesuai dengan tujuan pemeriksaan;

|. membacakan .....
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membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan
bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri;

membubuhkan tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang
menyaksikan jalannya pemeriksaan; dan

memberikan kesempatan tersangka untuk memberikan keterangan
tambahan sekalipun pemeriksaan sudah selesai.

Bagian Ketiga
Pengawasan Pemeriksaan

Paragraf 1
Pemeriksaan Saksi/ Tersangka

Pasal 104

| Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap saksi/tersangka, petugas dilarang:

a.

memeriksa saksi/tersangka sebelum didampingi oleh penasihat hukumnya,
kecuali atas persetujuan yang diperiksa;

menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga
merugikan pihak saksi/tersangka;

menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal
pemeriksaan;

tidak menjelaskan status keperluan saksi/tersangka dan tujuan
pemeriksaan;

mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami saksi/tersangka, atau dengan
cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam saksi/tersangka;

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan
pemeriksaan;

melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak
saksi/tersangka;

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik bersifat fisik atau
psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau
pengakuan;

memaksa saksi/tersangka untuk memberikan informasi mengenai hal-hal
yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;

membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk
melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan
hak-hak saksi/tersangka;

melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasihat
hukum dan/atau tanpa alasan yang sah;

tidak memberikan kesempatan kepada saksi/tersangka untuk istirahat,
melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan
yang sah;

m. memanipulasi .....
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memanipulasi hasil pemeriksaan dengan cara tidak mencatat sebagian
keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan saksi/tersangka
yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;

menolak saksi/tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk
diperiksa;

menghalangi-halangi penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum
kepada saksi/ tersangka yang diperiksa,;

melakukan pemeriksaan di tempat yang melanggar ketentuan hukum;

tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada saksi/tersangka
dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan

melalaikan kewajiban tanda tangan saksi/tersangka yang menyaksikan
jalannya pemeriksaan.

Paragraf 2
Pemeriksaan Anak dan Perempuan

Pasal 105

Dalam hal melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap anak, petugas wajib
mempertimbangkan:

a.

b
C.
d

hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
hak untuk didampingi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas);

hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali; dan

penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.

Pasal 106

Dalam hal melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap perempuan, petugas
wajib mempertimbangkan:

a.

b
C.
d

(1)

diperiksa di ruang khusus perempuan;

perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;

hak didampingi oleh pekerja sosial atau ahli selain penasihat hukum; dan
penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

BAB VI
TKP

Bagian Kesatu
Tindakan Pertama di TKP

Pasal 107

Dalam hal melakukan tindakan pemeriksaan di TKP, petugas wajib:

a. melaksanakan tindakan pemeriksaan di TKP sesuai peraturan
perundang-undangan;

b. melakukan .....
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melakukan pemeriksaan dengan teliti untuk mencari keterangan,
mengumpulkan bukti, menjaga keutuhan TKP dan memeriksa
semua objek yang relevan dengan tujuan pemeriksaan pengolahan
TKP;

menutup TKP dan melarang orang lain yang tidak berkepentingan
memasuki TKP, dengan cara yang wajar, tegas tetapi sopan;

mencari informasi yang penting untuk pengungkapan perkara
kepada orang yang ada di TKP dengan sopan;

melakukan tindakan di TKP hanya untuk kepentingan tugas yang di
dalam batas kewenangannya,

memperhatikan dan menghargai hak-hak orang untuk memberikan
keterangan secara bebas;

melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya dan
membuka kembali TKP setelah kepentingan pengolahan TKP
selesai;

mencatat semua keterangan dan informasi yang diperoleh di TKP
dan membuat berita acara pemeriksaan di TKP; dan

membubuhkan tanda tangan saksi/tersangka yang menyaksikan
pemeriksaan di TKP.

Dalam hal melakukan pemeriksaan di TKP, petugas dilarang:

a.

melakukan tindakan yang dapat merusak keutuhan TKP dan
merusak barang lainnya;

melakukan tindakan penutupan TKP secara berlebihan (dalam
konteks waktu dan batas-batas TKP) dan/atau tindakan yang tidak
relevan dengan kepentingan pengolahan TKP;

melakukan tindakan yang arogan, membatasi hak-hak seseorang
atau kelompok secara berlebihan yang tidak relevan dengan tujuan
pemeriksaan di TKP;

melakukan tindakan di TKP di luar batas kewenangannya,

mengambil barang-barang di TKP yang tidak ada hubungannya
dengan penyidikan;

tidak memperhatikan/menghargai hak-hak orang yang berada di
TKP; dan

sengaja memperlama waktu pemeriksaan di TKP dan/atau tidak
membuka kembali TKP walaupun kepentingan pengolahan TKP
telah selesai.
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Bagian Kedua
Pemeriksaan Kendaraan

Pasal 108

Dalam hal melakukan tindakan pemeriksaan kendaraan, petugas wajib:

a.

menunjukkan  identitas dan  memberitahukan  kepentingan
pemeriksaan kendaraan kepada pemiliknya secara jelas dan sopan
serta disaksikan oleh pemilik kendaraan;

menyampaikan permintaan maaf dan meminta kesediaan pemilik/
pengemudi/penumpang atas terganggunya kebebasan akibat
dilakukannya pemeriksaan;

melakukan pemeriksaan dengan teliti untuk mencari sasaran
pemeriksaan yang diperlukan dengan cara yang simpatik; dan

melakukan tindakan pemeriksaan sesuai dengan teknik dan taktik
pemeriksaan untuk kepentingan tugas yang di dalam batas
kewenangannya;

memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang berkaitan
dengan kendaraan, pemilik, penumpang, pengemudi;

melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya dan
mempersilahkan kendaraan berlalu setelah pemeriksaan selesai;

menyampaikan terima kasih atas terlaksananya pemeriksaan; dan

mencatat semua keterangan dan informasi termasuk barang bukti
yang diperoleh ke dalam berita acara.

Dalam hal melakukan pemeriksaan kendaraan, petugas dilarang:

a.

melakukan pemeriksaan tanpa memberitahukan kepentingan
pemeriksaan kendaraan kepada pemilik/pengemudi;

bersikap arogan pada waktu melaksanakan pemeriksaan;

melakukan pemeriksaan dengan bertindak sewenang-wenang
dengan alasan untuk mencari sasaran pemeriksaan sehingga
menimbulkan kerugian bagi pihak yang diperiksa;

melakukan tindakan pemeriksaan yang menyimpang dari teknik dan
taktik pemeriksaan dan atau di luar batas kewenangannya;

melecehkan atau tidak menghormati/menghargai hak-hak orang
yang berkaitan dengan kendaraan: pemilik, penumpang dan
pengemudi; dan

sengaja memperlama waktu pemeriksaan sehingga mengganggu
atau merugikan pihak yang diperiksa dan/atau merampas
kebebasannya.
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BAB IX
PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN

Bagian Kesatu
Penggeledahan

Paragraf 1
Surat Perintah Penggeledahan

Pasal 109

Penggeledahan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Penggeledahan
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Penggeledahan rumah/alat angkutan serta tempat-tempat tertutup lainnya
hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri
setempat, kecuali dalam keadaan mendesak.

Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Permintaan Izin
Penggeledahan rumah/alat angkutan serta tempat-tempat tertutup lainnya
dan Surat Perintah Penggeledahan serendah-rendahnya:

a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan
kepada Kabareskrim Polri;

b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada
Kapolda;

C. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan
kepada Kapolwil;

d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada
Kapolres; atau

e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada
Kapolres.

Pasal 110

Dalam hal keadaan sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus
segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Surat Izin Ketua
Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan
Penggeledahan dengan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Perwira
Pengawas Penyidik.

Setelah dilaksanakan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Penyidik wajib segera membuat Berita Acara Penggeledahan dan
melapor kepada Perwira Pengawas Penyidik serta mengirimkan surat
pemberitahuan pelaksanaan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan
Negeri setempat.

(3) Dalam hal .....
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Dalam hal melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) wajib disaksikan oleh Ketua RT/RW atau tokoh masyarakat
setempat.

Paragraf 2
Penggeledahan Orang

Pasal 111

Dalam melakukan tindakan penggeledahan orang, petugas wajib:

a.

h.

memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas
dan sopan;

meminta maaf dan meminta kesediaan orang yang digeledah atas
terganggunya hak privasi karena harus dilakukannya pemeriksaan;

menunjukkan surat perintah tugas dan/atau identitas petugas;

melakukan pemeriksaan untuk mencari sasaran pemeriksaan yang
diperlukan dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik;

melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik
pemeriksaan untuk kepentingan tugas yang di dalam batas
kewenangannya;

memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang digeledah;

melaksanakan penggeledahan terhadap perempuan oleh petugas
perempuan;

melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya; dan

menyampaikan terima kasih atas terlaksananya penggeledahan.

Dalam melakukan penggeledahan orang, petugas dilarang:

a.

melakukan penggeledahan tanpa memberitahukan kepentingan
tindakan penggeledahan secara jelas;

melakukan tindakan penggeledahan secara berlebihan dan
mengakibatkan terganggunya hak privasi yang digeledah;

melakukan penggeledahan dengan cara yang tidak sopan dan
melanggar etika;

melakukan tindakan penggeledahan yang menyimpang dari teknik
dan taktik pemeriksaan, dan/atau tindakan yang di luar batas
kewenangannya,

melecehkan dan/atau tidak menghargai hak-hak orang yang
digeledah;

memperlama pelaksanakan penggeledahan, sehingga merugikan
yang digeledah; dan

melakukan penggeledahan orang perempuan oleh petugas laki-laki
ditempat terbuka dan melanggar etika.
Paragraf 3 .....
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Paragraf 3
Penggeledahan Tempat

Pasal 112

Dalam hal melakukan tindakan penggeledahan tempat/rumah, petugas

wajib:
a.
b.

melengkapi administrasi penyidikan;

memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan
dan sasaran penggeledahan;

memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran
penggeledahan;

menunjukkan surat perintah tugas dan/atau kartu identitas petugas;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang atau orang
dengan cara yang teliti sopan, etis dan simpatik dan harus
didampingi oleh penghuni;

melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik
pemeriksaan untuk kepentingan tugas sesuai dengan batas
kewenangannya;

menerapkan taktik penggeledahan untuk mendapatkan hasil
seoptimal mungkin, dengan cara yang sedikit mungkin menimbulkan
kerugian atau gangguan terhadap pihak yang digeledah atau pihak
lain;

dalam hal petugas mendapatkan benda atau orang yan dicari,
tindakan untuk mengamankan barang bukti wajib disaksikan oleh
pihak yang digeledah atau saksi dari ketua lingkungan;

menyampaikan terima kasih atas terlaksananya penggeledahan;
dan

membuat berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh
petugas, pihak yang digeledah dan para saksi.

Dalam hal melakukan penggeledahan tempat/rumah, petugas dilarang:

tanpa dilengkapi administrasi penyidikan;

tidak memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang
kepentingan dan sasaran penggeledahan;

tanpa memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran
penggeledahan, tanpa alasan yang sah;

melakukan penggeledahan dengan cara yang sewenang-wenang,
sehingga merusak barang atau merugikan pihak yang digeledah;

melakukan tindakan penggeledahan yang menyimpang dari
kepentingan tugas yang di luar batas kewenangannya;
f. melakukan .....
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f. melakukan penggeledahan dengan cara berlebihan sehingga
menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap hak-hak pihak yang
digeledah;

g. melakukan pengambilan benda tanpa disaksikan oleh pihak yang

digeledah atau saksi dari ketua lingkungan;

h. melakukan pengambilan benda yang tidak ada kaitannya dengan
tindak pidana yang terjadi;

I. bertindak arogan atau tidak menghargai harkat dan martabat orang
yang digeledah;

K. melakukan tindakan menjebak korban/tersangka untuk
mendapatkan barang yang direkayasa menjadi barang bukti; dan

l. tidak membuat berita acara penggeledahan setelah melakukan
penggeledahan.

Bagian Kedua
Penyitaan

Paragraf 1
Surat Perintah Penyitaan

Pasal 113

Penyitaan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Penyitaan yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

dalam hal penyitaan terhadap benda tidak bergerak, surat, maupun tulisan
lainnya harus dilengkapi dengan izin dan/atau atas izin khusus Ketua
Pengadilan Negeri setempat.

Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penyitaan dan
Surat Permintaan l1zin Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri
setempat serendah-rendahnya:

a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan
kepada Kabareskrim Polri;

b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada
Kapolda;

C. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan
kepada Kapolwil;

d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada
Kapolres; atau

e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada
Kapolres.

Pasal 114

Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus
segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Surat Izin Ketua
Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan
Penyitaan hanya atas benda bergerak dengan Surat Perintah Penyitaan
yang ditandatangani oleh Perwira Pengawas Penyidik.

(2) Setelah .....
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Setelah dilaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
maka Penyidik wajib segera membuat Berita Acara Penyitaan dan
melaporkan kepada Perwira Pengawas Penyidik serta memberitahukan
kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan Surat
Penetapan Penyitaan terhadap benda sitaan.

Paragraf 2
Pengawasan Penyitaan

Pasal 115

Dalam hal melakukan penyitaan, penyidik dilarang:

a.
b.

C.

(1)

(2)

melakukan penyitaan tanpa dilengkapi administrasi penyidikan;
tidak memberitahu tujuan penyitaan;

melakukan penyitaan benda yang tidak ada hubungannya dengan
penyidikan;

melakukan penyitaan dengan cara yang bertentangan dengan hukum,;
tidak menyerahkan tanda terima barang yang disita kepada yang berhak;

tidak membuat berita acara penyitaan setelah selesai melaksanakan
penyitaan;

menelantarkan barang bukti yang disita atau tidak melakukan perawatan
barang bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

mengambil, memiliki, menggunakan, dan menjual barang bukti secara
melawan hak.

BAB X
PENANGANAN BARANG BUKTI
Pasal 116
Barang bukti dapat disita merupakan benda yang diduga ada sangkut
pautnya dengan perkara pidana yang sedang diselidiki/disidik dan dapat
digunakan sebagai pendukung alat pembuktian di dalam proses

persidangan perkara.

Jenis barang bukti yang dapat disita antara lain:

a. benda atau tagihan tersangka/ terdakwa yang diduga dari tindak
pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
b. benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan atau
mempersiapkan tindak pidana;
C. benda yang dipergunakan untuk menghalangi-halangi penyidikan;
d. benda .....
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d. benda khusus yang dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak
pidana; dan
e. benda lain (termasuk serat optik) yang mempunyai hubungan

langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Ketentuan mengenai prosedur penanganan barang bukti diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Kapolri.

BAB Xl
PENYELESAIAN PERKARA

Bagian Kesatu
Penghentian Penyidikan

Paragraf 1
Dasar Penghentian Penyidikan

Pasal 117
Pertimbangan untuk melakukan penghentian penyidikan perkara terdiri
dari:
a. tidak cukup bukti;
b. perkaranya bukan perkara pidana; dan/atau
C. demi hukum.

Penghentian penyidikan perkara demi hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c meliputi:

a. tersangka meninggal dunia;

b perkara telah melampaui masa daluwarsa;

C. pengaduan dicabut bagi delik aduan; dan/atau

d nebis in idem (tindak pidana memperoleh putusan Hakim yang telah

berkekuatan hukum tetap).

Paragraf 2
Penghentian Penyidikan

Pasal 118

Pelaksanaan penghentian penyidikan oleh penyidik, dilakukan dalam bentuk:

a.

penerbitan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) oleh
pejabat yang berwenang;

pembuatan Berita Acara Penghentian Penyidikan yang dibuat oleh penyidik
dan disahkan oleh Pengawas Penyidik; dan

pengiriman surat pemberitahuan penghentian penyidikan perkara oleh
penyidik kepada tersangka/keluarganya dan JPU.
Pasal 118 .....
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Pasal 119

Pejabat yang berwenang menandatangani SP3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 118 huruf a serendah-rendahnya:

a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri;

b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda;

C. Kepala Kesatuan Kewilayahan setingkat Polwil; atau
d. Kepala Kesatuan Resor setingkat Polres.

Pejabat yang berwenang menandatangani SP3 merupakan pejabat yang
mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 119 huruf a adalah:

a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri setelah
mendapatkan persetujuan Kabareskrim Polri;

b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda setelah mendapatkan
persetujuan Kapolda;

C. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil setelah
mendapatkan persetujuan kepada Kapolwil; atau

d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres setelah mendapatkan
persetujuan Kapolres.

Pasal 120

Berita Acara Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118
huruf b harus dibuat oleh penyidik paling lambat 2 (dua) hari setelah

diterbitkannya SP3.
Paragraf 3
Prosedur Penghentian Penyidikan
Pasal 121
(1) Penghentian Penyidikan hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukan

(2)

®3)

tindakan penyidikan secara maksimal dan hasilnya ternyata penyidikan
tidak dapat dilanjutkan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
116.

Keputusan penghentian penyidikan sebagaimana dimakud pada ayat (1)
hanya dapat dilaksanakan setelah melalui 2 (dua) tahapan gelar perkara
luar biasa.

Gelar perkara untuk penghentian penyidikan dipimpin oleh pejabat yang
berwenang serendah-rendahnya:

a. Karo Analis pada Bareskrim Polri;

b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda;
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C. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil; atau
d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres.
Pasal 122

Gelar perkara luar biasa tahap pertama untuk penghentian penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) dihadiri sekurang-
kurangnya:

a. Penyidik dan Pengawas Penyidik;

b. pejabat atasan Perwira Pengawas Penyidik atau pejabat yang
membuat Surat Perintah Penyidikan;

C. ltwas Polri;

d. Binkum Polri;

e. Propam Polri;

f. saksi Ahli;

g. dapat menghadirkan pihak pelapor; dan

h. dapat menghadirkan pihak terlapor.

Gelar perkara luar biasa tahap kedua untuk penghentian penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) dihadiri sekurang-
kurangnya:

a. Penyidik dan Pengawas Penyidik;

b. pejabat atasan Perwira Pengawas Penyidik atau pejabat yang
membuat Surat Perintah Penyidikan;

ltwas Polri;
Binkum Polri
Propam Polri;

~ ® o 0

pihak pelapor beserta penasihat hukumnya;
pihak terlapor beserta penasihat hukumnya; dan

= @

pejabat JPU bila sangat diperlukan.
Pasal 123

Pelaksanaan gelar perkara luar biasa untuk penghentian penyidikan
perkara meliputi:

a. pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar;

b. paparan Tim Penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan
penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan;

paparan penyidik tentang alasan penghentian penyidikan;
tanggapan dan diskusi para peserta gelar perkara; dan

e. kesimpulan hasil gelar perkara.
(2) Tahap .....
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Tahap kelanjutan hasil gelar perkara meliputi:
a. pembuatan laporan hasil gelar perkara;

b. penyampaian laporan kepada pejabat yang berwenang dengan
melampirkan hasil notulen;

arahan dan disposisi pejabat yang berwenang;
pelaksanaan hasil gelar oleh Tim Penyidik; dan

e. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hasil gelar
oleh Perwira Pengawas Penyidik.

Pasal 124

Hasil gelar perkara penghentian penyidikan dilaporkan kepada pejabat
atasan pimpinan gelar perkara untuk mendapatkan arahan dan keputusan
tindak lanjut hasil gelar perkara.

Dalam hal pejabat atasan pimpinan gelar perkara menyetujui untuk
dilaksanakan penghentian penyidikan penyidik wajib segera melaksanakan
penghentian penyidikan.

Dalam hal pejabat atasan pimpinan gelar perkara tidak menyetujui hasil
putusan gelar perkara maka atasan penyidik membuat sanggahan tertulis
terhadap hasil gelar disertai alasan yang cukup yang diajukan kepada
pimpinan kesatuan atas.

Pengawas Penyidik kesatuan atas melakukan supervisi terhadap
sanggahan hasil gelar.

Paragraf 3
Prosedur Melanjutkan Proses Penyidikan

Pasal 125

Dalam hal perkara yang telah dihentikan penyidikannya, dapat dilanjutkan
proses penyidikan berdasarkan:

a. keputusan pra peradilan yang menyatakan bahwa penghentian
penyidikan tidak sah dan penyidik wajib melanjutkan penyidikan;

b. diketemukan bukti baru (novum) yang dapat segera diselesaikan
dan diserahkan ke JPU; dan

C. hasil gelar perkara luar biasa yang dihadiri dan diputuskan oleh

pejabat yang berwenang untuk membatalkan keputusan
penghentian penyidikan yang diduga terdapat kekeliruan, cacat
hukum, atau terdapat penyimpangan;

Pejabat yang berwenang untuk melanjutkan proses penyidikan serendah-
rendahnya:
a. Kabareskrim untuk perkara yang ditangani di tingkat Mabes Polri;

b. Kapolda .....
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b. Kapolda untuk perkara yang ditangani di tingkat Polda dan
jajarannya; atau

C. Kapolwil untuk perkara yang ditangani di tingkat Polwil dan Polres
jajarannya.

Gelar perkara luar biasa untuk melanjutkan penyidikan sekurang-
kurangnya dihadiri oleh:

a. penyidik dan Perwira Pengawas Penyidik yang menghentikan
penyidikan;

b. pejabat yang mengeluarkan keputusan penghentian penyidikan;

C. Atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan penghentian
penyidikan atau yang mewakili;

d. ltwas Polri;

e. Binkum Polri;

f. Propam Polri;

g. pihak pelapor; dan

h. pihak terlapor.

Bagian Kedua
Pemberkasan Perkara

Pasal 126

Seluruh dokumen hasil pelaksanaan tindakan penyidikan wajib dikumpukan
di dalam Berkas Perkara sesuai dengan Tata Naskah yang telah
ditentukan.

Berkas Perkara hanya diperuntukkan untuk menghimpun seluruh dokumen
administrasi penyidikan dan Berita Acara setiap tindakan dalam proses
penyidikan.

Barang bukti yang disita berupa dokumen tidak dibenarkan disimpan di
dalam Berkas Perkara, tetapi harus di tempat khusus penyimpanan Barang
Bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berkas Perkara wajib disimpan di ruang kerja penyidik atau disimpan pada
database elektronik dan setiap saat harus dapat diperiksa oleh Perwira
Pengawas Penyidik dan/atau Atasan Penyidik.

Pasal 127

Berkas Perkara sekurang-kurangnya berisi:

a. sampul berkas perkara;

b daftar isi;

C. berita acara pendapat/resume;
d laporan polisi;

e. Berita .....
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berita acara setiap tindakan penyidik;
surat-surat administrasi penyidikan;
daftar saksi;

daftar tersangka; dan

I. daftar barang bukti.

sa ~ o

Berkas Perkara untuk penyidikan yang telah diselesaikan, wajib di segel
untuk menjamin keutuhan dan keaslian Berkas Perkara.

Bagian Ketiga
Penelitian Berkas Perkara

Pasal 128

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelesaian perkara, setiap
Berkas Perkara yang telah selesai penyidikannya wajib diteliti oleh Perwira
Pengawas Penyidik meliputi susunan dan isi Berkas Perkara.

Penyidik yang telah menyelesaikan seluruh kegiatan penyidikan, wajib
segera melaksanakan pemberkasan dan menyerahkan Berkas Perkara
kepada Perwira Pengawas Penyidik untuk dilaksanakan penelitian yang
mencakup susunan dokumen dan substansi Berkas Perkara.

Penelitian terhadap substansi berkas perkara meliputi persyaratan formil
dan persyaratan materiil untuk setiap dokumen yang dibuat oleh penyidik.

Persyaratan formil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup
masalah persyaratan format pembuatan surat atau Berita Acara meliputi:
pencantuman nama dan tempat kesatuan, pro justitia, judul surat,
penomoran, tempat dan tanggal pembuatan, nama dan tanda tangan
penyidik/penyidik pembantu serta pengesahan oleh atasan penyidik/
penyidik pembantu.

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup
persyaratan materi surat atau Berita Acara meliputi: Dasar pembuatan
surat, uraian tentang fakta-fakta, pembahasan, analisa perkara, analisa
yuridis dan kesimpulan.

Bagian Keempat
Penyerahan Perkara

Pasal 129

Berkas perkara yang dinyatakan telah selesai dan telah diteliti oleh Perwira
Pengawas Penyidik, wajib segera dilaporkan kepada Pejabat yang
berwenang untuk menyerahkan Berkas Perkara kepada JPU.

Pejabat yang berwenang menentukan dan menandatangani penyerahan
berkas perkara merupakan pejabat yang berwenang menandatangani
Surat Perintah Penyidikan, serendah-rendahnya:

a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri;
b. Direktur .....
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Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda;
Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil,
Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres; atau
Kepala Kewilayahan tingkat Polsek.

®aoo

Surat Penyerahan Berkas Perkara wajib ditembuskan kepada Atasan
Langsung Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 130

Surat pengantar bersama Berkas Perkara diserahkan oleh Penyidik kepada
JPU dan wajib dicatat di dalam Buku Ekspedisi.

Penyerahan Berkas Perkara kepada JPU sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib dicatat dengan keterangan yang jelas mengenai nama,
jabatan, tanda tangan petugas dan cap kesatuan dari petugas dari
kesatuan Polri yang menyerahkan dan petugas kejaksaan yang menerima
penyerahan.

Pasal 131

Dalam hal berkas perkara yang diserahkan kepada JPU dinyatakan belum
lengkap, penyidik wajib segera melengkapi kekurangan Berkas Perkara
sesuai dengan petunjuk JPU dalam waktu yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal berkas perkara dinyatakan lengkap oleh JPU, penyidik wajib
segera melaksanakan penyerahan Berkas Perkara tahap kedua berikut
tersangka dan barang buktinya.

Pasal 132

Surat Penyerahan Berkas Perkara tahap kedua ditandatangani oleh
Pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan.

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, surat penyerahan
berkas perkara tahap kedua dapat ditandatangani oleh Atasan Penyidik
setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang mengeluarkan Surat
Perintah Penyidikan.

Bagian Kelima
Pengendalian Penyelesaian Perkara

Paragraf 1
Sarana Pengendalian/Pengawasan

Pasal 133

Dalam hal menjamin kelancaran dan ketepatan pelaksanan penyidikan,
setiap proses penyidikan perkara harus dilakukan pengawasan dan
pengendalian oleh Perwira Pengawas Penyidik dan Pejabat Atasan secara
berjenjang.

(2) Sarana .....
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Sarana administrasi pengawasan dan pengendalian penyelesaian perkara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyiapan Buku Register untuk pembuatan setiap surat-surat
administrasi penyidikan;

b. pencatatan dan penomoran setiap pembuatan surat administrasi
penyidikan pada Buku Register yang telah disiapkan;

C. pencatatan setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik ke dalam
daftar kronologis penindakan;

d. pembuatan laporan kemajuan penyidikan yang dibuat secara
insidentil atau berkala;

e. pembuatan rekapitulasi data tentang kegiatan dan hasil penyidikan;
dan

f. analisis kemampuan penyelesaian penyidik pada setiap unit.

Paragraf 2

Mekanisme Pengendalian/Pengawasan

Pasal 134

Buku Register Administrasi Penyidikan wajib dibuat, disiapkan dan diisi
secara tertib oleh setiap kesatuan reserse.

Setiap pejabat reserse wajib melakukan pengecekan terhadap kesiapan,
pencatatan dan ketertiban serta pemanfaatan buku register perkara/buku
kontrol perkara dalam rangka pengawasan penyidikan sesuai dengan
lingkup tanggung jawabnya.

Pasal 135

Dalam hal pengawasan dan pengendalian tindakan penyidik, di setiap
bendel Berkas Perkara wajib selalu tersedia Daftar Kronologis Kegiatan
Penyidik dalam bentuk matrik dengan kolom terdiri dari nomor, tanggal
kegiatan, kegiatan yang dilakukan, hasil kegiatan dan keterangan.

Setiap kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik wajib dicatat oleh
penyidik ke dalam Daftar Kronologis Kegiatan Penyidik.

Perwira Pengawas Penyidik melaksanakan pengawasan kegiatan penyidik
melalui pengecekan terhadap Daftar Kronologis Kegiatan Penyidik secara
insidentil dan secara berkala.

Dalam hal terdapat kekeliruan atau penerapan urutan tindakan penyidikan
yang kurang tepat, Perwira Pengawas Penyidik wajib memberikan arahan
dan tindakan koreksi untuk menjamin kelancaran dan ketepatan tindakan
penyidikan.

Pasal 135 .....
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Pasal 136

Dalam hal kepentingan pengawasan dan pengendalian penyelesaian
perkara, setiap Tim Penyidik wajib membuat laporan kemajuan (Lapju)
penyidikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) bulan sekali kecuali
ditentukan lain oleh Perwira Pengawas Penyidik atau dalam hal diminta
oleh Atasan Pengawas Penyidik.

Perwira Pengawas Penyidik melakukan pemeriksaan Lapju sebagai bahan
evaluasi terhadap kinerja Tim Penyidik untuk menyelesaikan perkara.

Paragraf 3
Evaluasi Kinerja Penyidik

Pasal 137

Dalam hal kepentingan evaluasi kinerja para penyidik di setiap unit/satuan
reserse, harus dibuat rekapitulasi data tentang kegiatan penyidikan dan
hasil penyidikan berupa:

a. jumlah perkara yang dilaporkan, diproses dan diselesaikan;

b. rincian jumlah setiap jenis penindakan yang dilaksanakan oleh unit/
satuan reserse meliputi pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan,
penyitaan, penahanan, pengeluaran tahanan, penyerahan berkas
perkara tahap pertama dan penyerarahan berkas perkara tahap
kedua.

Rekapitulasi data kegiatan dan hasil penindakan harus dievaluasi secara
berkala dan berjenjang dari unit reserse tingkat Polsek sampai satuan
reserse tingkat Bareskrim Polri paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali
dan dirangkum dalam Laporan Bulanan Reserse.

Setiap satuan reserse di kewilayahan mulai dari tingkat Polsek sampai
tingkat Bareskrim Polri wajib membuat laporan bulanan secara berjenjang
dengan jadwal pengiriman setiap bulannya sebagai berikut:

a. Laporan dari Polsek paling lambat tanggal 3 (tiga) sudah diterima
Polres;
b. Laporan dari Polres paling lambat tanggal 8 (delapan) sudah

diterima Polda;

C. Laporan dari Polda paling lambat tanggal 13 (tiga belas) sudah
diterima Mabes Polri.

Laporan bulanan digunakan sebagai bahan untuk:

a. pemantauan perkembangan situasi di bidang reserse;
b. evaluasi kinerja satuan reserse secara berjenjang; dan
C. bahan masukan data untuk Pusat Informasi Kriminal Nasional.
Pasal 138 .....
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Pasal 138

Analisa dan evaluasi (Anev) kemampuan penyelesaian penyidikan pada
setiap satuan reserse dilaksanakan secara periodik yaitu:

a. analisis kinerja reserse semester pertama setiap tahun; dan
b. analisis kinerja reserse setiap akhir tahun.

Anev kinerja reserse per semester dan tahunan dibuat oleh satuan reserse
di kewilayahan serendah-rendahnya tingkat Polres dengan jadwal
pengiriman:

a. Anev Semeter Pertama dari Polres paling lambat tanggal 10 Juli
sudah diterima di Polda dan Anev Semeter Pertama dari Polda
paling lambat tanggal 15 Juli sudah diterima di Mabes Polri; dan

b. Anev Akhir Tahun dari Polres paling lambat tanggal 10 Januari
sudah diterima di Polda dan Anev Akhir Tahun dari Polda paling
lambat tanggal 15 Januari sudah diterima di Mabes Polri.

BAB XII
PENCARIAN ORANG, PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN

Bagian Kesatu
Daftar Pencarian Orang (DPO)

Pasal 139
Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka
penyidikan perkara sampai lebih dari 3 (tiga) kali dan ternyata tidak jelas
keberadaannya, dapat dicatat di dalam DPO dan dibuatkan Surat
Pencarian Orang.

Pejabat yang berwenang menandatangani DPO serendah-rendahnya:

a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan
kepada Kabareskrim Polri;

b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada
Kapolda;

C. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan
kepada Kapolwil,

d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada
Kapolres; atau

e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada
Kapolres.

Pasal 140

Dalam hal tersangka dan/atau orang yang dicari sudah ditemukan atau
tidak diperlukan lagi dalam penyidikan maka wajib dikeluarkan Pencabutan
DPO.

(2) Pejabat .....
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Pejabat yang berwenang menerbitkan Pencabutan DPO serendah-
rendahnya:

a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan
kepada Kabareskrim Polri;

b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada
Kapolda;

C. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan
kepada Kapolwil,

d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada
Kapolres; atau

e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada
Kapolres.

Bagian Kedua
Pencegahan dan Penangkalan

Pasal 141

Dalam hal tersangka yang tidak ditahan dan diperkirakan akan melarikan
diri dari wilayah Negara Indonesia, dapat dikenakan tindakan pencegahan.

Dalam hal setiap orang yang berada di luar negeri dan diduga akan
melakukan tindak pidana di Indonesia, dapat dikenakan tindakan
penangkalan.

Dalam keadaan mendesak atau mendadak, untuk kepentingan penyidikan,
penyidik dapat mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat
imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi untuk mencegah
dan/atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

Pejabat yang berwenang mengajukan surat permintaan pencegahan
dan/atau penangkalan sesuai tingkatan daerah hukum penyidikan adatah
sebagai berikut:

a. Direktur/Wakil Direktur pada Bareskrim Polri;
b. Direktur/Wakil Direktur Reskrim di tingkat Polda;
C. Kepala/Wakil Kepala Polwil; dan

d. Kepala/Wakil Kepala KKO.

Pejabat yang mengajukan surat permintaan pencegahan dan/atau
penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib melaporkan
kepada Kapolri paling lambat 20 (dua puluh) hari untuk mendapat
pengukuhan melalui Keputusan Kapolri.

BAB XIII .....
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BAB Xl
TINDAKAN KOREKSI DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Penggolongan Sanksi

Pasal 142
Setiap Pegawai Negeri pada Polri, jika terbukti melakukan pelanggaran

terhadap ketentuan Peraturan Kapolri ini, diberikan sanksi sesuai dengan
pelanggaran menurut golongan jenis:

a. hukum pidana;
b. peraturan disiplin Polri; dan
C. etika profesi kepolisian.

Dalam hal tindakan pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam
pelanggaran administrasi, dikenakan sanksi penindakan secara
administratif berupa:

a. pemeriksaan instensif oleh Perwira Pengawas penyidik;

b. pembuatan pernyataan tentang tindakan yang telah dilakukan oleh
Penyidik;

teguran tertulis;
tindakan penghentian kegiatan penyidik dari penanganan perkara,

e. tindakan skorsing/larangan untuk melakukan kegiatan penyidikan
dalam periode tertentu;

f. tindakan pengguguran (growndit) dari tugas penyidikan;
g. pembebanan kewajiban mengikuti kegiatan pembinaan; dan
h. pembebanan kewajiban menyelesaikan tugas lain.

Pasal 143

Pegawai Negeri pada Polri yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap
Perkap ini dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa:

a. penundaan mengikuti pendidikan dalam jangka waktu tertentu;
b penundaan kenaikan pangkat;

C. mutasi yang bersifat demosi; dan

d pembebasan dari jabatan.

Pegawai Negeri pada Polri yang sengaja melakukan penyimpangan etika
profesi kepolisian dapat dikenakan hukuman berupa:

a. tindakan pengguguran (growndit) dari tugas penyidikan; dan
b. pembebanan kewajiban mengikuti kegiatan pembinaan.
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Bagian Kedua
Tata Cara Penjatuhan Sanksi

Pasal 144

Sanksi administrasi untuk pelanggaran administrasi dapat dijatuhkan oleh:
a. Atasan Penyidik terhadap Penyidik yang di bawah pengawasannya; dan

b. Atasan Perwira Penyidik terhadap Perwira Pengawas Penyidik atau
terhadap Penyidik.

Pasal 145

Sanksi Pelanggaran Disiplin dan/atau Kode Etik Profesi Polri dapat dijatuhkan
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Disiplin Anggota Polri
dan/atau Kode Etik profesi Polri.

Pasal 146

Tata Cara penjatuhan hukuman Disiplin dan/atau Kode Etik Profesi Polri
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

Dalam hal Penyidik yang diduga melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik
profesi Polri, sebelum diproses melalui mekanisme acara hukuman disiplin, harus
dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Perwira Pengawas Penyidik atau
Pejabat Atasan Perwira Pengawas Penyidik.

Pasal 148

Dalam hal Perwira Pengawas Penyidik atau Pejabat Atasan Perwira Pengawas
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 telah mendapatkan petunjuk
bahwa telah terjadi pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik profesi Polri
yang tidak cukup dihukum dengan pemberian sanksi administrasi, pemeriksaan
selanjutnya diserahkan kepada fungsi Propam Polri dalam waktu selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakan pemeriksaan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 149

Dalam hal alasan geografis dan kondisi tertentu sehingga tidak dapat
melaksanakan peraturan ini, bukan merupakan pelanggaran.

Pasal 150
Kapolda dapat menjabarkan pengawasan dan pengendalian penanganan perkara
pidana secara teknis terlebih dahulu setelah mendapat persetujuan Kapolri yang

diajukan dan/atau diusulkan melalui Kabareskrim Polri.
Pasal 151 .....

Limitasi penghentian..., Herbet Pardamean Tambunan, FH Ul, 2012.
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Pasal 151

Ketentuan yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian penanganan
perkara pidana yang telah ada sebelumnya, dinyatakan mas;h tetap beriaku
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 152

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar éetiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2009
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